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ABSTRAK 

Nama : S!GIT NUGROHO 

Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM 

Judul : Proposal Special Products datam Negosiasi Doha Development 
Agenda (DDA) dan lmplikasinya Terhadap Perdagangan Pertanian 
Indonesia Sebagai negara Berkembang 

Tesls ini membahas mengen<D Proposal Special Products bagi produk pertanian 
dalam Negosiasi Doha Development Agenda (DDA) oleh negara berkembang, dalam 
rangka menciptakan keadilan da1am perdagangan intemasional datam konteks WTO. 
Penelitlan lni dHakukan untuk melihat sejauhmana perkembangan negosiasi konsep 
.~'pecial Products, serta peranan dan kesiapan Indonesia sebagai negara berkernbang 
untuk mempersiapkan sektor pertaniannya sesuai konsep Special Products sehingga 
dapat efcktif di Indonesia. Hasil penelitian rnenunjukkan bahwa negosiasi proposal 
Special P1·oducts sudah sangat berkembang walupun masih terdapat bebcrapa 
hambatan dalam negosiasi, Tndonesia sebagai koordinator kelompok G-33 
menunjukkan penman yang signifikan dalam negosiasi, dan Pemerinrah telah 
melakukan upaya yang cukup menunjang dalam rangka menyiapkan sektor pc:rtanian 
Indonesia agar dapat efektif memanfaatkan hasH negosiasi proposal Special Products. 

Kata kunci: 

Pcrtanian, perdagangan intcrnasionul bidang pcrtanian, Special Pmducrs, WTO, 
Doha Developmenl Agenda, Specfal Safoguards Mechanism. 
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ABSTRACT 

Name : SIGIT NUGROHO 

Study Program : MAGISTER ILMU HUKUM 

Title Special Products Proposal Under the Doha Development Agenda 
(DDA) and Its Implications to Indonesia as A Developing Country 

The focus of this study is concerning negotiations on Special Products for agricultural 
products proposal by developing countries under the Doha Development Agenda. in 
order to create a balance in international trade in a frame of WTO. The study is 
focusing on the development of the proposal negotiatio~ the role of Indonesia in the 
negotiation and the preparation and also the readiness of Indonesia as a developing 
country to adjust effectively Indonesian agricultura1 sectors 'Nith the Special Products 
Proposal. The result of the study shown that the negotiation of the proposal is 
increased but there are still many obstacle in the negotiation, Indonesia play a good 
role in the negotiation as a coordinator of G-33 Groups, and the Government has 
made several policy in agriculture in order to develop Indonesian agricultural sectors 
in order to prepare the agriculture sectors to take the benefit of the special products 
proposal negotiation. 

Key words: 

Agriculture, international trade in agriculture, Special Products, WTO, Doha 
Development Agenda, Special Safeguards Mechanism. 
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I.l La tar Bclakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

World Trade Orgcmization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia 

rnerupakan satu-satunya badan internasional yang secara k.husus mengatur 

rnasalah perdagangan antamegara. Sistem perdagar~gan multilateral WTO diatur 

melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aluran dasar perdagangan 

internasional sebagai basil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara

negara anggota. Persctujuan tersebut merupakan perjanjian antarnegara anggota 

yang mengikm pemerintah untuk mematuhinya dalam pelaksanaafl kcbijakan 

perdagangannya. 1 

Sejak berdirinya WTO pada tanggal 1 Januari 1995, berbagai perundingan 

dan negosiasi lclah di!aksanakan lUituk menciplakun regulasi dalam suatu sistem 

perdagangan liberal oleh para anggotanya, termasuk Indonesia. Aktifnya WTO 

dalam menciptakan aluum perdagangan multilateral tercemin dengan lahirnyu 

perundingan Pembangumm Doha yang lcbih lanjut dijabarkan dalam l'ak..:t Juli, 

yang disepakati pada tanggal I Agustus 2004. Paket Juli berisikan berbagai 

kcrangka kesepakatan sebagai tindak lanjut penmdingan Doha Development 

Agenda, untuk isu-isu Pertanlan, Akses Pasar unl\lk produk Non Pertanian. Jasa. 

isu pembangunan dan implementasi Doha Development Agenda, fasilitasi 

perdagangan, serta pengamm !ebih lanjut Singapore Issues.2 

Lihat li,n Pellyt:sm: Direkloml Pcn.lagangan, PcrinJustrkm. ln\estas·l dan IlK! Dircklora'. 

Jcnderal Mu!ti\aternl Dcparlemen Lunr Negeri, Seki!as Jl'TO {World 'fhu:!..<> Orgtmi:alioll), Edisi 

Ke.cmpat. Jakarta Dirckturnt Perdngangun, Jlerimlustriar •. lnnlstasi dan HK! Dlrcktornt Jcm.lcm\ 

M'Jltilatentl Departemcn Luar >{egcri. hul. I. 

Ibid, haL i 
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Liberalisasi perdagangan membuka pasar di luar negeri, meningkatkan 

permintaan untuk perusahaan barang domestic dan mernbuat mereka untuk 

melayani pasar yang !ebih hesar dan mendapatkan keuntungan dari skala 

ckonomi.Perdagangan bebas dapat menyediakan input dengan harga yang murah, 

yang dapat menurunkan biaya prnduksi. Uberalisasi juga dapat menambah 

kompetisi dari peru$ahaan asing kepada perusahaan domestik, yang dapat 

meningkatkan efisiensi produksi lokal. Terakhir. liberalisasi perdagangan melalui 

herbagai saluran, dapat membcrikan pengaruh kepada tingkat pertumbuhan 

ekonomi.J 

Penunman hamOatan-hambatan perdagangan adalah salah satu hal yang 

paling jelas dalarn rangka meningkatkan perdagangan. Hambatan - hambatan 

rlimaksud termasuk bea kepabeanan {tarif) dan tindakan-tindakan seperti 

p:.::laranga.n atau kuota daiam impor yang membatasi kuantitas secara selektif. 

Pembukaan pasar dapat menjadi sebuah keontungan, tetapi hal ini juga 

rnembutuhkan penycsualan. Pe~janjian WTO memperbolehkan negara unluk 

melakukan perubahan secara bertabap, melalui !iberalisasi yang progresif, ncgara 

berkembang biasanya diberikan jangka waktu yang lebih lama untuk 

menyesuaikan.'1 

Perdagangan internasional dalam kcrangk~i \VTO (World Trade 

Organization) berupaya unhtk mengurangi distorsi perdaganga_n antar negara 

anggota WTO. Hal ini agar tidak terjadi perdagangan yang tidak adil datam 

kcrangka WTO. scsuai dengan prinsipwprinsip dasar WTO: 

a. :'vfost Famured i'lalions (MFN) atau perlakuan yang sama tcrhadap 

semua mitrn dagaag 

b. :Vatimwf treatmelll (perlukuan nasional) 

c. Tran..,pareHcy (t:anspamnsi) 

' Lihat Juz;.;ph E. Stiglit7 dan Andrew Ch~rito'l. Fair fradt' For All fi;m Tmtlr C(l/l i'nm/Oif! 

tkw!lopmt•nl. :-IC\1' 1\wk: Oxf(lrd li!iiv~.:rsity Press. 2!XH. hal. 25. 

4 Lihal artikd Uude.r!iltmc/ing The WtO: Basics, <Jiaksesdan hLtp:/.':'!\·IV\\',\\tu.<>r£/em!lishilhvwlO e 

/w;u!J~Illl' l>T!!£12 e.h!tl). tanggal 3 Desembcr 2007. 
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Perdagangan yang adil (Fail' Trade) adalah kemitraan dalam perdagangan 

yang berdasarkan atas dialog, transparansi dan sating menghormmi, yang mencari 

k.esamaan dalam perdagangan internasionaL5 Jadi di dalam fair trade harus 

terdaput sebuah kesamaan kondisi dan posisi tawar yang membuat perdagangan 

antar negara menjadi berimbang, sehingga terjadi sebuah hubungan perdagangan 

yang sating menguntungkan. 

Liberalisasi perdagangan menciptakan biaya penyesuaian bagi negara 

berkembang akib2:t penurunan tarif memhual mereka kehilangan penghasilan, 

masuknya barang impor dapat mcngurangi produksi domestik yang 

mengakibatkan d(rumahkannya pekerja yang membuat pemerintah harus 

membiayai pembinaan bagi pengangguran. Selain ltu dalam rangka menarik 

investasi maka negara berkembang harus membangun infrastruktur guna menarik 

investor asing yang mengakibatkan ada biaya yang harus dlkeluarkan olch 

negara.6 

Mcnyadari perlonya desain usaha yang positif untuk menjamin 

tcrintcgerasinya negara berk.embang, dan khususnya negaro lerbelakang di antara 

mereka kedalam sistcm perdagangan multilateraL Aturan da!am WTO 

membcrikan banyak pengaturan tentang pemberian ling:kacan perlakuan khusus 

dan berbeda (Special and D~f/erential Treatment} untuk negara berkcmbang. 

Aturan ini dimaksudkan unluk membrmtu kebun1han khusus dari Ncgara 

berkcmbang. Dalam banyak bidang. aturan ini menyediakan kewajiban yang Jcbih 

scdikil awu pembcdaan uturan untuk neg~lnt bcrkcmbang dan jt1ga pemberian 

bantuan teknis.7 

Hasil Putaran Uruguay yang tcrkait dengan scktor pertanian tetah 

dituanghln dalam Perjnnjian Pertanian {Agteemenl on Agriculture). Reformasi 

Tcrj.-;mnhan be \:as Jm i; fi•ir wade i.1· u !radmg parmerslllf'· brw:d (llr dialogm:. JUH!S;Jrln'nq a11rl 
respect. 1h01.1.:l'k.I grcmr:r equiiy in ilihnmtionaltt·ad,;. lih:u art!kt;d, F(lir ihuk.· a definilibn, 

UI<Jkses J:>ri ~'/w~:I:W.m;;k.;t!rtddnirxomf;:lvlr.t.k:....i11Jtf.'lilc~ 21_!)3:!Q91.! 1 !.7'1 :t \1:m&qi"' 

j_!t._t*,!IA·;n= I ~.t;Lt:<.!l=5. t;;nggal 3 Lksembcr 2001. 

"' Uhal Joseph E. Sligtitzdan 1\ndre\\ Clmr!l0:1, Op. (·ir, haL 171-172. 

Lihnl Peter V;m den Bo;;scbe. The L(lw w1d Pulicy of rln: fV()r/d trade Orgrmi:::mion: Tc.tt, 
CaJon;. and Ma1erial.1, Ne:~v York; Cambridge Universl!y Prcs:t 2007. hal. 43. 
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perdagangan tersebut harus di\aksanakan oleh semua negara anggota WTO sejak 

Januari 1995. Dalam pelaksanaan selama ini temyata, Agreement on Agric;ulture 

(AoA) telah berdampak negatif terhadap banyak Negara berkernbang, Serbuan 

impor dnn penurunan harga impor terutama untuk produk pangan terjadi meluas, 

sehingga te1ah berdampak buruk terhadap ketahanan pangan, pengentasan 

kemiskinan, dan pembangunan pedesaan.a 

Negara-negara maju berkeinginan untuk melanjutkan ambisi mereka agar 

terdapat pemotongan taxif leblh lanjut bagi produk pertanian, sementara di sisi 

lain, negara-negara maju tetap bertahan untuk tidak memotong subsidi9 yang 

mereka berikan bagi sektor pertanian mereka. Amerika Serikat (AS) dan Uni

Eropa (UE) tetap menolak untuk memberikan konsesi dalam hal pemotongan atau 

pengbapusan dukungan domestik bagi sektor pertanian mereka. Arnerika Serikat 

{AS) bahkan tetap berkeinginan untuk memperluas kategori Kotak Biru (Blue 

Box)10 untuk menampung pembayaran subsidi m.!reka. 

Paket Ju!J 2004 mcnyatakan kcsepakatan untuk mengurangi tarif pertanian 

Jewat formula bertingkat (lieredformula), dimana tarifyang tinggi dipotong lebih 

banyak kelimbang tarif yang rendah. Perundingan setelah itu berkutat soal 

seberapa banyak tingkatan tarifnya, ukuran tentang tarif mana yang masuk 

tingkatao mana, serta formula ap.1 yang dipnkal di setiap t1ngkatan. AS dan 

kelompok Caims11 mendukung formula yang akan memotong tanfpaling banyak, 

yaitu formula Swiss. Sementara itu. UE, India, dan negarn maju lainnya lebih 

------·--
; Lihal .<\rnon Apripnwr.o (Mcnte.~t P~rlankm Rl), Kepentir1gan J'erJanian lndon.uia Dalcmr 

Pt!rdagangan Jnternasimml, dimuat dalam Jurna! Hukurn fnlcmasional Volume <! NDmor J 
April 2007, Depok: Lemlhlgu Pcnghj:an Hul:um Intcrnasfonal Fakulws Hukurn Universitas 
Indonesia, haL 453-4.54. 

" S.ubsidi bcrUasarkan Agnemellt on Subi;idies and CounltTI'aifing Measmv:s ada!ah benruk 
komribusi keua::.gan pernerinlah :ang diberikan kepadn 11lnin usaha dalr1m wilayah teritoriulnya 
;.ang me1:1bcrikan k;;:untung.:w bagi usaha t..:rscbHL 

It Hlue Bos cda!ah ~ubsidi Ucmestik !xrupa pcrnbayamn li:mgsung .'ll:au; negar:l kc r:!lan; d:m 
dm:tggap kur.w.g. mcndislorsi perC.\igangnn. kctcnhJatl mi ini di<uur dalmn anikel 6.5 Agre!!menr 
un Agricufwre. kalcgori pcnggol'.tlan Wilma dij<JI.Ilk:m analog.! da;;el) WTO untuk nH.:r,jelaskilr1 
mengcn)i kebij<~k:m dukongan domestik (suhsidi) £U:IIU ncgur:t. 

11 Kclompok C~irns (Caii'JJ.( Group) mcrupak:tl'. i:etompok negara-ncgnru pengckspar hasH 

penani(ln yang terbcnluk scbelmr. Putaran Uruguay (Uruguay Round) .dimulni, dan dikoordinir 
olcl1 Aus~ra!ia. 
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menginginkan formula yang memotong seeara rnoderat melalui persentase rata

rata, yang disebut formula Uruguay. Di lain pihak, kebanyakan negara maju juga 

akan memanfaatkan kategori produk sensitif untuk mengamankan produk 

pertanian mereka. 

Misalnya, Amerika Serikal rnemberikan USD 17 miliar per tahun untuk 

subsidi pertaniannya yang dikukuhkan dalam Farm Security and Rurallnvestmen! 

Act atau sering disebut sebagai FannBili. Hal yang serupa juga dilakukan 

Masyarakat Eropa (Europe Union), setiap sapi di negara anggota Masyarakat 

Eropa (Europe Union) menerima subsidi lebih dari USD 2 per hari,danjumlah ini 

lebih besar daripada pendapatan penduduk miskin di dunia. 12 

Banyak negata maju melakukan subsidi untuk petani kapas dan korporasi 

yang terkait dengannya. Di seluruh dunia. subsidi itu mencapai USD 6 milyar per 

tahun, Negara~negara Masyarakat Eropa (Europe Union) sepertl Spanyol dan 

Yunani metakukan hal yang sama, dengan subsidi sebesar USD 0,7 milyar per 

tahun. Amerika Serikat menyubsidi petani kapasnya sckitar USD 3,7 milyar per 

tahun. Hal ini menyebabkan petani kapas di negara-negara Afrika Tengah seperti 

Mali, Burkina Paso, Benin, dan Chad menderita luar biasa karena 90% basi! 

kapasnya tmtuk tujuan ekspor. Ekspor kapas dari negara Afrika Tengah terhambat 

aldlmt subsidl negara maju, teru!ama Amerika Seriknt. Hal ini menyebabkan 

sejumlah pendltduk di Afrika terpuruk dalam kemiskinan karcoa negara maju 

telah me ram pas sumber kehidupan mercka dllri penjualan kapas. 11 

Negara maju seperti Amerika Serikat patln tahun 2000 memberikan subsidi 

sebesar USD 10 milyar untuk pctani jagung, serta memberikan subsidi ekspor 

yang ditaksir mcncapai USD 105-145 juta. Tindakan ini telah membuat pctani 

~~~~····~····~~ 

12 Lihat llonnie Setiawan & 1-lctjunu Ndnr u K (Wrektur Eks~:kurtf t/(111 Penelifi /nsrirure .fur Global 
.!ustic), J!emperlahanf.:an Propos~1l !3pecia! Produc1s, lmp:i;,w1' r-loQq!JJu:!oorr. IICHX 

_{A·tofi.R!JJ!Zlr'JJ!!!:fiJI'I .. r:i.:1d 93. t.liak1cs taoggal4 Nopembcr 2()07. 

11 Lihm M. Husc:n Sawil. libem!isasi !'angrm Amhisi dau Reakfi dalam Pulamn Doha !ITO, 
Jakam: tembaga Pcnerhil FEU!. 2007, hal. 76. 
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jagung di Meksiko tidak mampu bersaing karena harga jagung impor dari 

Amerika Serikat yang masuk ke pas:ar Mcksiko menjadi lcrlalu murah. 14 

Subsidi Amerika Serikat juga dilakukan untuk komoditas beras, guia, 

kcdelai, dan gandum. Petnni Jndor.csia tentu telah merasakan dampak subsidi dari 

Amerika Serikat dan neg.ara maju lalnnya, terutama sejak liberalisasi dilakukan 

pemerintah mulai 1997.15 

Ketidak adilan karena perbedaan kemampuan dapat juga kita lihat dalam 

kasus perang dagang anlara Philipina dan Australia. Asustralla melarang pisang 

dari Philipina karena dianggap membahayakan bagi tanaman dan hewan di 

Austra!ta. Kemudian Philipina: membalas den:gan melarang daging dari Australia 

dalam Administrative Order 25. Kelika Philipina menunda pelaksanaan 

Administrative Order25, Australia letap melarang impor pisang dari Philipina. 16 

Hampir scmua ncgara anggota WTO telah menilai sccara komprehensif 

atau parsiat tentang dampak refo1masi perdagangan di sektor pertanian. Hal ini 

scsuai dengan ketentuan dalam pusal 20 WTO Agreement on Agriculture. Secaro 

umuru ternyata dampak reformasi perdagangan amat buruk bagi negara 

berkembang. Dalam Putaran Doha negara bcrkcmbang mengusung sejumlah 

proposal untnk mengoreksi kclcmahan itu. 17 

PerOednan tcrscbut haru;; dincgoslasi oleb anggota WTO untuk 

mernbcrikan perlindungnn kepentingan ekonom[ ncgara berkembang. Sebab 

selama ini negara maju tclah berhasil memasukan produk ungguhm mereka kc 

dalam WTO Agl'ecmetlf, seperti Hak Atas Kekayaan [nlelektual. Oleh karena ito, 

produk pcrtanian sebagai unggulan negara berkembang harus dilindungi guna 

menycimbangkan perdogangan internasional. 

'" !hid.. h:1L 77. 

ll ibid. 

:t> Uh~\t l J. ll;m~ L. Rongc. The Nrilfppiuc.~ and thi! liTO· Swv!!';- a[ Current f'rm::tit:f!.~ With 
emp!Jasi.1· on A uti· Dumping. Co-1mtl!r\'t1ili11g Duries ami S<rfeguard Measures. Asian Jau:nul or 
WTO & lnternationulllcallh l,aw ;,.nd Policy. (l'vl;,.rch 2006). 

17 Lihat M. Husclo Saw it, Op. CiJ., hal. I OJ. 
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Negarawnegara berkembang dalam rangka memberikan perlindungan bagi 

kepentingan ncgaranya datam sektor pertanian mengharapkan Produk Speslal 

(Special Product) mampu memberikan kontribusi positif dalam rangka 

melindungi kepentingan pertanian negara berkembang dalam pcrdagangan 

internasionat Namun hal in! masih harus menghadapi tantangan dari negara

negara maju dalam perundingan-perundingan WTO. 

Perundingan daiam sektor pertanian berjalan alot karena peran negara 

berkembang yang semakin meningkat dalam rangka rnemperjuangkan pos[sinya 

dalam Putaran Doha. Indonesia sebagai negara berkembang turut mengharapkan 

perumusan aturan perdagangan di bidang pertanian yang scimbang yang juga 

dapat melindungi kcpentingan pertanian Indonesia dalam perdagangan 

intemasionaL Oleh karena itu,konsep Produk Spcsial (Special Produc!) penting 

untuk terus dlusung untuk melindungi petani Indonesia darl praktik perdagangan 

yang tidak ad II oleh negara maju. 

Proposal Special Praducrs (SP) dapat mcmberikan perlindungan bagi 

kepenlingan perdagangan pertanian negara berkembang khususnya bagi 

Indonesia, sehingga negosiasi 1erhadap proposal ini harus terus dilakukan. 

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis akan membabas mcngenai 

'·Proposal [)'pedal Producls dalam Negosiasl Doha Development Agenda (DDA) 

dan lmp!ikasinya Terhadap Perdagangan Pertanian Indonesia Sebagai negara 

Berkembang:· 

1.2 Perumusan Masalalt 

Berdnsarkan uraian pennasa!nhan di atas, yang menjadi pokok-pokok 

permasalahan dari Produk Spesiat (!>jJecial Producl) dalam sektor pcrtanian 

adaluh scbagai berikut: 

1. Apakah yang dimaksud dengan konsep Special Producl.\' (SP) dalam 

negosiasi Agreement 011 Agrir:ulture (AoA)'! 

2. Bagaimanakah mckanismc pemberlan status hukum bagi proposal Special 

Products (SP) dalam negosiasi Agreement on Agriculture (AoA)? 
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3. Apakah mekanisme perlindungan yang dapat digunakan unluk meiindungi 

produk pertanian dalam perdagangan internaslonal? 

4. Bagairnana seyogyanya konsep Special Products (SP) yang mampu 

melindungi kepcmingan nasional? 

1.3 Kerangka Teori dan Konsep 

Frank J Garcia dalam Globalization and The Theory of International Law 

menyatakan bahwa: 

"there are two fundamental gaps,· the absence of effective mechanisms for 
global wealth tran:ifers at the scale necessary to support the global basic 
package, and the absence of effective political representation or ••o;ce at the 
global level. This change from intcrnationallmv to global public law will require 

a profound rtH!xamination of core international legal doctrines (J.nd insfitrllions 

such as boundaries, sovereignty, legiTimacy, citizenship, and the wrriloriaJ 
<:ontrol of re.sources." 18 

Hal ioi scjalan dengao pcmikirannya mcngcnai Themy of Justice. Oari liga 

kategur! teori liberal lemang justice: Utilitarian, libertarian, dan egalitarian, 

Garcia menarik bemmg merah yang menghubungkan kctlganya, bahwa ketiga 

kntegori ''Therwy of Justice" liberal di bidang perdagangan inlernasionalmemiliki 

ciri-ciri sebagai bcrikut: 

I. Hukum perdagangan internasional yang adil harus dirumuskao scdcmlkian 

rupa untuk melindungi kesetaraan moral seluruh indivldu yang terpengaruh 

olehnya. Hal ini meliputi komirmcn tcrhadap free trade sebagai prinsip 

elwnomi. guna mcmpertahankan prasyarat liberal hagi keadilan: 

2. Tcori !lberallentang f)crdagangan yang adil mempersyarntkan bahwa hukum 

perdngangan internnsional harus beropernsi scdcmikian rupa untuk 

1 ~ Lihal Prank J G;m;i~:t, Glubuli:ation and The TIIMry of lntr:malionaf Lml', Amcricmt Sccicly of 

[nlerrr:uirmat Law lnteresl Group on the Theory oflntcmation<Ji Law. \Fall 2005), haL 12·13 .. 
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kepentingan negara-negara yang paling tidak diuntungkan. dengan demikian 

diga.risbawahi pentingnya prinsip "special and differemial treatment" 

sebagai justifikasi bagi hukum pcrdagangan internasioanal sehingga setiap 

pihak mendapatkan 1he same playing field; 

3. "liberal justice " mempei'Syaratkan bahwa hukum perdagangan internasional 

tidak mengorbankan hak~hak asasi rnanusia dan perlindungan yang efektif 

terhadap hak-bak :asasi manusia, dalam rangka pencapaian keuntungan.19 

Hunter Nottage dan Thomas Sebastian dalarn tullsannya yang dimuat dalam 

Journal of IntertJalional Economic Law "'Giving Legal Effect To The Results Of 

WTO Trade Negoliatios: An Analysis Of The Methods Of Changing WTO Law", 

mcnyatakan: 

"The replacement of the fV7V Agreement would involve nut just a change 

in the lrade policy m!e:; contained in the muliffateral trade agreements but also 

the replacement of the WTO with a new international organization. Although the 

replacement of treaties selling om policy rules is not il!freqm.mt. international 
organizations have only rarely been rep!aced.',2o 

Selanjutnya Hu<1ter Nonage dan Thomus Sebastian juga menyatakan: 

''In the eonre.w of tire Doha Round. which is likely to require ame11dmenrs 

lo some WTO agreemems, the likely gap between the end of the Round and the 

entry into force of the amendments could possibly be bridged wilh a plurilaFeral 

agreement. That plurilatera( agreement could oblige the A1embers that have 

t·l Lih;~\ Rlrti}k:t~mn DiY.:rta.si Agus Brotosmollo. Giohafisasi EAonomi d<111 Perd(Igouguu 

lllfernu:'fianaF· Sltldi fi:mang Kcsinpm1 1 iltkum !ndam!SIO Melinduugi froduksi Do/om Ne..geri 

Mdalui Undtmg-mutang ,;nli fJump111R dan Snjeg1mrd, Program Duktor-Fakultas H;1kum Ul. 

2006. hal. 9. 

N Uhat Huu!er Nonage. Ttwmru SehaSJl;m .• GMng Legal E_ffecr To i1w Results Of liTO Tmdr: 
Negoliativs.· An Analysis Of Tim Methods Of Clump;iug WTO Law, Journal of 111/tHIIatioua} 

Ecrmomk Law (DecemJ;,:r 2006) •. HaL 1016. 
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accep1ed it to impfemenl the results of the Round pending the formal acceptance 

of !he amendment by two-thirds cw all Members."21 

Teori-teori ini akan menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan 

penelitian, karena penulis akan melibal upaya negara berkembang terutama 

Indonesia dalam menciptakan keseimbangan dalam sektor perdagangan hasil 

pertanian yang menjadi produk unggulan Indonesia dan negara berkembang 

lainnya, Sehingga dapat tetcapai suatu perdagangan internasional yang adil di 

bidang pertanian. 

Deflnisl - definisl konsep yang akan digunakan dalam penelitian ilmiah 

ini antara lain: 

World Trade Organization (WTO) adalah saru-satunya badan 

internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antarnegara.22 

Perdagangan lnternasional ada!ah perdagangan yang mengandung unsur 

asing. Dalam hal ini, unsur asing m1mgkin saja ada pada subyck hukumnya, obyt.'k 

yang diperdagangkan, maupun tOrum penyelesaian sengketa dan/atau hukum yang 

dipilih umuk berlaku dalam suaw transakc::i perdagangan.23 

Agreement on Agricullllre adalah Agreement yang ditOkuskan pada 

peningkatan akses pasar dan pengurangan dukungan domestik dan subsicli ekspor 

yang mengganggu perdagangan dl bidang pertanian?4 

Special and D{fferentia/ Treatment adalah aturan yang. menyedlakun 

kewajibJn yang lebih scdikit atau pembedaan aluran unluk ncgura lx:rkcmbang 

dan juga pcmbctian bantuan teknis.25 

:: Lihat rim Pcnyusun Dird.toml Pcn.lugangan. Pcrindns:rian. lnvcs:asi tlan IJKJ Dir..:kwnu 
Jcndcwl i\luhilntcml Ocpartcmcn Lnar Ncgcri. Op Cit. hal. I. 

"' Lih.u t\g:ullll!ulusu.silo. Op. Cit. hul HL 

"' Lih:.<t Joseph E. Stiglitz dan :\ndrew Chadton. Op. Cit. tm:. xvii. 

"' Lihal Peler Van den lJossche.. Op. Cit, haL 43. 
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Special Products adalah bentuk lain dari Special and Differential 

Treacment (SDT) dalam pilar akses pasar untuk sektor pertanian yang 

diperjuangkan oleh negara berkembang.26 

Developing Coumry is a country that is not cconomicaUy or politically 

advanced as the main industrial powers?7 

Subsidi a.dalah bentuk kontribusi keuangan pemerintah yang diberikan 

kepada dunia usaha dalam wilayah teritorialnya yang memberikan keuntungan 

bagi usaha terSebut.28 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penclitlan 

Penclitian ilmiah ini sccara umum bertujuan untuk trtemberlkan gambaran 

teoritis dan normatif mengenai Produk Spesial (Spesial Product) dalam sektor 

pertanian dan perHndungannya kepada sektor pertanian Indonesia. Sedangkan 

tujuan khusus dari penulisan ilmiah ini ada(ah unwk: 

l. Untuk mengetahui konsep Special Products (SP} dalam negosiasi 

Agreement on Agriculture {AoA). 

2. Unwk mengetahui mckanismc pemberian status hukum bagi proposal 

Special Producls (SP) dalam negosiasi Agreement on Agriculture (AoA). 

3. Untuk mengetahui mckanisme perlindungan yang dapat digunakan untuk 

melind1mgi produk pcrtanian dalam perdagJ.ngan internasional. 

4. Untuk mengetalw1 bagaimana seyogyanya konsep Special Products (SP) 

yang marnpu melindungi kepenlingan nasionaL 

Sedangkan mnnJaat dari pencHtian ilmiall ada!ah untuk menambah 

pcngetahuan yang komprchcnsif mengenai konscp Special Products (SP) dan juga 

mekanisme pemberiau pc-rlindungan lerhadap pasar dalam negeri dari serbuan 

:;- Liha: M. Hur;dn Sawi\, Op Cit. ha:. !fXi. 

·n Lihnl Ury:.m A. Gamer. Black's Law Dictionary Elght Edition, S:. Paul: Wt--st Publi\hing Co .. 

1999, hai4S2. 
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impor produk pertanlan yang dfusulkan oleh negara berkembang dan posisi serta 

kepeotingan Indonesia dalam negosiasi proposal konsep Special Products (SP). 

1.5 MetodoJogi Penelitian 

Metodologi pcnelitian yang akan dipergunakan adalah metodologi 

penelitian yuridis nonnatif. Penelitian ini berusaha untuk menjclaskan tindakan 

yang dapat dilakukan untuk menegosiasikan proposal Special Products oleh 

negara berkembang kedalam Agreement or. Agriculture (AoA), serta untuk 

menjelaskan pemberian perlindungan terhadap kepentingan pertanian lndonesia 

melalui konsep Special Products. 

Bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah 

melalui: 

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang merupakan 

pcraturnn perundang-undangan. Dalam penelitian inl tentunya 

hanya dipergunakan peraturan perundang·undangan yang berkaltan 

erat dengan topik penclitian serla beberapa putus.an pengadilan 

yang juga berkaitan dengan topik penelitian. 

2. Bahan Hukum Sekunder, yaliu bahan-bahan bukum yang berisi 

penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, berup<1 buku, 

maja!ah. artlkel, maka!ah dalam seminar yang berkHitan dengan 

lopik penelitian. 

3, Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang berisi 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hahan hukum 

sekundcr. Mlsalnya kamus dan ensiklopcdi hukum ?9 

1.6 Sistematika Pembalutsan 

Pcnullsan ini akun Jisusun menj.adi 5 bab yang secura komprehensif sa ling 

tcrknit dan saling menjelaskan, deng<In sistematika pembahasan sebagn.i berlkut: 

29 Uhot Soerjono Soekanto, /'ellgamar Pemdirian 1/ukum, Jakarta: UI-Press, 2005, hal. 5(•. 
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BAB l, Pendahuluan, Bab ini akan membahas mengenai pennasalahan 

dalam perdagangan pertanian scrta isu hukum yang timbul, latar belakang, 

permasalahan, tujuan penelitian, landasan teori dan konsepsional, dan metodologl 

penelitian. 

BAB Il, Tinjauan Umum Mengenai Agreement on Agriculture (AoA), Bab 

m1 akan menganallsa ketentuan dalam Agreemenf on Agriculture, serta 

mekanisme da1am Agreement on Agriculture yang dapat membantu pelaksanaan 

perlindungan terhadap produk pertanian tertentu. 

BAB 111, Negosiasi Proposal Special Products dibawah Doha 

DevelopmenJ Agenda (DDA), Bab ini akan membahas mengenai mekanisme 

pengambilan keputusan di WTO, bagaimana proposal special product dapat 

diberikan status hukum dalam negosiasi teks perjanjian pertanian, serta peranan 

Indonesia dalam proses negosiasi. 

BAB IV, Jmplikasi Koosep Special ProducTs (SP) Terhadap Perdagangan 

Pertanian Indonesia. Bab ini akan berisl mcngenai konsep Special Producrs {SP), 

Special Safeguard lv.lechonism (SSM), dan kesiapan Indonesia untuk 

mengaplikasikan konsep S,.oecial Prr;ducls (SP). 

BAB V, Penutup, Bub ini alum berisl kcsimpulan dan saran yang dipcrolch 

dar! penulisan. 
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BABll 

TINJAUAN UMUM 

MENGENAIAGREEMENT ON AGRICULTURE (AoA) 

JI.l Sejarah 

Pada konsensus awal sektor pertanian tidak dimasukkan di dalam General 

Agreement on Tariff and Trade (GATI). Sektor ini dianggap sebagai sektor unik, 

sehingga tidak boleh diperlakukan seperti sektor manufaktur. Unik bukan saja 

karena sebagai penghasil barang dan jasa, tetapi juga menghasllkan sejumlah jasa 

non-pertanian, seperti lingkungan hidup, pemandangan, air dan udarn bersih, 

kcbudayaan dan sebagainya.'0 

Putarnn Uruguay adalah negosiasi multilateral pertama dalam kebijalcan 

perumian. Agreement On Agriculture (AoA) yang dihasilkan dalam Putaran 

Uruguay menerapkan aturan dan pembatasan kuantitatir pada perdagangan dan 

juga instrumen kebijakan domestik, Petjanjian ini juga menyediakan kenmgka 

negosiasi bagi penyelesaian konflik serta untuk menghindarkan hukuman dalam 

hal terjadi pcrmasalahan dalam kebijakan produk pcrtanian dan juga kebijakan 

pert.anian domestik?1 

Perumlingan Putaran Uruguay mcmakan waktu penmdingan harnpir 3 

talmn, penmdingan mencakup hampir semua bidang perdagangan, tidak lagi 

terbatas pada perdagangan barang saja, Putaran lni juga membahas pcrdagangan 

terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual, perdagangan jasa, dan juga investasi. Jika 

dilihat dari sisi produk y<mg dirundingkan, maka dalmn Putaran Uruguay dlibahas 

mulai dnri produk yang mmah seperti sabun mandi, sampai dcngan produk yang 

Jv Lih;n ivL Hunein Sa'' it. Li~mli:.;u;i Pangmr Amhisi (/im Rcabi drdam f'utatan DohfJ I! 'TO, 
Op Cit .. hal 2. 

11 Lih:d "fim Josling, '·An 0W.'Tl•icw of The WTU Agriculffll"ni Negmir.lions'', dr.lmil "RefOrming 
Agricultural Trade For Dt:wtfoplt!f!, Cmmlrird'_. Edilnr Alex F. McCalla dan Joh:1 Nash, 
\VnshingJon DC: The World lhnk, 2001, hal. 21. 

14 
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memiliki teknologi tinggi seperti teJekomunikasi, perbankan, dan obat Putaran 

Uruguay pada akhirnya menghasillcan GAIT (General Agreement on Tarifft and 

Trade) 1994 yang menggantikan GAIT (General Agreement on Tariffs and 

Trade) 1947, dan menjadi awal bagi pembentukan World Trade OrganlZGtion 

(WTO). 

Perundingan di bidang pertanian merupakan perundingan yang penuh 

dengan kontroversi karena rne!ibatkan dua pusat kekuatan ekonomi utama yaitu 

Amerika Serikat dan Masyarakat Eropa. Dalam perundingan ini juga muncul 

kelompok baru yaitu Calms Group yang merupakan ke1ompok Negara eksportlr 

basil pertanian, dimana anggotanya merupakan gabungan antara Negara maju 

(Australia, Kanada, dan Selandia Baru), Negara Amerika Latin (Argentina, Brazil, 

Chile, Colombia, dan Uruguay), Negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, 

dan Thailand), dan Eropa Tengah (Hongaria).32 

Perundingan di bidang pertanian merupakan penghambat disclcsaikannya 

putaran Uruguay pada perundingan tingkat mcnteri di Brus._.:;cl bulan desembcr 

1990. Hal ini dikarenakan adanya perbedaaan yang <:ukup tajam antara Amcrika 

Serikat dan Masyarakat Eropa. Walaupun telah disiapkan paper informal berjudul 

Hellstrom Paper untuk membantu proses negosiasi yang dislapkan o!eh Menter[ 

Swedia Matts Hetlstrom selaku Ketua Negotiating Group untuk pertcmuan lingkat 

menteri di Jcnewa.33 

Salah :satu aspek penting yang dimasukkan dalam negosiasi Putarnn 

Uruguay adalah produk pertanian. Scbdumnya produk ini dikeluarkan dari 

negosiasi. Ada tiga alasan ckonomi mcngapa produk pertanian pcrlu dimasukkan 

dalam agenda Putaran Uruguay. Pertama, a!asan keunggulan komparatlf 

(comparative admmage}. Kedua, ketidakstabilao harga produk pe:rtanian di pasar 

dunia. Dan ketiga, dampak dari proleksi itu telah mcngancam para petani di 

neguro bcrkembang.:t-1 

1" aS. Kutadjocmena, Gr~n: 11'10 rkm !Jasil f.)ru.gu(ly Round, Jakarw: Pe11erhlr t~mn;rsitas 
Indonesia (UI~Pn"'~~s}, 1997, haL lOR 

l_> !hid,, hal ! IS. 

'~ M. Hu~dn Sawll. Op. Cit, haL 5. 
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Agreement on Agricu{cure (AoA) pada prinsipnya memiliki tujuan untuk 

membangun sistem perdagangan yang fair dan berorientasi pasar. Tujuan ini akan 

tercapai melalui proses perubaha:n yang dllakukan melalui negosiasi komitmen 

dukungan domestik dan proteksi , serta melaui pembangunan aturan-aturan dan 

disiplin dalam GATf yang lebih kuat dan efektifsecara operasionai.Js 

II.2 Tiga I>iiar Dalam Agreeme11t 011 Agriculture (AoA) 

Agreement on Agriculture (AoA) pada prinsipnya men,&atur 3 pilar utama 

yang saling terkail dalam perdagangan pertantan dunia yaitu akses pasar, 

dukungan domestik dan subsidi ekspor. 3 pilar ini merupakan faktor penting yang 

menjadi fokus utama World Trade Organization (WTO) guna memperlancar 

perdagangan di sektor pertanian. 

Il.2.1 Akses Fasar 

Akse*' pasar adalah konsep dnsar dalam perdagangan inrernasionai ynng 

menjadi fokus utama aturan WTO kcpada anggotanya. Peter Van den Bossche 

dalam bukunya The law and Polfcy of The World Trade OrganizoJion; Texr, 

Cf;ses, and Mmerials, menyatakan: 

111ere can be no imernalionaltrade wirhom acces;; 10 rhe domeslic marker 
of ather cowuries. If is of the highest importance fi)/' colmll·ies. traders, 
service suppliers to hm•e predictable and growing access ro market of 
other cowrtrles for their· goods and service. Rrtfes on marker access are 
therefore, at the core ofW1'0 law.36 

Lihat pc-mbukmm WTO Agreemenl 011 .·lgriculwre: 

'"RI!L'IIiling 1ha1 thl!ir long-term objecfit·e as agreed ar the Mid-Term Re,·h·H· of fhe 

Untgu~,· Round is 10 eswblisli tr fair and mw·Ee!-01 iemed agrkulmnrl trading sysiem and 

thai tl reform prw:e::s .1hou!d he b1i!ialed !lwour;li ;he ni!gnliafian qf crmm1ilmellls v:J 

support and profeclif.Jll ami through !he establishment of stnmgfhemul and more 

(lp<!JYllionally efficth•t• GAIT nile! ami discipline:; .. , 

3" L:hal Peter Van den Hossche, Tile Lull' omll'olky of the World 1hufc Orguni::trtion. fr:xr, 
Cvsr:s, and Materials, OJ' Cit., hn:. 376.. 
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Akses untuk barang dan jasa dari negara lain seringkali dibambat atau 

dibatasi dengan berbagai macam cara. Pembatasan akses pasar di bidang 

perdagangan ke suatu negara biasanya dikategorlkan dengan 2 jenis hambatan 

utama, yaiVJ: 

a. Hambatan tarif (tariff barriers). yang termasuk dalam k?.tegori ini 

adalah tarif kepabeanan seperti bea masuk barang. 

b. Hambatan bukan tarif (non....toriff harriers), yang tennasuk dalarn 

kategori ini adalah pembatasan kuantitatif seperti kuota, hambatan 

teknis di bldang perdagangan seperti penentuan standarisasi yang 

tinggi, proses kepabeanan yang rumit, tidak transparannya aturan 

perdagangan.37 

Dalam pembukaan Agreement Establt:~hing the World Trade Organization 

dije!askan bahwa anggota WTO berusnha untuk mencapai tujuan standar h1dup 

yang lebih baik, tirlak ada pengangguran, pembangunan ekonomi yang tumbuh 

berkelanjutan, Tujuan ini dapn.t dkapai dengan cara yang juga dinyatakan dalam 

pembukaan Agreement Establishing the World Trade Organizatfon: 

Being desirous of C0/1/ributing 10 rhese objft.ctfves by entering infO 

teciprocal and mutually advantageous arrangement.~ directed to the 
J.·uhstantial reduction of tariffs and other barriers w trade and to the 
elimination of discriminarmy tremment in imemalionalrrade re!arions. 18 

Oleh karena itu dalam kebijakan WTO diarahkan agar akses pasar dapat 

diprediksi sebingga lebih transparan. serta dirancang menjadi !ebih liberal yaitu 

dengan tingkat tarif yang lebih rendah bahkan diharapkan sampai kcpada s:uatu 

kondisi pcrdagattgan dcngan tarif 0 {nol) tanpa dikenukan tarif sama sekali. 

Pengurangan secora snbstansial hambatan tarif (tariff barriers) dan hmnbatan 

bukan tarif (nou-wriff barriers) dalam tangka pembcrian akscs: pas:ar, scrta 

-····~-----

lJ /hid 

ls L:hal Marakeo;h Agreement Establishing tl111 World Trade Organi;:ation p~:rnbukaan. 
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penghapusan diskriminasi merupakan instrument utama bagi WTO untuk 

mencapai tujuannya. 

Bea kepabeanan atau tarif ada[ab biaya finansial dalam bentuk pnjak yang 

dikenakau kepuda produk terkait dengan proses impor. Akses pasar menjadi suatu 

hal yang tergantung dengan pembayaran tariff atau bea kepabeanan.39 

Peningkatan akses pasar dalam perdagangan di bidang pertanian ditujukan 

untuk meningkatkan transaksi ekonomi di bldang perdagangan pertanian antar 

negara anggota WTO. Akses. pasar dalam perdagangan pertanian diatur dalam 

pasal4 Agreement on Agriculture. yang menyatakan: 

1. Market access concessions conJained in Schedules relate fo bindings and 
reductions of tarifff, and to 01her marke1 access commitmeitls as specified 

therein 40 

Ketentuan pasal 4 ayat (I) Agreemeni on Agrfculwre ini mengatur dengan 

jelas bahwa konsesi akses pasar terdapat d:.l!am skedul I jadawal yang terkait 

dengan pengikatan dan penguranga.n mrif, dan komitmen akscs pasar !alnnya. 

termasuk yang dijelaskan didalamnya. Jadi market akscs dalam perdagangan 

pertanian diatur dulam sebuah skedu! oleh masing-masing anggota WTO, dan hal 

ini harus dipem1hi oleh anggota WTO yang mcmbuat komitmen. 

Selcmjutnya dalam P'l5al aynt (2) Agreemellf on Agrfcufrure dinyatakan 

bahwa: 

2. Members shall nol ma£ntain, resort to. or rev{!rt 10 any tmwsures of the 
kind which have been required to be comoerted infO vrdinm~r cusloms 

durie./, excepF os orhei'Wf.\'C' provided.for in Arlicl<' 5 ami Anm!x 5. ~ 1 

J» Lihat Pel>:r Van den Rosschc. Op. Cit .• haL ·:n7 

' ibid, pasal 4 aym (2). 

Universitas Indonesia 

Proposal Special..., Sigit Nugroho, FH UI, 2008



19 

Ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) Agreement on Agriculture menyatakan 

bahwa seti.ap negara anggota WTO tidak diperbolehkan untuk mempcrtahankan, 

terpaksa atau kembali kepada berbagai jenis kebijaksanaan yang diwajibkan untuk 

dikonversikan kepada tarif kecuali untuk beberapa hal yang sesuai dengan Pasal 5 

dan Lampiran 5 WTO Agreement on Agriculture. Berdasarkan ketentuan ini maka 

semua hambatan non ta:rif di dalam perdagangan pertanian yang dibuat oieh 

anggota WTO barus diubah menjadi tarff. 

Selanjutnya dalam catatan kaki pasal 4 ayat (2) Agreement on Agriculture, 

dijelaskan mcngenai kebijakan apa saja yang termasuk harus diubab menjadi tar if: 

1 These measures include quantitative import restrictions, variable import 

levies, minimum import prices, discretionary import licensing, non-tariff 

measures maintained through :;wte-trading emerprises, voluntary export 

reslraints, and similar border measures o!her than ordinary customs 

duties, whether or not the measures are maintained under counlry-spccijic 

dl'rogalions from the provisions of GATT 1947, but not measures 
maintained under balance-ofpayments provisions or under other general, 

non-agriculture-specific prow~~:ions of GAT!' 1994 or of the other 
Mulrilateral Trade Agrcemems in Annex JA. Ia the WTO Agreement 42 

Catatan kaki pasal 4 ayat (2) Agreement on Agriculture menyatakan 

ten tang jenis keb~iaksana.an yttng hatllS dlubab mcnjadi tarif, meliputi pelarangan 

impor, tar if impor variable, harga impor minimum, diskresi pcrizimm impor. serta 

kebijaksanaan non-tarif melalui perusahaan dagang negara, hambatan ckspor 

sccam sukarela, dan kebijaksam.mn pembatasan lainnya selain tarlf, baik itu 

kebijaksanaan yang dipcrtahankan dibawah a!uran yang dikeluarkan secara 

spsesifik dari kctentuan dalam GA'I1' 1947, tctapi bukan untuk kcbijaksanaan 

yang dikelola sesuai keterittlttl1 buJam:e of payments atau kchijaksanaan umum 

lalnnya. atau ketentmm kbustlS non-pertanian GAlT 1994 atau Pcrsetujuan 

Perdagangan MultHatcrallainnya pada lampiran lA WTO Agreeme11L 

41 /hid, pasal 4 ayal (2)foomote I. 
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Secara gans besar berdasarkan pasal 4 Agreement on Agriculture 

hambatan non-tarifyang perlu diubah menjadi tarifadalah5~ 

(i) Semua pembatasan kuaotitatif (all of the quofilative restrictions.) 

(ii) Tarif variabel {variable levies) 

(iii) Pelarangan impor (import bans)~ clan 

(iv) Non-tarif lainnya (others non- tariff measures), 

U ntuk penyeragaman pengenaan tarif maka telah disusun sebuah sistem 

daftar tarif yang dikenal sebagai Harmonized System (HS) atau The Harmonized 

Commodity Description and Coding System. Sistem ini telah dljadikan sebagai 

Pedoman Kepabeanan (Customs) sejak januari 1988. HS dapat dikelompokkan 

dalam 2 digit sampai dengan 9 digit. Semakin banyak jumlah digitnya maka 

semakin terperinci danje!as jenis produk yang dimaksud. 

Komitmen untuk pengurangan hambatan akses bagi negara maju adalah 

36% (simple average) dan minimal 15% untuk sctiap rnaia tadf dalam kurun 

waktu 6 tahun) sedangkan untuk ncgara berkembang adalah 2/3 dari komitmen 

negnra maju atau scbesar 24% dalam 10 tahun, dan negara anggota WTO juga 

harus membcrikan minimum access opportunities minimal 3% dari konsumsi 

domcs£lc dan meningkat menjadi 5% pada tahun 1999.44 

Indonesia dalam komitmennya mengikatkan I ,341 tartff line dengan HS 9 

digit. Dalam pcrkembangannya tingkat tarif Indonesia dimulai dari 74.2% lalu 

mcnjadi 48,05% atau turun sebesar 26,5% melebihi kewajiban Indonesia :;ebagai 

negara berkembang yang seharusnya cukup menurunkan tarif rata-rata sebesar 

24%. Komoditas Indonesia yang tarifnya diikat cukup tlnggi adalah bera::; scbesar 

160%, gula sebesar 95%, minuman bernlkohol sebesar 150%,dan susu sebesar 

210%. Pen1erintah Indonesia mengaanggap semua komoditas tJ:::rsebut strategis 

dan penting sehingga hurus di!indungl dcngan tingkat tariff yang linggL Uengan 

11 Lihatll.·l. Hust!ln SuwiL Op Cit, hal. 16. 

•
4 Lihut H. 5. Kar!m.ljuemenn, Op. Cir., l:'.l.lL 13 L 
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pengecua:lian bagi alkohol pemberian tarif tinggi dilakukan karena alasan 

k ·15 cagamaan. 

II.2.2 Dukungan Domes:tik 

Dukungan domestik (Domestic Support) merupakan bentuk dukungan atau 

subsidi dari pemerintah suatu negara terhadap petani produsen di negaranya. 

WTO Agreemenl on Agriculture berusaha mendisiplinkan dukungan dornestik 

ncgara anggota WTO terhadap para petaninya agar dapat dihilangkan sebingga 

tidak mendistorsi perdagangan dl bidang pertanian. :-.iamun jika dukungan 

domestik tetap ada, dihampkan dukungan domestik tersebut memberikan 

pengaruh yang kecil terhadap perdagangan di bidang pertanian. 

Tipe dukuogan domestik ada 3 yaitu:46 

a. Green Bo . ..: yaitu jeuis dukungan yang tidak berpcngaruh. atau lqilupun 

berpengarub amat kecll pcngaruhnya terhadup distors.i perdagangan, 

sehingga jenis dukungan ini tidak perlu dikurangi. 

b. Amber Box yaltu semua dukungan yang digolongkan bisa mendistorsi 

perdagangan sehingga harus harus dikurangl sesuai komitrnen. 

c. Blue Box yaitu yang berada dalam amber box namun dengan 

pet'S,Ylmltan tertentu sehingga dapat mengurangi distorsi perdagattgan. 

Dukungan domestik yang masuk dalam kategori Green Box diatur dalam 

Annex 2 WTO Agreement 011 Agriculture; 

" 

l. Dome.\'fic support mea.n/l"es for ll'hich exemption from the reducftOil 

commirmenrs is claimed shall meet the fimdamenlal requireun•nllhaf 

I hey have no. or a1nwsf minim(l/. trade-distonh1p; effects or effects on 

fbld., hal. l8 . 

. ;o Lihal r..t Hu~x:in Stmit. Op. Cll, hal. 20. 
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prodtl(;lion. Accordingly, all measures for which exemption is claimed 
shall conform lo the following basic criteria: 

(o) the support in question shall be provided through a publicly~ 
funded governmem programme (including government revenue 
foregone) not involving Jransfors from consumers; and, 

(b) the support in question shail not have the effect of providing price 
support to producers;41 

Serta denga.n tambahan kriteria dan kondisi kebTiakan spesifik, yaitu 

Kebijaksanaan Program Pelayanan Pemerintah.seperti: 

a. General services (pelayanan umum) 

b. Public stockholding for food security purposes (Stok penyangga 
pangan untuk ketahanan pangan) 

c. Domestic food aid (bantuan makanan domestik) 

d. Direcr payments to producers (pembayaran langsung kepada produsen 

yang mana komitmen pengecualian pengurangannya dituntut harus 

meme:nuhl kriLeria dasar) 

e. Decoupled income support (BanLuan penc!apatan pada pel.ani yang 

tidak mempengaruhi proUuksi) 

f. Government financial participation in income insurance and income 

safoty-net programmes (Parrisipasi Pemerintah dalam masalah 

keuangan pada progrom-program usuransi pendapatan dan program 

jaminan pendapatan} 

g, Payments (made elrher directly or by way of government financial 

parficip(llion in crop insurance schemes) for relief fi·mn natural 

disaslers {Pembayaran (dibayarkan baik !angsung at<Ju mela!ui 

panisipasi pcmerintah dalam pcndanaa.11 pada sbema asuransi lanamon) 

unt~1k p~rtolongan benc.ana alam) 

~ 1 Lihul WTO Agreement 011 i!griculmre, Annex 2. 
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h. Structural adjustment assisfance provided through producer 

retirement programmes (Bantuan penyesuaian struktural yang 

diberikan melalui program~ program pensiunan produsen} 

L Structural afijuslmcm assislance provided through resource retirement 

programmes (Bantuan penyesuaian strukturaJ yang disajikan melalui 

program-program pensiunan somber daya) 

J. Structural a4fustment assistance ptovided through investment aids 

(Banruan penyesuaian struktural yang dldasarkan melalui bantuan 

investasi) 

k. Payments under environmental programmes (Pembayaran 

Program~program lingkungan) 

L Payments under regional assistance programmes (Pernbayaran 

Program-program bantuan regional) 

Dukungan domestik yang masuk dalam kategori Amber Box dia~ur dalam 

pasal6 ayat ( t) WTO Agreement on Agriculiure, yang menyatakan: 

J. The domestic support reductfon commitments of each Member 

conlained in Par/ TV of ils Schedule shall apply to all of its domestic 
support measure.r in fovout of agriculturnl producers with the 
exception of domestic measures which are not subject to reductiau in 
terms of the critena sel oul in rhis Arricle and in A1mex 2 lo chi~· 

Agreement. 11w commitmenrs are expressed in terms of Total 
Aggregare Measurement of Supporr and "Annual and Final Bound 
Commitment Le1'tJ/s''. 48 

Anggot<t WTO telah sepakm tmtuk mcngurangi tingkat dukungan domcsric 

mcrckr. dl bidang perlanian. Bc:rdasarkan ketentuan dalam \VTO Agrumcnl 011 

.Agriculture, ncgara maju telah sewju untuk 111cngurangi AgJKregalc lv!ea.\m'CI/fent 

of Support {AMS) sebesar 20% clalam kunm w.aktu 1995 sampui dengan tahun 

~~ !hid., pasnl6 apt (I) 
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2000. Sedangkan Negara berkembang setuju untuk mengurangi Aggregate 

Measurement of Support (AMS) mereka mcnjadi 13,3% dalam periode waktu 

1995 sampai dengan tahun 2000, Komitmen anggota \\.'1\J untuk mcngurangi 

dukungan domestik mereka terdapat dalam bagian IV dari Skedul konsensi GATT 

1994.49 

Bentuk dukungan domestik yang masuk dalam kategori Amber Box harus 

dinilai setiap tahun yang dijumlahkan menjadi Total Aggregate Meruurement of 

Support (AMS)- AMS adalah bantuan tahunan yang dapat dinilai dalarn bentuk 

uang, diberikan kepada produsen penghasil produk tertentu, atau produden 

pertanian umumnya.50 

Anggota WTO tidak diperbolehkan memberikan dukungan domestlk 

melebihi tingkat komitmen dalam skedul mereka, sesuai dengan ketentuan pasal 3 

ayat (2) WTO Agreement on Agriculture, yang menyatakan: 

2. Subjeci Ia the provisions of Article 6, a Mttmher shall not provide 
supporl in favour of domerlic pmducers in cxce.'i..\' of 1he commitmenl 
levels specified in Se::lion I of Part IV of its Schedule. 51 

Sedangkan dukungan domestik yang masuk dalam kategori Hluc Box 

diatur dalam pal>al 6 ayat (5) WTO Agreement on Agricullure, yang menyatakan; 

5. (a) Direct pnyments under production~limiting programmes shall no! be 
suhjecl to the commilment to reduce domaslic support if' 
{i) such paymems are based 011 fixed area and yields; or 
(ii) such payments are madr: on 85 per cent or less of the base 

leFcl ofpmducrion; or 
(iii) lft'CSiock payments are made m1 afb:ed numher of head 

4
" Lihat P<::lr.:r Van den Bcsschc, Op. Cit. haL 585. 

w Uhat M. Husdn Snwit, Op_ Cit, httl. 2l. 

51 Ibid., p.:~sttl 3 nyat (2). 
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(b) The exemption from the reduction commitment for direct payments 

meeting rhc above crileria shall be reflected by the exclusion oj1he 
value of those d1'rect payutem.s in a Member's calculation of irs 
Current Total AMS. 51 

Bentuk dukungan domestlk yang masuk dalam kategori ini terkait dengan 

program pembatasan prodoksi suatu kornoditas, atau bantuan langsung ke 

produset1. Pada prinsipnya bentuk dukungan domestik ini dilarang sepert bentuk 

dukungan kategori Amber Box, namun karena bentuk dukungan domestik ini 

memenuhi persyaratan tertentu, maka dianggap tidak mendistorsi perdagangan. 

11.2.3 Subsldi E-kspor 

Definisi subsidi dilihat dart kctcntuan bagian umum Definition of a 

S11bsidy yang diatur dalam pasal l ayat (1) WTO Agreemenl on Subsidies and 

Counlenailh1g Measures, adalnh: 

For the purpose of this Agreement, a subsidy shall be deemed to e.tf.sr if·5
J 

(a)(l) there is a financial conrribulion by a governmem or arw public 

bod.v wirhin the teiTilO!J' of a Member freforred w ln Ihis 
Agreemenr as ''governmem"), i.e. where: 
(i) a governmem practice involves a direct transfer of fimds (e.g. 

grants, loans, and equiJy infusion), potenlial direct transfers of 

funds or liabilities (e.g. loan guaranrees); 

(fi) government revenue that ls otherwise due is foregona or not 
collecled (<Lg. fiscal incentives such as tax credit:./; 

(fu)a government provides goods or sen>ices oilier !han general 

iJifrnslrucltwe, ur purchases goods; 

(il)a go1•ernment makes paymenls lo a jimding mechanism, or 

enlrusls or directs a private body to carry out one or more of 

n Ibid., pasa16 ayal (5), 

Lihnt WTO Agl'eemem on Srtbsidie.~ .ond Cmmrervailing }v/eiJSures. pasnl Layot (I). 
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the type of fimction.s illustrated in (i) to (lit) above which would 
normally be vesJed in !he government and the pracrice, in no 

real sense, dijJers from practices normally followed by 
governments; 

or 
(a)(2) there is any form of income or price support in the sense of 

Artie/a XVI of GAIT 1994; 
and 

(b) a benefit is thereby conferred, 

Footnole: 

1 In accordance with the provisions of Article XVI of GAIT 1994 (Note to 
Article XVI) and the provisions of Annexes J through III of this 
Agreemem, rhe exemption of an exported product from dulies or taxes 

borne by the like product when destined for domeslfc consumption. or 
the remission of such duties or taxes in amounts not in excess of those 

whrch have accrued, shall not he deemed to be a subsidy. 

Berdasarkan pasal di atas maka dopat disimpulkan definisi subsidi adalab 

bentuk kontribusi keuangan oleh pemerintah ata.u badan umum yang memberikan 

keuntungan. T ennasuk di da!amnya adalah pendapatan pemerintah yang yang 

dihllangkan atau tldak dipungut s:eperti insenttfkcuangan. 

Larangan untuk pembcrian subsidi ekspor dalam WTO Agreemem on 

Subsies and Counferrmiling Memurc,l', artikel Vi dan XVI 0/\TI" {General 

Agreemenl on Tariff and ]j·ade) 1994 juga ber!aku bagi perdagangan bidang 

pertanian dan hanya dikecualikan jika diatur secara bcrheda dalam WTO 

Agreement on Agricultul"e. Subsidi ekspor dilarang untuk diberikan bagi barang 

yang bukan produk pertanian, tctapi bag! produk pertanian terdapat pcmbedaan 

untuk subsidi ckspor bagi: 

a. Produk perwniao yang dimasukan dalam bag ian IV scksi n dari GA 1T 

Sclri!dufe of Concessions: dan 
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b. Produk pertanian yang tidak dimasukan dalam seksi dimaksud diatas. 54 

Terkait dengan produk pertanian yang masuk dalam Sclredule of 

Concessions. subsidi ekspor rnerupakan subyek komitmen untuk dikurangi sesuai 

ketentuan pasal 9 ayat (l) huruf (a) sampai dcngan {f) WTO Agreemenl on 

Agriculture, yang menyatakan: 

1, The foll<nving export subsidies are subjeci to reduction commitments 

under this Agreement: 

(a) the provision by governments or their agencies of dtrecf subsidies, 
including payments-in-kind, lo a firm, 10 an fnduslry, to producers 

of an agricultural product, Jo a cooperative or other association of 

such producers, or to a marketing board. contingent on export 
performance; 

(b) the safe 01· disposal for export by governments or their agencies of 

non-commercial stocks of agricultural producTs aT a price lower 

I han the compa!'able price charged for the like product to buyers in 

the domestic market; 
(c) paymems on the export of an agJ·Icultural product ilrat are 

financed by virtue of governmental action, whether or not a charge 
011 tiU! public account is Involve£!, including pa)"IWZII!S that are 
financed from the proceeds of a levy imposed un the agricullro·al 

product concamed or on an agricultural product }i'om which the 

exported producl is derived; 
(d) the provision of subsidies to nuluce !he costs of marketing e.:rports 

of agriculrural producrs (other than ll'idcly available exporl 

promotion and advfsmy serFfces) incluth)lg handling, upgrading 

and other processing costs, a11d rhe costs of international transport 

andfreighl; 
(e) imemal tr(msport (Jfld freight charges on e.tport J·hipmem.s, 

provirled or manda!ed by govemmenls, on Jerms more favourable 
thanfi;r domestic ,\-hipmems: 

(j) .whsidies on agricultural products contin;genf 011 !heir 
im:orporalion in exported producu;, n 

Anggota WTO tidak diperbolehkan untuk memberikan subsidi ekspor 

melebihi substJi ekspor sebagaimnna terdaCtnr pada t~linca ! Pasal 9 dalam 

''
1 Lih:ll Pt!tcr Van den Bossche, Op. ('if., hn!. 584. 

>> I .iba: WTO Agreemr!lli Oil Agrh::ulture, pa&:tl 9 ayal ( 1). 
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kaitannya dengan produk pertanian atau sekelompok produk yang dispesifikasikan 

pada Bab II dari Bagian IV masing-masing skedul, yang melebih1 pengcluaran 

anggaran dan tingkat komitmen jumlah sebagaimana spesifikasinya, dan tidak 

akan menyediakan subsidi demikian untuk produk pertanian manapun yang tldak 

dispesifikasikan pada skedutnya, sebagaimana dlatur dalam pasal 3 ayat (3) vvro 
Agreemem on Agriculture, yang menyatakan; 

3. Subject to the provisions of paragraphs 2(b) and 4 of Ariicle 9, a Member 

shall not provide export subsidies listed in paragraph 1 of Article 9 in 
respect of the agricultural products or groups of products specified in 
Section II of Part IV of its Schedule in excess of the budgetary outlay and 

quantity commitment levels specified /herein and shall no! provide such 

subsidies in respect of any agricultural product not specified in that 
Section of its Schedule. 16 

Selain itu anggota w·ro juga tidak tidak diperholehkan untuk memberikan 

subsidi ekspor jika t!dak sesuai dengan ketcotuan wro Agreemem on Agriculrure 

dan dengan komitmen yang dijelaskan dalam skedul aoggota WTO, hal inl sesuai 

dengan ketentuan pasal 8 WTO Agreement on Agriculrure, yang menyatakan: 

Each Afembcr undertakes not to prlwide export subsidies ofllelwise than in 

cmrftmni(}' ll'ith thi,<; Agreement and wilh rhe commlunenrs as specified in 

" that Member's Schedule. -

Komitmetl untuk menerapkan ketentuan mengenai penurunan subsidi 

ckspur dalam perdag<mgan rertanian bagi negara berkembang dan negnra yang 

tcrbclakang bcrbeda dengan negara maju. PJ:!Hirumm subsldi ckspor bagi ncgara 

maju yaitu sebesar 36% dari nilai pengcluaran unggaran subsidi ckspor yang 

setnula diberikan dan 24% dari kcsduruhan kuant:tas komoditi ckspor yang 

06 Ibid, pasal 3 a;ot {J). 

n !bid., pasal S. 
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disubsidi dalam kurun waktu 6 tahun. Penuruna.n subsidi' ekspor bagi negara 

berkembang yaitu sebesar 2.'3 dari komitmen Negara maju atau sebesar sebesar 

20% dari nilat pengeluaran anggaran subsidi ekspor yang semula diberikan dan 

16°/u dari keseluruhan kuantitas komoditi ekspor yang disubsidi dalam kurun 

waktu 10 tahun. Sedangkan negara yang terbelakang tidak diharuskan untuk 

melakukan pengurangan.58 

Hal ini sejalan dengan prinsip Special and Differential Treatment dalam 
Agreement on Agriculture, yang memberikan kernudahan bagi Negara 
berkembang dan Negara yang terbelakang, sesuai dengan ketentuan pasal 1 S 
WTO Agreement on Agriculture, yang menyatakan; 

1. In keeping with the recognition thai differential and mare fiJvourable 

treatment for developing country Members is an integral part of the 

negotiation, special and differential treatment in respect of 
commitmcmls shall be provided as set oul in the relevan! provisions of 

this Agreement and embodted in the Schedules of conccsstons and 

commitments. 

2. Developing country Members shall have the jlexibtlity to implemeru 
reductio// commitmcnls over a period of up lo !0 years. Least

developed country Members shall not he requb·cd to undertake 
reducrion commitments. J? 

WTU Agreement on Agriculture mengatur mengenai masalah subsidi 

secara khusus. Hal int dikarenakun pcrtanian mempakan hal yang bersifat sensitif 

sehingga WTO Agreemenr 011 Subsidies ond Cmmle11Yfili11g i\-feasures tidak dapat 

dibcrlakukan sccara penuh dalam subsidi di bidang pertanlan. Namun jika terjadi 

konilik ketl!ntuan dalam WTO Agreemenr on Suh:ndies ami Countervailing 

Measures dapa! digunakan dan hcrlaku diatas kctcntuan khusus mengenai subsidi 

yang diatur da.lmn WTO Agreemem on Agricrdwre. Hal ini sesuai dengan 

11 L:IH\l H. S. KarmdJoemcna, Op. Cit,. HaL 131 

Ulrut w ro iigr<!I~II/CI!t Oil Agrk;Jitnrc., pnsal 15. 
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ketentuan dalarn pasal 21 ayat (I) WTO Agreement on Agriculture,60 yang 

menyatakan: 

L The provisions of GATT 1994 and of other Multilateral Trade 
Agreements in Annex JA to the WTO Agreement shall apply subject To 

the provisions of this Agreement. 61 

II.3 Special Safeguards (SSG) da1am Agreement on Agriculture (AoA) 

Special Safeguards (SSG) mernpakan upaya perlindungan lchusus bagi 

perdagangan di sektor pertanian guna mengantisipasi lonjakan impor produk 

pertanian di wilayah suatu negara anggota World Trade OrganiZation (WfO). 

Aturan safeguards dalam Agrecmenr on Agriculture (AoA) mengatur secara 

tersendiri safeguards untuk perdagangan bidang pertanian terlepas dari aturan 

safeguards dalam WTO Agreemem on Safeguard, hal ini dikarcnakan sifat 

perdagangan di bldang pertanian yang lebih sensitif bagi negara-negara anggota 

WTO. 

Hak untuk menerapkan safegrmrds bagi ncgara anggota WTO untuk 

membatasi impor di bidang pertanian lni leblh luas daripada yang bcrlaku secara ,. 
umum dalam pasal XlX GA 1T 1994. i-

Pengaturan mcngcnai S'pecial Sofeguardv (SSG) terdapat d.alam pasal 5 

Agreement on Agriculture f'1: 

1 .. 1\'otll'ilhstcmding the provisions of paragraph I (b) of Article II of 
GATT 1994, any t'vfember may wke IY:course Jo the provisions of 
po1·agraph.1· 4 and 5 below in connecflon wiEh tire importation t?f an 
agricw'lllral prodm:l, in re.'i]Jet:l of u)rich measures referred lo in 

-,-~~--------

M Uh;u Pclcr V.un Uen flogscllc, Op. Cit'" ::c.!. 584. 

61 Ulm! WTO :lgreemem on tfgricuf!ure, pasa121 ay~ll ( !)_ 

"
2 II. S. Kurtadjocmnm. Op. Cit., hal. 125. 

"~ Lilw.t WTO Agreemrmt on Agricui!Urc, Pas(d 5. 
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paragraph 2 of Article 4 of this Agrl'.lement have been converted inro 
an ordinmy customs duty and which is designated in its Schedule with 

the symbol ''SSG" as being the subject of a concession in re.1pec1 of 
which the provisions of this Article may be invoked, if: 

(a} the volume of Imports of that producE entering the customs territory of 

the A1ember granling the concession during any year exceeds a trigger 
level which relates to the existing markel access opportunity as set out 

in paragraph 4; or, but not concurrently: 
(b) the price at which imports of that producl may enter the customs 

territory of the Member granting the concession, as determined on the 
basis of the c. if import price of the shipment concerned expressed in 

terms of its domestic cun-ency, falls below a trigger price equal Eo the 

average 1986 to 1988 reference price1 for the product concerned. 
2. Imports tJndm· current and min;mum access commitments established 

as part of a concession referred to in paragraph 1 above shall be 

counted for the purpose of determining the volume of imports required 

for invcking the provisions of subparagraph 1 (a} and paragraph 4. bul 

imports under such commitments shall not be a!focied by any 

additi<Jnal duty imposed under either subparagraph I (D) and 

paragraph 4 or subparagraph 1 {b) and paragraph 5 helow. 

3. Any supplies of The product in question which were en route on the 
basis of a conttact setrled before the additional dury rs imposed tmder 

subparagraph 1 (a) and paragraph 4 shall be exempted from any such 

additional duty, provided that they may be counled in 1he volume of 

imports of 1he product in quesriot1 during the following year for the 

purposes of triggering the provisions of subparagraph 1 (a) in thar 

year. 

4. Any additional dmy imposed under subparagraph l(a) shalf only he 

nt(ltnlainerl unlilthe end of the year if1 which if ha.x berm impo.sed, and 

may only he levied at a level which shall nof exceed one third of the 

level of the ordinal)' custom.f duty in effecJ in the year in which the 

action is raken. The trigger level shall be set according lfJ !he 

following schedule based on market access oppor!IJnilies defined as 

impor!s as a percentage of the <.·orre,,ponding domestic cortsumpo'orl 
during the three preceding yeal'sjor which data are available: 

fa) where such marker accc.\:1 opporrtmities for a product are le~·s Jhau or 

equfll to 10 pc1· cent, the base !l'igger level :;hall equal 125 per cenr; 
(b) where such market access opportunities fi;r a product are greater than 

10 per cent but less than or equal to 30 per ceni, the bose trlg_i!.er level 

shall equal If() per nm!; 

(c) where such marker access opportunities}Or a product are greater rlwn 

30 per· cent, !he base trigger level shnll equal105 per cenJ. 
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in all cases the addiJional duty may be imposed in. any year where the 

absolute volume of imports of the product concerned elllering the 

customs territory of the Member granling the concession exceeds Jhe 
sum of (x} the base trigger level set our above multiplied by the 
average quantity of imports during the rhree preceding years far which 

dara are available and (y) the absofute volume change in domestic 
consumption of the product concerned in the most recent year for 
which data are available compared to the preceding year, provided 

that the Irfgger level shall not be less than lOS per cenr of the average 
quanJity of imparts in (x) above. 

5. The additional duty imposed under subparagraph J(b) shall be set 
according to the following schedule: 

(a) if the difference between the c. i-f impart price of the shipment 

expressed in terms of the domestic currency (hereinafter referred to as 

the "import price'1 and lhe trigger price as defined under that 

subparagraph is le.ss than or equal to I 0 per cent of the trigger price, 

no addilional duty shall he imposed; 

{b) 1Y the differenf;e between the import price and the trigger price 

(hereinafter referred to as the "difference'? is greater than 10 per cent 

but less than or equal to 40 pet cent of the trigger price, the addillonaf 

duty shall equal 30 per cent of the amount by which the difference 

exceed:; 10 per cent; 

(c) if the difference is greater I han 40 par cent lml leJ·s rhan or equaf to 

60 per cent of the trigger price, the additional duly shall equal 

50 pet cent of !he ammmt by which !he difference exceeds 40 per cenl, 

plus !he addirional duty allowed under {b); 

(d) if the diffetence is greater than 60 per cenr butles.Y them or equal to 75 

per cent, the additional du(v shall equal 70 per cent qj"the amount by 

which the difference e:a::ceds 60 per cent of rhe trigger price, plus the 

additional duties allowed rmder (b) and (c): 

(e) if the difference is grca!er titan 75 percenl of the !rigger price, the 

additional duty shall equal 90 per cem of the amount by which Jhe 

difforence exceeds 75 per celt!, plus rhe additional duties allowed 

under (b), (cj and (d). 

6. For perishable a11d seasonal products, the conditions set ow above 

shafl be applied h1 ;.mch a manner m· to wke account of rhe specific 

characteristics of suc/1 products. ln particular, slwrJer time periods 

under subparagraph I (a) and paragraph 4 may he used iu reference !0 

!he corresponding period<; in the base pf:'riad and d{tferent re_forence 

prices for different periods r!IGJ" be used rmdm· subparagraph l (bj. 

7. The operation of the special safeguard shall be carried out ill a 

transparent manner. Any i\1ember taking acfion under 
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subparagraph J (a) above shall give notice in writing, incfuding 
relevant data, to the Committee on Agriculiure as far in. advance as 
may be practicable and in any evem within 10 days of the 
implementation of such action. In cases where changes in 
consumption vohmres must be atlocared to individual tariff lines 
subject to action under paragraph 4. relevant data shall include the 
information and methods used to allocate these changes. A Member 

taking acTion under paragraph 4 shall afford any interested Members 
the opportunity to consult with it in respect of the conditions of 
applicalion of such action Any Member taking action under 
subparagraph l(h) above shalf give notice in writing. including 
relevant data, to the Committee on Agriculture within I 0 days of the 

implementation of the first such action or, for perishable and seasonal 

products, the first action tn any period. Members undertake, ar far as 
practicable, not to take recourse to the proviSions of 
subparagraph I (b) where the volume of imports of the producfs 
concerned are declining. In eifher case a JWember taking such octfon 

shall afford at~ inlen:sted Members the opportunity to consult with it 
in respect of rhe conditions of application of such aclion. 

8. Where measures tlfe taken in conformity wfth paragraphs 1 through 7 

above, A1emhers undenake not to have /'ecourse, in respeci of such 
measures, ro the provisions of paragraphs 1 (a) and 3 of Article XIX of 

GATT 1994 or paragraph 2 of Article 8 of the Agreemenf on 

Safeguard'i. 

9, The provisions of this Article shall remain in force for the duration of 

the reform process as determined under Article 20. 

Footnote: 
1 The referenc.e price used lo invoke 1!Je provisions of this subpai'Cfgrap!J 

shall, in general, be the average c. i.f unil value of the pmducr concerned 

or otherwise shall be an appropria1e price in terms of the quality of the 

product and its srage of processing. Jr shall, fiJJiowing irs initial usc, be 

publicly specified and available to Ihe e.xrenl necessary to allow other 

Members Eo assess the additional duty ihat may he levied 
2 Where domestic consumption is not taken into accoum, the baw lrigget 

level under :!ubparagraph 4((1) shall apply. 

Bcrdnsarkan ketentuan tcrsebut, me:skipun tcrdapat ketentuan ayat I huruf 

b Pasa! H GAn· 1994, suatu negara dapat mengambil jnlan lain, duht!n hal ini 

kcbijakan-kebijakan (measures) yang telah dikonversikan kepada bentuk tarif. dan 
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hal itu ditunjukan pada skedulnya dengan simbol "SSG" (Special Safeguard) 

scbagai subyek suatu konsensi yang mana ketentuan dari SSG ini dapat diajukan, 

apabila: 

(a) Volume impor produk yang bersangkutan memasuki wilayah pabean 

suatu negara anggota yang mengakui ketentuan. selama bcberapa 

tahun melebihi tingkat batas tertentu (triggers levels) sehubungan 

dengan peluang akses pasar yang berlaku sebagalmana ditetapkan 

pada aline 4; atau tetapi tidak bersamaan; 

(b) Harga produk impor yang masuk wilayah pabean suato negara 

anggota yang mengakui ketentuan, berdasarkan harga import CIF 

dari pengapaian yang dinyatakan dalam mata uang dalam negeri 

yang bersangkutan, betada dlbawah trigger price yaitu rata~rata 

harga selama periode 1986-l988 dari produk yang bersangkutan. 

Harga yang direfercnsikan yang b[os:s digunakan untuk meminta 

ketentuan pad a huruf b ini, pada dasaruya akan berupa rattHata CIF 

(Cost Insurance Freighl) nHai unit produk yang bersangkutan, atau 

sehaliknya akan be-rupa harga yang cocok dengnn kualitas produk 

dan tingkat pengolabannya. 

Operasionalisasi perlindungan kJ1usus (special safeguard) pcrlu dilakukan 

dengan cara yang transparan. Suatu negara anggota yang mengambil 

kebijaksanaan scsuai ayat l hurur n diatas pcrlu memberikan laporan tertulis, 

tcrmas.uk dat<J yang rclcvan kepada Komisi Per!anian secepat mungkin dan 

dilaksanakan pada setiap kesempaLan dalam 10 hari dari mula[ diterapkunnya 

perlinrlungan tersebuL Apabila dimana perubahan volume konsumsi harus 

dialokasikan kepada bcntuk tarif individu sebagai subjek tindakan sesuai aturan 

pasa! 5 ayat (4) WTO Agreemem m1 Agriculflfre_ data yang relevan hams 

mencakup infonnasi dan metode yang dlgunakan untuk mengalokasikan 

perubahan terscbuL Suatu negaro anggota yang mengambil kebljaksanaan 

tersebllt han1s memberi kesempatan kepada negara l<lin yang berkepentingan 

unLuk berkonsu!tasi sehubungan dcngan implementasinya pcncrapan !1al lcrscbut 

Universitas lndonesia 

Proposal Special..., Sigit Nugroho, FH UI, 2008



35 

Negara anggota WTO yang mengambil kebijaksanaan sesuai pasal 5 ayat 

(l) huruf b WTO Agreement on Agriculrure harus memberikan laporan tertulis, 

tem1asuk data yang relevan, kepada Commitree on Agriculture (Komisi Pertanian) 

dalam I 0 hari serelah penerapan langkah tersebut atau, untuk produk yang mudah 

rusak dan musiman, pacta kesempatan pertama setiap periode pelaksanaan. 

Negara anggota yang mclakukan, sejauh dapat dipraktekan, tidak mengambil jalan 

lain dari ketentuan pada ayat (1) huruf b apabila volume impor produk yang 

bersangkutan menurun. Dalam kasus suatu negara anggota mengambil 

kebijaksanaan tersebut, perlu memberikan kesempatan berkonsultasi kepada 

negara anggota lain yang berkepentingan sehubungan dengan penerapan 

kebijaksanaannya. 

Special Safeguards (SSG) ini hanya dapat diterapkan untuk produk 

pertanian yang telah tercatat dalam skedul masing~masing negara (schedules of 

commitment) dengan tanda SSG pada setiap produk yang mendapatkannya. Di 

luar produk yang telah dicatat dalam skedul masing-masing ncgara (schedules of 

commitmenl), ketentuan yang berlaku adalah ketentuan dalam pasal XIX GATT 

1994 dan Agreement on Safeguard.64 

II.4 Mandai untuk Melakukan Negosiasi Agreement on Agriculture (AoA) 

WTO Agreement on Agricullure (AoA) dalam pasal 20 mengatur 

mengenai pemberian mandat bagi anggota WTO untuk melakukan negosiasi 

lanjutan di bidang pertanian di penghujung tahun 1999.65 WTO Agreement on 

Agriculture bagian XII pasal 20 tentang Conlinualion of rile Reform Process. 

menyatakan: 

Recognizing rhat the long~rerm objeclive of subsrallliaf progressiw 
reduclions in supporr and prorec/ion resulling infimdamenral reform i.\" till 

ongoing process, Members agree thai negorimions for conlinuing !he 

Lihal M. 1-luscin Sawil. Op. Cir. lml. 1 SO. 

Lihal Tim Josling, Op. Cit .. hal. 20. 
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process will be lnillated one year before the end of the implememafion 
period, taking into account: 

(a) the e.tperience to thai date fi·om implementing the reducrion 
commitments; 

(b) 1he efficts of the reduclion commitment;.· on world trade in 
agriculture; 

(c) non~trade concerns, special and differential treatment to developing 
COlmtry Members, and the objective to establish a fair and market· 
oriented agricultural trading system, and !he other objectives and 

concerns mentioned in the preamble to this Agreement; and 

(d) what further commitments are necessary to achieve the above 
mentioned long-term objectives, 66 

Di dalam pasal 20 WTO Agreement on AgriculJure dijelaskan bahwa 

Negara-negara anggota WTO menyadari bahwa tujuan jangka panjang dari 

pengurangan secara progresif terharlap perlindungan dan dukungan untu!c 

meoghasilkan perbaikan yang fundamental adalah sebuah proses yang 

berkesinambungan. OJeh karena itu negara-negara anggota WTO mcnyetujui 

perundingan untuk melanjutkan proses pcrubahan akan dilaksanakan dalam kurun 

waktu I 1ahun sebeium periode akhir lmp!ementasi. dengan memperhitungkan: 

(a) pengalaman sampai saat itu dari implementasi komitmen 

pengurangan; 

(b) pengaruh komitmcn pengurungan Lcrhadap perdagangan per1anlan 

1.hmia; 

(c) sehubungan dengan non-pcrdagangan, perlakmm khusus dan 

berbeda kepada ncgara anggota yang sudah bcrkembang,dan rujuan 

untuk mcmbentuk suatu sislem pcrdagangan pertanian yang adil 

dun bcroricntasl pasar, dan tujuan lainnya yang bersangkutao 

sebagaimana disebutkan dalam pcmbukaan Persctujuan ini: dan 

(d) komitm;;n lcbib lanjut diperlukan untuk mencapai lujmm j~mgka 

panjang sebuguimana terse but di atas. 

Lihat WTO Agreement on Agricu!Jnre, pusal 20. 
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Ketentuan pasal 20 WTO Agrement on Agriculture menjadi dasar utama 

bagi perundingan ontuk melakukan perubahan ketentuan perdagangan di bidang 

pertanian yang ada di WTO agar sesuai dengan perkembangan perdagangan 

internasional dan untuk menciptakan perdagangan di bidang pertanian yang lebib 

adi1 bagi negara anggota WTO, Hal ini dikarenakan distorsi negara maju terhadap 

perdagangan di bidang pertanian sangat bcsar hingga membuat petani di negara 

berkembang tidak dapat berkompetisi dengan petani negara maju secara adil 

dalarn bidang perdagangan pcrtanian. 

Berdasarkan mandat pasal 20 WTO Agrement on Agriculture tersebut 

maka dilakukan negosiasi lanjutan untuk perbaikan substansi WTO Agrement on 

Agriculture {AoA) pada akhir tahun l999. Negosiasi ini kemudian dilanjutkan di 

Geneva karena kcgagalan pertemuan tingkat menteri anggota WTO di Seattle 

(The Seattle MinistPriai Meeting) pada tahun 1999. Negosiasi dibidang 

perdagangan pe.rtan!an mendapatkan keputusan yang signifikan dalam Doha 

Jtfim'.sterial Meeting pada bulan nopember 2001 untuk mengadakan putaran umum 

baru dalam pembicaraan perdagangan.&7 

Lihut Tim Josling. Op. C:Jt., haL 20. 
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BAB III 

NEGOSIASI PROPOSAL SPECIAL PRODUCTS (SP) 

111.1 Proses Pengambilan Keputusan di World Trade Orga~tizatioll f\VTO) 

Proses pengambilan keputusan yang berlaku secara norma! di World Trade 

Organization (WTO) diatur dalam pasal IX ayat (1) Marakesh Agreement 

Establishing The WorM Trade Organizalion. yang menyatakan:PS 

I. The WIO shalf continue the practice of decisian~making by consensus 
followt!d under GA Tt 1947. 1 Excepl as orhenv-;se provided, where a 

decision cannot be arrived al by consensus, the matter at is.me shall be 

decided by voting. A/meetings of the Ministerial Conference and the 
General Council. each Member of the JiVT{J shall have one vote. 

Where the European Communities exercise their right to vole, they 
shall have a munber of votes equal to the muuber of flu:fr member 

State:/ which are Membe;:v of Jhe Hrro_ Decisions of the Minislcrial 

Corifercnce and the General Council shall be taken by a majority of 
the voles cast, uu/e::.s otherH!i'se prowded in this Agrecmenl m· in the 

relevant A1uliilateml Trade Agreemcn1.3 

Foo/nole: 
1 Tile body ~'anc;~med shall be deemed tv han~ d~cid,ld by cvnsensus VII o m(lllcr 

mbmiJied for its {'Oir:;idcralion. if 110 Member, presem at lite meeting when the dcc'L~Irm is 

falmr, formafly ohjacu !O Jhe proposed dcdSioh 

:Th!! m•mber of nm:s qf the /:.'J;ropcnn C:ommutli!ies and I heir mcmf:utr Swtes shall h1 110 

cme exceed I he mtmbvr ofrlw memlw1 Stales Qf rffl: F.wvp.tml Cmtlmlmilies_ 
JDectsirms by the G<tw:ml COWH.'i! wlwn crm•·nu:d as the Dispute Scttlt•ment Sod; ~·hall 

bf' taken only iu nc;_·ordtmce with the pmrision:; of paragraph .f ojAnidc 2 ofJiw !Ji>jlitfi! 

Sett!emem Undersmuding 

~·-··----···~ 

t~ Uhat Mamkcsh Agrel,!ment Establishing I he World hade Organi::alwn. pusul IX ayat (l ), 
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Berdasarkan ketentuan pasal lX ayat I Marakesh Agreement Establishing 

The World Trade Organizarion, Anggma World Trade Organizalion (WTO) harus 

pada awalnya dalam mengarnbH sebuah keputusan harus me!anjutkan praktek 

pengambilan kepumsan secara konsensus yang berlaku menurut GATT 1947 

sebagai pitihan pertama. Keputusan WTO harus dianggap tela.h dilakukan secara 

konsensus mengenal suaru masalah yang disampaikan unruk dipertimbangkan, 

jika tidak ada anggota, yang hadir dalam pertemuan ketika keputusan diambil, 

secara resmi betkebetatan terhadap keputusan yang diajukan. 69 

Pengambilan keputusan dengan konsensus di WTO memberikan seluruh 

anggota WTO hak suara (vote power). Namun dalam prakteknya konsensus 

melibatkan rasa hormat kepada kekuatan ekonomi suatu negara. Negara anggota 

WTO akan menghalangi konsensu:s haoya jika kepentJngan ekonomi nasional atau 

kepentingan lain negara mereka terancam.70 

Kecua!i disebutkan lain, dimana suatu keputusan tidak dapat tercapai 

dengan konsensus, masalah yang dibaha::. dapat diputuskan dengan pemungutan 

suara (voting). Pada pertemunn-pcrtcmuan Konferensi Tingkat Menteri 

(Ministerlaf Conference) dan Dewan Umum {Grmcral Coum:i{), setb:p nnggota 

World Trade Organization (WTO) mcmiliki satu hak suarn Apabila Masyaraka( 

Eropa (Europe Union) melaksanakan haknya dalam pcmungutan suara, mereka 

haru:s mempunyai sejumlah suara yang setara dengan jumlah negara-negara 

anggota mercka, da!am lull ini suara Masyarakat F;:ropa (Europe Union} dan 

negara-negara anggotanya harus tidak boleh tnclebihi jumlah ncgara~negan1 

anggota MasyarakaL Eropa (Europe Uu/011) yang mcnjadi anggota World Trade 

Organization (WTO).·H 

Menurut Raj Bhala, berdasarkan ketentuan dalam General Agreement on 

Tcwiff ami Trade (GA TI') permasalnhan dalam WTO dapat diputuskan dengan 

--~---····--

09 Lihill Peter Van d<:n Bossl:hc, The {,aH· ami PolitT o_f tire ff"odd "li'ade Organf:ation: Tl!xt. 

CMes, and Marel'iofs. Op. Cil.. hal. l,1l 

~'' Li~al john H. Jm:kson. Th~ li-orld Trade Organi:alimr Consmurivn and Jurispmdence. 
London lfoynl l11stilufe oflnlo:rnatumal Affain. 199S, haL 46. 

11 Lilmt Ra,j Bhala, lntenwiionaf Trade Law.· 11N!fJJ)' and Practir:e, Sru:01:d F.dl!ion. Volume 1, 

New York: Le:\is Publishing, haL 204. 
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pemungutan suara (vofing) jika tidak dapal dicapai suatu konsensus. Namun 

walaupun dalam ketentuan GAIT !947 menyediakan pemungutan suara sebag.ai 

sebuah cara untuk menyelesaikan permasalahan. tidak pernah WTO menggunakan 

pemungutan suara unluk permasalahan kebijakan, kecuali untuk pemberian 

pelepasan kewajiban (waiver) atau aksesi anggota baru. 72 

Kcputus:an-keputusan dalam Konferensi Tingkat Menteri (Afinistcrial 

CoY(fi;rence) dan Dewan Urnum (General Council) harus diarnbil berdasarkan 

mayorltas perhitungan suara, kecuali ditentukan Jain di dalam Marokesh 

Agreemenc Establishing the World Trade Organization, ataupun di dalam 

Perselujuan Perdagangan Multilateral yang terkait. Keputusan-keputusan Dewan 

Umum (General Council) yang diambil saat Dewan Umum (General Council) 

berfungsi sebagai Badan Penyeiesaian Sengkcta (Dispute Seulement Body) harus 

diambil hanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 2 ayat (4) Undersmnding 

an rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes (Dispute 

Settlement Understanding). 

Ketentuan mengenai pengambilan keputusan Badan Penyelesaian 

Seogketa (DispU!e Setrleme11l Body) diatur dalam pasal 2 ayat (4) Under.st(lnding 

on rules and Procedures Governing The Setllemenl of Disputes (Dispu!e 

Settlement Understanding), yang menyatakan:73 

l! !bill. 

Where the rules aud procedures oflhis Umlerstauding prm,ide ft}r I he DSB 

ro rake a decision, if s/Jatl do so by conse/Jsu.\·. 1 

FoolnO!e 
1 The DSB shall be deemed to have decided by consensus on o maltcr 

submitted for its consideration, if no Member, present at the meeting of the 
DSB when I he decision is taken,Jormal~v objects lo the pn;posed decision. 

n Ubal Understanding on rules and Procedures Gm•erning The Seilfemenf vf fJispmes, p:lSJ! 2 

ayat (4). 
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Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka terlihat dengan jelas bahwa 

proses pengambilan keputusan dalam Badan Penyelesalan Sengketa (Di~puie 

Seu/ement Body) di WTO dilakukan dengan cara konsensus. 

Konferensi Tingkat Menter! (Ministerial Conference) dan Dewan Umum 

(General Council) merniliki kewenangan eksklusif untuk mengadopsi interpretasi 

{penafsiran) terhadap ketentuan dalam WTO Agreement. Interpretasl ini disebut 

sebagai "authoritati\>e interpretation", interpretasi ini mengikat seluruh anggota 

WTO dan dapat mempengaruhi hak dan kewajib:m anggota WT0,74 

Konferensi Tingkat Menteri 0£rnisteria1 Conference) dan Dewan Umum 

(General Council) merupakan satu~satunya badan WTO yang diberi kewenangan 

untuk melakukan kewenangan interpretasi yang mengikat terhadap WTO 

Agreement dan juga Multilateral Trade Agercment di WT0.75 

Ketentuan mengenai lnterpretasi rlalam pasal IX ayat (2) Marakesh 

Agreement Establishing The World Trade Organization, meflyatakao:7v 

2. The }.{fnistcrial Confc1Y.mCI.! and the General Council shall hm,e the 

exclusive authority 10 adopt interpretations of this Agreement and of 

lhe .Multilateral Trade Agreements. ln the case of 011 interpretation of 
a !~fulfilaleraf Trade Agreement in Annex 1, they shall e.r:ercise their 

aurhoriry on the basis of a recommendmion hy the Council overseeing 

the funclioning of rhaf Agrecmem. l11e decision tv adopt an 

inte1preJafion shall be lakr:n by a flwee:fimrths majority qf lhe 

Members. This paragraph shall not he used in a manner that would 

undermine the amendment provisions in Art ide X: 

Ketcntuan dalam pasal IX ayat (2) Marakesh Agreemem Establishing The 

World Trad(! Organizalion ini mcngatur mengcnai kewenangnn yang dimiliki 

oleh Konferensi Tingkat Mentc:ri (Mi11is1erial Crmjimmce} dan Dewan Umum 

7
" Lilla! Peter Van den Bossche, Op. Cil. hnl. 145. 

h Lihnt Raj 8hala, Op. Cit.. hal. 20-t 

16 ! .ihnl Marakt:sh Agreemem Establishing the World Tmde Organi'::atioJJ, pa~al IX nyat (2). 
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(General Council} untuk melakukan interpretasi (penafsiran) rerhadap aturan

aturan dalam World Trade Organization Agreement yang terdapat di dalam Annex 

177 Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization, fnterpretasi 

yang dilakukan harus berdasarkan rekomendasi badan (Councif) yang berwenang 

mengurusi Agreement ter~ebut, interpretasi ini membutuhkan persetujuan 

sebanyak % suara dari seluruh keanggotaan WTO. Selain itu interpretasi ini tidak 

dapat d igunakan meruntuhkan ketentuan mengenai prosedur amandemen WTO 

Agreement yang diatur dalam pasa! X Marakesh Agreement Establishing The 

World Trade Organization.13 

Sebagai contoh interpretasi harus berdasarkan rekomendasi badan 

(Council) yang berwenang mengurusi Agreement yang relevan, Dewan Umum 

(General Councf{) dapat mcngeluarkan intcrpretasi terhadap WTO Agreement on 

Safeguardr, hanya jlka didasarkan atas rekomendasi dari Cfnmcil on Trade in 

Goods.79 

11 Annex I Marakesh Agreement Establishing rile World Trade Organi=atiou terdiri dari: 
ANl•.'EX lA.- .Hultilateml Agreamcnls on Trade in Goadx 

Gtwrral Agn:emenf on Tariffi and Tmdc 1994 

Agreement en Agrir:ultm"C 

Agreement rm rln: Application ofStmilm}' and Phytmonitary Measme.> 

Agreemen: on Te:ctil&s :md Clothing 
Agreement on Teclmicttf Bwrier.~ w Trade 
Agreemelll rm Trade-Rdaled liH·estmem Meamres 

Agrcemem WI !mpJemr.mration q[ Article VI of the Gemzrol Agreement 011 

Toriff~ ti!Hl Trade 199.J 

Agreeme'Jii on /mplemenWli0/1 of .-.J.rticlc VII of th.: Gem:ra{ Agreemorl 011 

Tariffs m;d Trade 1994 

Agreemenl Otl Prcshipmen/ Inspection 
Agraetmmt on Rules o[OI'igi11 
rlgreemeut em lmporr Licensing Procedures 

AgnJemcJif on Subsidies and Counfftn•ailillg Mtu.rsttn::, 

Agteemeuf on Srifvgtttwds 

.·IN . .YEX i B. GeJwraf Agreement on Trade in Sen·in:.,· and Amtc.-.:es 

:I.VNF.."'( lC Agreement rm Trade-Relmed Aspects of !melh.!t'llt(l/ Propi!rty kiF; his 

'" 1.\ha! John II. Jackson. William J dnn~y. dun Ahm 0. Sykes . .lr .. {.ega{ l'H)hlems o( 
/ntemational l~ro1wmic Re!olians: Cases, Morcriuls on The Nalirmal wtd {nt<fri!tuional 

llc&'<daiion oflhmxnational &onomk' Relation, Fourth EditioJ;, ST. Paul, I\·linn: Wesl Group. 
2002. hal. 224~225. 

'q Uhal Raj Bha!a. Op. Cir .• hal. 20<1. 
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Konferensi Tingkat Menteri (M1m~~;Je1'ial Conference) dapat mengambil 

keputusan untuk memberikan pelepasan kewajiban (waivers) bagl anggota WTO 

dalarn rangka memenuhi kewajlbannya sebagai anggota WTO berdasarkan charter 

WTO dan Anne.."C I Marakesh Agreemenr Establishing The World Trade 

Organization.80 

Ketentuan mcngenai pelepasan kewajiban (waivers) yang harus dipenuhi 

oleh anggota WTO sesuai dengan aturan \l/TO Agreement diatur dalam pasal rx 
ayat (3} dan (4) Marakesh Agreement Establishing T!re World Trade 

OrganizaNon, yang menyatakan;51 

3. In exceptional circumstances, the Ministerial Conference may decide 
to waive an obligation imposed on a Member by this Agreement or an:v 
of the Multilateral Tradr! Agreements, provided that a~ such decision 

shall be taken by three fi:;urth.f' of the Members unless oiiu:nvise 

provided for in !his paragraph. 

(a) A request for a waiver concerning this Agreement shull be 

submiued 10 the Ministerial Conference for consideration pursuant 

10 the practice of decision-making by consensus. The Ministerial 

Cmifercoce shall establish a lime-periocl, which shall 1101 exceed 

90 days, to consider the request. lf consensus is no! reached 
during the rime~period, any decision to grant a waiver shall be 
taken by three fourths4 of lhe Members. 

(b) A n:quest for n wah·er concerning the Multilateral Trade 
Agre('ments in Anne.n"'S JA or JB or IC and their annexes shall be 

submifled initially to the Council for Trade in Goods, the Council 

for Trade in Services or the Co1111cil for TRIPS, respectively, fol' 

<.:()iiSidcralion during a lime-period which shall nor exceed 90 days. 

At the end of Jhe ume·period, the relevant Council shall xubmil a 

report to I he A-finisrerial Conference. 

Fuutnolc 
:A decision to gra/Jl a waiver in respecr t..if any oh!igalion subject to 

(1 Imn;{rfon period or a petiodfor staged lmplemenlution rhat I hi' 

~·1 Ibid., haL 225. 

31 Lilmi Marakcsh Agre<?ment Estublfshing rhe World Truda Organi=atiuff, pasui!X ay.1l tJ) don 

(4). 
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requesting Member has not petformed by the end of the relevant 
period shall he taken only by consensus. 

4. A decision by the Ministerial Conference granting a waiver shall state 
the exceptlnnaf circumstances justifping the decision, the terms and 

conditions governing the applicmion of the waivel', and the date on 
which the waiver shall term ina/e. Any waiver granted for a pen'od of 
more than one year shall he reviewed by the Ministerial Conference 
not later than one year after it is granted, and !hereafter annually unlil 
the waiver tetmlnates. In each review, the Minister;a{ Conforencc 
shall ex:amine whether the exceptional circumstances justifying the 
waiver still exist and whether the terms and conditions attached to the 
wafver have been mel. The Ministerial Conference, on the hast:~ of the 

annual review, may extend, modifY or terminal« the waiver. 

Anggota \VfO yang ingin mendapat!um pelepasan kewajiban (waivers), 

pertama kali hams melakukan permohonan kep.a.da badan (co/lncif} yang 

benvenang tcrhadap WTO Agreeme11t yang ingin dikecualikan kcwajibaunya 

(waivers). Badan (council) memiliki waktu sampai dengan 90 hari untuk 

mempertimbangkan pcrmohonan pelcpasan kewajiban (waivers) dan membcrikan 

laporan kcpada De\van Umum (General Cauncif).1rJ 

Pelepasan kcwajiban (waivers) diberikan melalui konsensus, namun jika 

konsensus tidak tercapai maka pclepasan kewajiban {HYii\'ers) hams mendapalkan 

persetujuan suara sebanyak % dari seluruh anggma WT0.~3 Sedangkan untuk 

pelepasan kewajiban (wah'e!'S) bagi masa rransisi atau pcmmdaan implementasi 

suatu WTO Agt-eemenl harus dilakukan hanya dengan cara konscnsus.s4 

JA decision to grant a waii'CI' in I'CJjlecr of rmy obligation su~jecJio a 
tram if ion Jh't'iod or a period fiw staged implementation drat the 

a> ~ibtt Haj H!:aia. Op. Cit .. haL 20-t 

9 Ltlmt John H. Jac;:si!ll, Willia,11 J. davey, d:~n Alan 0. Syk...:£. Jr.. ()p_ Ci1 .• hll;. 225. 

M Lilmt Mntakcsh .lgn:mwml Establishi,;g the ff'o1-Jd 1/'udc Orgcmi:afion, p:1sal !X li.Ylll (3) 

footmlJe 4. 
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requesting Member has not performed by the end of !he relevanr 
period shall be taken only hy consensus. 

Pemberian keputusan peiepasan kewajiban (waivers) o[eh Konferensi 

Tingkat Menteri (Ministerial Conforence) kepada anggota WTO harus 

menyatakan kea.daan tertentu yang merupakan alasan pembenaran keputusan 

pelepasan kewajiban (waiverS), masa berlaku, syarat-syarat yang mengatur 

penerapan, dan tanggai berakhirnya pelepasan kewajiban (waivers). Seliap 

pe!epasan kewajiban (waivers) yang untuk jangka waktu Jebih dari pacta sa.tu 

tahun harus dikaji ulang oleh Konferensi Tingkat Menteri (Ministerial 

Conference) selambat-lambatnya satu tahun setelah pelepasan kewaj Jban 

(waivers) tersebut diberika.n, dan sclanjutnya setiap tahun sesudahnya sampai 

masa pelepasan kewajiban (waivers) berakhir. 

Konferensi Tingkat Menteri (Mfnisterial Conference) di da!am setiap 

pengkajian pelepasan kewajiban (waivers) yang didapatkan oleh anggora WTO 

harus memeriksa apakah keadaan kekccualian yang menjadi dasar pembenaran 

pe!epasan kewajiban (waiwrs) masih ada, dan apakah istilah-istilah dan syarat

syarat yang melekat pada pe!epasan kewajiban (waivers) sudah tcrpenuhi. 

Konferensi Tingkat :V1enteri (Ministerial Conforem:.e) berdasarkan pengkajinn 

tohurtan, dapat mernperpanjang, memodifikasl alau mcngakhiri pc!epasan 

kewujiban (waivers). 

Ketentuan pasal pasal IX ayat (5) Marakesh Agreement Establishing the 

World Trade Organization, mengatur mengenai pengambilan kcputusan

kepmusan WTO Agrecmenl, termasuk setiap keputusan atas penafsiran dan 

pelepasan kewajiban (waivers) di<J!Ur dalam ketentuan~kctentuan WTO Agreeme111 

" yang relevan, ~ 

01 Pasa; IX uyat (5) :\larakcsh Agreemr!nl Establishing the World hade Organi::mhm, 
menyalnimn: 

"Dedsiom mule!' a Plurilttteml Trade Agreenumt, including ouy tkd.fions au 
inlm·pretalirms and wail·ers, shalf br: gomrm:d by the pnwisions of that Agnunmmf. " 

Univetsitas Indonesia 

Proposal Special..., Sigit Nugroho, FH UI, 2008



46 

Walaupun secara eksplisit diatur dengan jelas pemberian pelepasan 

kewajiban (waivers) bagi anggota WTO dapat dilakukan dengan pepemungutan 

suara sebanyak% anggota WTO, dalam praklek hal ini tidak dilakukan. Anggota 

WTO pada tahun 1995 mengadopsi keputusan Decision-Making Procedures 

under Article IX and XII of The WTO Agreement nomor WT/L/93, tertanggal24 

November 1995, memutuskan untuk tidak menggunakan ketentuan mengenai 

pemungutan suara untuk pelepasan kewajiban (waivers), tetapi melanjutkan 

keputusan untuk memberikan pelepasan kewajiban (waivers) melalui mekanisme 

konsensus.86 

111.2 Mekanisme Pengamandemenan WTO Agreemeuts 

Proses pengambilan keputusan k.husus yang paling kompleks di WTO 

adalah prosedur pengamandemenan WTO Agreements. Ketentuan mengenai 

amandtmen WTO Agreement diatur dalam Pasal X Marakesh Agreement 

Establishing 711C World Trade Organizarion.81 

Ketentuan dalam pasal X ayat (1) Marakesh Agreement Establishing The 

World 7i·ade Organization menyatakan: 88 

1. Any Member of the WTO may initiate a proposal to amend rhe 
pruvisiom· of this Agreement or the J\11/ltilateral Trade Agreements in 
Annex I by submirting such proposal lo the Minisleria! Conference. 

The Councils lisred in paragraph 5 of Article IV may also submit to the 
Minisrerial Conference proposals to amend the provisions of the 
corre.!:.ponding Multilateral 7i·ade Agreemenrs in Annex 1 the 
functioning of which they oversee. Unless the Ministerial Conftrence 
decides 011 a longer period. for a period of90 days after the proposal 
has been rabledformally all he lvfini.~rerial Crmjerencf! any decision by 

the J\1inisrerial Conference lo submit the proposed amendmenl to the 
A/embers for acceplance shall be taken by consensus. Unless !he 

io Lih<ll Pclcr Van lien Busschc. Op. Cit. hal. 146. 

37 !bid 

"~ Lihal Marakcsh Agreement Esrablishi1Jg The World Trade Organi=ation, pasal X ayat (I). 
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provisions of paragraphs 2, 5 or 6 apply, that decision shall specify 

whether the provisions of paragrophs 3 or 4 shall apply. If consensus 

is reached, the Ministerial Conforance shall forthwith submit the 
proposed amendment to the Members for acceptance. If consensus is 

not reached af a meeting of the Mini<>terial Conference within the 
established period, !he Ministerial Conftrence shall decide by a two

thirds majority of the Members whether to submit the proposed 
amendment to !he Members for acceptance. Except as provided in 
paragraphs 2, 5 and 6, rhe provisions of paragraph 3 shall apply to the 
proposed amendment, unless the Ministerial Conforence decides by a 

three-founhs majority of the Members that the provisions of paragraph 

4 shall apply . . 

Setiap anggota WTO dapat memprakarsai usul perubahan ketetapan

ketetapan dari Agreement lnl atau Persctujuan Perdagangan Multilateral yang 

terdapat dalam Annex 1 dengan menyerahkan usulan tersebut ke Konferensi 

Tingkal Menteri (Mfnislel·fal Conforence). Dewan~dewan (councilsi'9 yang 

tercantum dalam deri pasal IV ayat (5) Marakesh Agreemenr Eswblishing The 

World Trade Organization dapal juga menyampaikan kepada Konferensi Tingkat 

Menteri {Minislerlal Conference) usulan untuk mengubah Persetujuan 

Perdagaogan Multilateral yang sama padaAnnex 1, yang menjadi tanggungjawab 

dari Dewan tcrscbut90 

Kecuali jika Konferensi Tingkat Menteri (Ministerial Conforwce) 

memuttlskan dengan waktu yang lebih lama, untuk 111asa 90 bari setelah 

pcngusulan diajukan secara rcsmi pada Konferensi Tingkat Menter[ (Minisreriaf 

Conference), seliap keputusan oleh Konferensi Tingkat Menter! (Ministerial 

s9 Mertuml pusul JV aya: (5} Mumkcsh AgNemeut Establislting The World Trade Orgoni::aflmt 

K·rJupal} t'OWK:ilv di WTO, yaitu: 

I. Comu:ilfm· Trude in Goods ;.<mg bcrl!.l£llS mengawasi !img.s1 j}';fdagangan barnng 

Z. Council for Trade in Sen; ices y:mg bcnugns men!;uwusi J'.mgsJ rx:rdagnngnn ja<;a. 

3. Cmmr:ilfor li"ade~Rclmcd A:;pects of h11cllecwaf Properly Uigh!S (council fOr TRIPS} 

ynng bcrtug:1s mengawasi Hmgsi pcrdug:mwm terkait deng."'n huk :nas kckayaan 
inte!cktm1l. 

9<1 Lihm John II. J;~ckson, William J. davey, dan Alun 0. Syke..~. Jr., Op. CiL, hal. 225. 
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Conference) untuk menyampaikan usulan amandemen untuk penenmaan para 

anggota harus diambil secara konsensus. Kecuali ketentuan-ketentuan dari ayat 

(2), (5) atau (6) berlaku, keputusan tersebut harus menjelaskan apakah ketetapan

ketetapan dari ayat (3) atau (4) harus berlaku. Bila konsensus telah dicapai, 

Konferensi Tingkat Menteri (Ministerial Conference) harus dengan segera 

menyerahkan usulan amandemen tersebut kepada para anggota untuk diterima. 

Bila konsensus tidak dicapai dalam suatu Konferensi Tingkat Menteri 

(Ministerial Conference) dalam waktu yang ditentukan, Konferensi Tingkat 

Menteri (Ministerial Conference) harus memutuskan dengan mayoritas dua 

pertiga anggota-anggota, apakah menyerahkan usulan amandemen tersebut 

kepada para anggota untuk diterima. Kecuali sebagaimana ditentukan dalam ayat 

2, 5 dan 6, ketentuan dalam ayat 3 harus berlaku untuk usulan amandemen 

tersebut, kecuali Konferensi Tingkat Menteri (Ministerial Conference) 

memutuskan dengan mayoritas tiga perempat anggota bahwa ketentuan dalam 

ayat 4 harus berlaku.91 

Terdapat beberapa aturan fundamental WTO yang mendapatkan 

perlakuan kbusus dalam pengamandemenan sesuai ke[entuan pasal X ayat (2) 

Marakesh Agreement Es/(lb/ishing The World Trade Organization. yang ,, 
menyatakan: -

2. Amendmen/s /o the provi.1·ions of/his Article and to the prol'isions of 

the following Articles shalf lake ej}Cct only upon acceptance by all 
]V/embers: 

Arlicle IX of this Agreement; 

Arlic/es I and lJ of GATT 1994; 

Article l!:l of GATS; 

Article 4 oftlte Agreemenl on TRIPS. 

91 Lihm Raj A hal a. Op. Cit .. hal. 205. 

9~ Lihal i\.·tarakesh Agreement Establishing The World Trade Orf:Wli:::ation, pasal X ayat (2). 
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Pasa! tersebut mengatur mengenai daftar aturan fundamental dalam WTO 

yang harus mendapatkan persetujuan seluruh anggola WTO sebelum hasH 

amandemen da:pat diberlakukan. Aturan fundamental WTO tersebut adalah aturan 

mengenai pengambilan kcputusan dan pengamandemenan (pasal fX dan X 

Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization), aturan 

mengenai Most Favoured Natton (MFN) yang diatur dalam pasall GAIT 1994, 

aturanmengenai Tariff Schedules yang diatur da~am pasal U GATT 1994. aturan 

mengenai Most P'avoured Nation {MFN) dalam bidang perdagangan jasa yang 

diatur dalam pasal Jl ayat (l) General Agreement on Trade in Services (GATS), 

aturan mengenai Most Favoured Nation (MFN) dalam perdagangan yang terkait 

dengan hak kekayaan intelektual yang diatur dalam pasa.l 4 Trade Related Aspects 

of intellectual Property Rights (TRIPS).9) 

Pasal X ayat (3) Marake.r;h Agreement Eslablishing The World Trade 

Organizmion, menyatakan:94 

3. Amendments to provisions of this Agreement, or of the }vfultilateral 

Trade Agreements in Annexes lA and JC, olher than those listed in 
paragraphs 2 and 6, of a natw'l! thor would alter the rights and 
obligatiom of the Members, shall take effect fin· the Members that 

have accepted them upon acceptance by lwo thirds <if tire A1embers 

and thereafter for each other Member upon acceptance by if. 71w 
lvlinisMrlaJ Conference may decide by a rhree~jow·rhs mfljorily ojrlu: 

A1cmbers that nny amendment made effectil'e under rhis paragraph is 
of such a ncmwe that any .~{ember which has not accepted it withm a 
period .">pecifled by the Ilvfinisterial Conference in each case shall be 

free lo withdraw ji'Om the JFTO or ro remain a Member with lhe 
consent o[1he MinisJerinl Conference. 

Amandemen terhadap ketentuan-kcterttuan dari Pcrsctujuan inl atau dari 

Perscmjuan Perdagangan Multiltllcra! dalarn L<~mpiran J A dan IC s.:Jain yang 

"J LlhaL John H.Jm:kson, WllliamJ. dave), dan Alan 0. Sykes. Jr., Op. CiJ., hal. 225. 

"~ Lihat Marakesh Agreemem Ettabhshiug Tl:e World Trode Organi::alion .• Pasa! X nya! p ). 
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tercantum dalam ayat 2 dan 6, sesuai dengan sifatnya yang dapat merubah hak dan 

kewajiban para anggota, akan berlaku untuk para anggota yang telah 

menerimanya dengan dna pertiga suara dan selanjutnya untuk setiap anggota 

lainnya yang telah menerimanya. Konferensi Tingkat Menter! (Ministerial 

Conference) dapat rnemutuskan dengan mayoritas tiga perempat suara anggota 

bahwa setiap amandemen yang diberlakukan berdasarkan paragrap ini sesuai 

dengan sifatnya memperbo!ehkan $Ctiap anggota yang tidak menerirnanya dalam 

periode yang sudah ditentukan oleh Konferensi Tingkat Mented (Ministerial 

Conference)untuk setiap saat bebas menarik diri dari WTO, atau tetap sebagai 

anggota dengan persetujuan Konfere:nsi Tingkat Menteri (Ministerial 

Conference). 

Kelentuan mengenai pcngamandemennn yang sifatnya tidak merubah hak 

dan l<ewajiban anggota diatur dalam pasal X ayat (4) Marakesh Agreement 

E-stablishing The World Trade Orgamzurion, menyatakan:95 

4. Amendments to provisions of rhis Agreement or of the Mullilateral 

Trade Agreements in Annexes JA and JC, other than those listed ir1 

pa1·agraphs 2 and 6, of a nafllre that would not alter the rights and 

obligations of the Members, shall lake ejfoct for all Members upon 

acceptance by twa thirds of the Members. 

Amandemcn terhadap kclcntuan·ketcntlmn clnri Pcrsctujmm ini nwu dari 

Persetujuan Perdagangan Multilateral dalam Annexes lA dan lC, selain yang 

tercantum dalam ayat 2 dan 6, sesuai dengan sifatnya yang ridak akan merubah 

hak dan kewajiban anggota~anggota, hams berlaku untuk semua anggota 

berdasilrkan pcncrimaan oleh tlua pcrtiga darl anggota. 

Ketentuan mengenai penguturnn khusus untuk Gmwral Agreement on 

Trade in Services (GATS) dan Anne;.·es diatur dalam pasal X ayat {5) Marakesh 

h Lihill );!umkc!>h AgreemenJ Eftoblishing 7111! World Trade Organi:nrior:, pa<>al X nyat (4}. 
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Agreement Establishing l11e World Trade Organization, daiam pasal ini 

diyatakan:96 

5. Except as provided in paragraph 2 above, amendments to Parts !, I! 
and III of GATS and the respective annexes shall take effect for the 

A1embers that have accepted them upon acceptance by nvo thirds of 
the 1Vfember.t and thereafter for each Member upon acceptance by it. 
The Ministerial Conference may decide by n three-fourths majority of 
the Members that any amendment made effective under the preceding 

provision is of such a nature that any lvfember which has not accepted 
it within a period specified by the Ministerial Conference in each case 
shall be free w withdraw from the WI'O or to remain a Member with 
the consent of the Ministerial Coriference. Amendments to Pans IV, V 

and Vl of GATS and the respective annexes shall take effect for all 
Members upon acceptance by two thirds of the Members. 

Kecuuli sebagaimana yang dinyatakan dalam ayal 2 di atas. amandcmen~ 

amandemen terhadap Bagian I, II dan Ill dari General Agreement on Trade in 

Services (GATS} d~n Anne.r.es harus berlaku bagi para anggota yang te!ah 

menerimanya budasarkan dua pertiga suara anggota dan selanjutnya bagi seliap 

anggota yang mcnerlmaoya. Konferensi Tingkat Menter! (Minis/erial Conference) 

dapat mcmutuskan dengan mayoritas tiga percmpat suara anggota bahwa sctiap 

mnandemen yang bcrlaku sesuui dcngan ketentuan~ketentuan sebehmmya yang 

scsuai deng:an sifatnya membolehkan setiap anggota yang belum menerimanya 

dal.am suatu periodc yang ditentukan oleh Konferensl Tlngkat Menteri 

(Ministerial Conference) setiap saat bebas untuk menarik diri dari WTO atau tetap 

sebagai anggora dengan persetujuan Konferensl Tingkat Menteri {Ministerial 

COI!{errncc). Amandemen terhadap Bagian IV. V dan VI dari General AgreemeJ!f 

on Trade ill Services (GATS) dan Annexe.t harus berlaku untuk searma anggotu 

berdasarkan penerimaan dua pertiga suara anggota WTO. 

w. !hid., pmmt X ayat (5}. 
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Ketentuan mengenai perubahan WTO Agreement on Trade Relaled 

Aspects of lntellectual Property Rights TRIPS yang memenuhi ketentuan pasal71 

ayat (2) WTO Agreemem on Trade Related Aspects of intellectual Property 

Rights (TRlPS), diatur berdasarkan pasal X ayat (6) Marakesh Agreement 

EstabUshing The World Trade Organization, yang menyatakan;97 

6. Notwithstanding the other provi/;ions of this Article, amendments to 
the Agreement on TRIPS meeting the requiremems of paragraph 2 of 
Article 71 thereof may be adopted by the lvfinisterial Conference 
without jitrther formal acceptance process. 

Pengamandcmenan WTO Agreement on Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights (TRIPS) dapat diadopsi oleb Konferensl Tingkat 

Menter\ (Ministerial Conference) tanpa proses penerimaan formallebih, jika tclah 

memenuhi ketcnluan pasal 71 ayat (2) WTO Agreement on Trade Relared Aspr,!cls 

of Inrelleclllal Properly Rights (TRIPS)911• 

Ketentuan mengenni kehnrusan untuk memberikan instrumcn penerimRan 

bagi anggo!a W1'0 terhadap hasil amandemen diatur dalam pasal X ayat (7} 

Iifarakesh Agreement Establishmg The World Tr-ade OrgamZalion, menyatak.an:99 

"'ibid., pu:ml X apt (6). 

"?s Kctcntvan pasal 71 Ayat (2) \\' fO Agreemcnl an T radJ Related !lspu:rs 11[ fmelfr:cllfal 

Prcpr:rry Higllfs mengatur mcng..:nal amendemen penyesuaian untuk peningkatan perlindungan 
tcrhadap hak at as kekaymm intclekluaL Kctentuiiin pasal 7 I aym (2} WTO Agreemcm en Trade 

Related Aspecrs of fnteh'eclua/ PrapelfJ· Rights, ll'ICnjalakan; 

Amembmmls merely serving tire p111'{1fAW! of adjusting ro higlt<:r f111·1!!s of pr01ectim1 of 

illleflcc/lm! prnpeny rights acl;iewul. and it1jorce, in orher mulli/(Jferal agreemems and 
accepted umlr!r tll,-,sc agreemems by a!f Members vf the IS<f"O 11111)' he r·efo:rred lo lhe 

.Hinish'ria! Cvn[e1euce for m:JirJJl m m:cordam:e wirh paraf!,mph 6 qf Article X af rile 

IJ7'0 Ag1rreul>mf on!he basis of a cunsensus proposal from !he Council for l'RI!'S 

99 Uh:u Marakesi:Agrecmml E.~tah!ishing Tim World Trade Orga11i::alitm, pasal X ::.yal (fr 
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7. Any Member accepting an amendment to this Agreement or to a 
Multilateral Trade Agreemenr in Annex I shall deposil an instrumenr 

of acceptance with the Director-General of the WTO within the 
period of accepTance specified by the Ministerial Conference. 

Setiap anggota yang menerima satu amandemen terhadap Persetujuan ini 

atau terhadap suatu Persetujuan Perdagangan Multilateral pada Annex l harus 

menyampaikan suatu instrumen penerimaan kepada Direktur Jenderal WTO 

dalam masa penerimaan yang telah ditentukan oleh Pertemuan Tingkat Menteri. 

Ketentuan mengenai amandemen Understanding on Rules and Procedures 

Governing the SettlemenT of Dispmes dan Trade Policy Revie111 Mechanism diatur 

dalam pasal X ayat (8) Marakesh Agreemenr Establishing The World Trade 

Organization, menyatakan: 100 

8. Any lvfember of 1he WTO may initiare a proposal to amend Lhe 

provisions of the _Mulrila:eral Trade Agreements in Am1exes 2 and 3 

by submitting such proposal to the Ministerial Conference. The 

decision to approve amendments lo the Multilateral Trade Agreement 

in Annex 2 shall be made by consensus and these amendments shall 

take effect for all Members upon approl'al by the Ministerial 

Conference. Decisions to approve amendments ru the Multilateral 
Trade Agreement in Annex 3 shall take e./feet fur all 1\femhers upon 

approval by the lvlinisterial Conference. 

Setiap anggota WTO dapat memprakarsai suam usul untuk merubah 

ketentuan-ketemuan Persetujuan Perdagangan Multilateral dalam Annex 2 dan 3 101 

dengan menyampaikan usulan tersebut pada KontCrcnsi Tingkat Menteri 

tw Ibid., Pasal X ayal (8). 

101 .·!nnex .2 dan 3 i\t\arakesh Agreement Establishing The World Trade Organization tcrdiri 

dari: 

Annex 2 Under.~tamli11g 011 Nules und Procedurr:~· Governing the Sel/lemenl of Dispule~· 

Annex 3 Trade Policy Re1•iew Mechanism 
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(Ministerial Conference). Keputusan untuk menerima amandemen terhadap 

Persetujuan Perdagangan Multilateral dalam Annex 2 harus dilakukan dengan 

konsensus dan amandemen inl harus berlaku untuk semua anggota berdasarkan 

persetujuan Konferensi Tingkat Menteri (Ministerial Conference). Keputusan 

untuk menerima amandemen terhadap Persetujuan Perdagangan Multilateral 

dalam Annex 3 harus berlaku untuk semua anggota berdasarkan persetujuan 

Konferensl Tingkat Menter! (Ministerial Conference). 

Ketentuan mengenai penambahan atau penghapusan agreement dalam 

Annex 4 diatur dalam pasal X ayat (9) Marakesh Agreement Establishing The 

World Trade OrganizaJion, menyatakan:102 

9. The Ministerial Cotifcrcnce, upon the request of the Members panies 

to a trade agreement, may decide exclusively by consensus to add that 
agreement to Annex 4. The lvfinillerial Conforence, upon Jhc request 

of the lvfemlx:rs pm·ries to a Plurilateraf Trade Agreement, may 
decide 10 delete thal Agreement from Annex 4. 

Konferensi Tingkat Menter! (Ministerial Confimmce), atas permintaan dari 

anggnta-anggotn yang mentpakan pihak-pihak terhadap suatu persetujuan 

perdagangan dapat memuwskan secara tersendirl mela!lli konscnsus untuk 

menambnh persetujuan pada Annex 4.1'D Konfcrcnsi Tingkat Menter! (MiniMeria/ 

ConferenC!J). atas permintaan dari anggota-anggota yang merupakan plhak-pihak 

dnri Persetujuan Perdagangan P!urilatcra! dapat mernutuskan untuk menghapus 

Persetujuan itu dari Armex 4 

Fl: t:hm i\lamkcsh Agreemew Eswblishiug The Worid Tmde Organi::atimL pas;;! X a:, nt (9). 

w; A1mex ~ !vlarak.e'ill Agn.-'elfwlf/ f.:,·t<tbltslting The H'vrid T1ade Orgmri.::atifm mcngo.hlr 
mcngcrmi Plurilateral Trade Agreements, yang :crdiri dari: 

Agnr('tlw/11 vn Um·ermm~nl Procw cment 

intenuuionul Doiry Agreemem 

fnlcrn.?rion«l flOI'illc Meal Agreemrnt 

Universitas Indonesia 

Proposal Special..., Sigit Nugroho, FH UI, 2008



55 

Pengamandemenan plurilateral Agreement harus dilakukan sesuai dengan 

ketentuan yang terdapat dalam plurilateral Agreem(:nt itu sendiri. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan pasal X ayat (10} Marakesh Agreement Establishing The World 

Trade Organization yang menyatakan;104 

10. Amendments to a Plurilateral Trade Agreement shall be governed by 
the provisions of that Agreement. 

Menurut Hunter Nottage dan Thomas Sebastian dalam tulisannya yang 

dimua.t dalam Journal of International Economic Law, "Giving Legal E/focl To 

The Rcsulu ()[ WTO Trade Negotiatios: An Analysis Of The Methods Of 
Changing WTO Law": 

However, the procedures for amending the WTO agreements are 
extremely cumbersome and have significant limilations. The most 
sr'gniflcant procedural obstac!e is 1he requirement that anamendmenr only 

tokes legal ejfoct afler twoMthirds of Memberx (currently 100 Members), 
and itt specifinl instances all Members. have deposiledformal inslntments 
of acceptance with the Dh¥Jctor~General. 105 

Pengamandemenan WTO Agreemcm mcnurut Hunter Nottage dan Thomas 

Sebastian rnemHiki keterbatasan ynng signitikan karena ketentuan mengenai 

efektivl!ilas pelaksanaan hasil amandemen untuk mendapatkan pengakuan secara 

hukum. Hal ini dikarenakan hasil amandemen harus terlebih dabulu disepakaH 

oleh 2/3 anggota \VTO dan untuk bnl tcrlentu semua anggota hnrus memberikan 

instrumen formal pcrsetujuan dengan Direklllr Jendcral WTO. Hal ini terlihat 

'J-1 Lihal Marakcsh ..JgNemef/1 E;;l(fblishing The World Tmde Or,rwni.::'atinn .• pasnl X ayal ( 10). 

In<: Uha! Hnntcr NoUagc, Thomas Sebastian., Giring regal FJ!ecl To The Re,nt/1.1 Of liTO Trade 

Negotintios· An Analysis OJT!te Methods OJC!mnging WTO Law, Op. Cit,, hal. 991. 
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jelas dalam ketentuan WTO tentang amaodcmen pasal X Marakesh Agreement 

Establishing The World Trade Organization, sehingga diperlukan sebuah 

negosiasi yang intensif untuk dapat menghas!tkan amandemen WTO Agreement 

yang dapat disetujui oleh minimal 2/3 anggota wro untuk keberlakuan hasil 

amandemen sebagai scbuah aturan WTO yang memiliki efek hukum. 

III.3 Proses Negosiasi Proposal Special Products (SP) 

Perdagangan internasional yang didasarkan pada prinsip perdagangan 

bebas se!alu menggunak;m indikator~indikator ekonomi yang berorlentasi kepada 

efisiensi. transparansl, dan persaingan terbuka antarpelaku usaha yang bersifat 

llntas negara. Institusi yang dianggap valid tidak lain adalah pasar untuk 

mengendalikan supply and demand dan bagaimana agar lidak terjadi distorsl 

pasar. Bahkan intervensi pemerintah dianggap sebagai suatu yang tidak 

ekoncmlkal. Intervensi pemerin!ah dalam perdagangan melalui tarif rlan non-tarif 

benar-benar mehmggar prinsip keadilan Hberal karena mengurangi kebebasan 

ekonomi individu, l!l6 

Negosiasi WTO Agreement on Agriculture meropakan mandat dari pasal 

20 WTO Agreemem on Agriculture, yang dalam perkembangan perdagangan 

internasional perlu umuk dilakukan. Hal ini dikatenakan negam bcrkembang 

merasakan ketidak-adilnn dalam perdagangan internasional di bidang pertunian. 

Scktor pertanian merupakan produk unggulan bagi nega:ra bcrkembang, namun 

dalam perdagangan intemasional negara berkembang tidak dapal bcrsaing dengan 

pelani dari negara m~ju karen a pcrlakuan khusus yang dilakukan oleh negara maju 

kepada petaninya dengao memberikan banyak kemuduhan dan pedindungan. 

Pengalaman negara berkembung dalam perdagangun tnternasional selama 

decade Lcrakhir memn~ukkan bahwa subsidi dno proteksi secarn besar-bcsaran di 

bidang pertauian di negam maju tidak berhasil untuk dinbah. Dislorsi dt~n 

Ill<> Liha! Ade Mmmm Suhenm:m, Pomlagangan Behas (Frl!r: Tmde) Dafmu Pcrspcktif Keadilan 
lnternasiunaf, (!irmml t.blam Jumol Hukum lnlemasiumtl, Volume 5 Nomot 2 Jonuuri 2008. 
Depok: Lern:::aga Per.gkl~jian Hukom lntt.:rna<>ional Fakulwsllukom Universitas Indonesia, haL 

251 dan 263. 
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ketidakseimbangan dalam perdagangan pertanian telah mekenan harga produk 

pertanian, yang mempengaruhi terhadap penghasilan dan taraf hldup pelani kecil 

di negara berkernbang. 107 

Setclah perja:njian pertanian tersebut diimplementaslkan Gangka waktu 6 

tahun untuk negara maju. dan 10 tahun untuk negara berkembang), perundingan 

baru pun kern bali dlla.kukan dengan maksud untuk mencapaf reformasi yang lebih 

fundamentaL Perundingan perdagangan pertanian dilakukan karo:na negara 

berkembang merasa perlu untuk melakukan perubahan di bidang perdagangan 

pertanian. agar tercipta perdagangan yang adil dalam bidang pertanian. 

IU.3.1 Doltu Developmeltt Aget~dfl (DDA) 

Konferensi Tingkat Menteri (Mini.rierial Conference) ke-4 yang 

berlangsung di Doba, Qatilr1 pada ta:nggal 9- 14 November 2001 dihadiri oleh 

142 anggota WTO. Perternuan lerscbut menghasilkan dokumen utamn berupa 

Deklarasi Menteri (Deklarasi Doha) yang mcnandai diluncurkannya putanm 

perundingan baru rnengenai perdagangan jasa, produk pertanian, tarif industri, 

lingkungan hidup, Hak Alas Kekayaan lntelekiua! (HAKI), penyelesaian sengkem 

dan peraturan WTO, 103 

Negosiasi sektor pertanian diakomodir dalam pasal 13 dan 14 Doha 

Ministenaf Declaration, Nomor WT/MIN(O 1)/DEC/1, tcrtanggul 20 November 

200L Pasal 13 Doha MilliSJerial Dedararion, Nomor WT/MIN(OI)/DEC/1, 

tcrtanggal20 November, menyatakan: 1c9 

1
;' Ulnt i\sianto Sinambela, Doha Del'dupmem 4genda ,\·egoli<7JiOilS O'l Agrrculmml Secwr. 

d!muo! d~l..1m JurnallJukum hal.'rnasional, VolumL' ·I Nomor 3. April 2007, Dcpnk: :.emt.'U£,1 

Pengkajinn llukum ln!t•masional Fakuhus Hukum Univcrsi:as lndunL"Sill, hnl468. 

me Lihat T:m Penyusun Dir.r.:ktur::tt Perdagungun, Perindustri:m. ln\·csta:;i dJ.1t HKI Direklnnu 
Jcnderal i\·!ulti!atera! Dcpot:iernen Lmrr Neged, &kifm liTO (World Trade Organi:.atiou}. 

E<Jisi Keempat Op. Cil"' haL 70 . 

• 11'> Lihat Se:l;:rctariat WTO, Doha t\Iinisli!riaf Dedaration.l\:umor WT/MIN(OI)IDECJL !ertanggul 

20 November 2001. pasa! 13. 
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13. We recognize the work already undertaken in the negotiations inWated 

in early 2000 r~ndar Article 20 of the Agreement on Agriculture, 
including the large number of negotiating proposals submitted on 
behalf of a total of !21 Members. We recall the long~term objective 
referred to in the Agreement to establish a foir and murket~oriented 
trading system through a programme of fimdamental reform 
encompassing strengthened rules and specific commitmenls on support 

and protection in order lo correct and prevent restrictions and 
dtstortions in world agricullural markets. We reconfirm our 
commitment 10 this programme. Building on the work carried out to 
date and without prejudging the outcome of the negotiations ·we 
commit ourselves to comprehensive negotiations almed at: substantial 

improvements in market access; redtiClions of, with a view 10 phasing 

out, all forms of expOrt subsidies; and substantial reductions in trade~ 

disrorling domestic support. We agree that special and difforential 

treatment for developing countries shall be an integral part of all 

elements of the negotiafions and shall be embodied in the Schedules of 

concessions and commitments and as "ppropriale in the rules and 

diSciplines to be negotiated, so as to be operationally ejfoctive and to 
enable developing countries 10 efficlively wke account of lheir 
development needs, including food security and rural development. 
We take note of the non-trade concems reflected in the negotiating 

proposals submilled by Membe1:" and confirm that non-trade concerns 

will be taken into account in rhe negotimions as provided for in !he 
Agreement an Agriculture. 

Pusal int mengatur rncngenai negosiasi la~jutan dalam WTO untuk bidang 

pertaninn, yang dimaksudkan untuk mcnciptakan perdagangan pcrtanian di WTO 

yaog lebih adil dan berorien1asi pasar. Kelentuan dalarn pusa[ ini menjndi sa!ah 

satu dasar bagi anggota \\'TO untuk melakukan pentbahan dalam pcrdagangan 

bidang pertanian. 

SeJangkan pas.al [ 4 Doha Mf11islerial Dec!nration, Nom or 

WT!MIN{OI)/DEC/1, Lertangga! 20 November 2001 meng.atw' jangka walau 

pcnyeralmn modalitas untuk komitmen lnnjutan d! bidang perlanian scrta special 

rmd differemiallrevtmcnt. Pas11! ini mcnyatakan: 110 

1 10 ibid, pasal 1-1.. 
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14 . • Wodalities for the further commitments, including provisions for 
special and difforenrial treatment, shall be established no later than 3! 

March 2003. Participams shall submit their comprehensive draft 
Schedules based on these modalities no laler than the date of the Fifth 

Session of the Ministerial Confonmce. The negotiations, including 

with respect to rules and disc(ulines and related legalrexts, shall be 
concluded as part and at the date of conclusion of the negotiating 
agenda as a whole. 

Doha Ministerial Declaration, Nomor WT/MIN(Ol)!DEC/1, tertanggal20 

November 2001 menjadi landasan untuk dimulainya suatu putaran (round) baru 

untuk melakukan negos1asi dalarn ketentuan perdagangan yang telah diterapkan 

oleh WTO. 

Doha Ministerial Conference juga dalam deklarasinya rnembentuk sutau 

struktur baru yaitu Trade Negoriarion..;· Commi!fee yang bertugas mengawasi 

seluruh proses perindungan Dohu dengan kewenangan di bawah Dewan Umum 

(General Council), dan untuk bidaog pertanian kewenangan negosiasi dilakuakn 

melelui Commiltee on Agriculture Sperial St!.ssiort. 111 

Pew.bentukan Trade Negotiations Commilfee terdapat dalam pasal 46 Doha 

Ministerial Declaralion, Nomor WTfMlN(Ol)/DEC/1, tcrtanggal 20 November 

200 I. yang menyatakan: 112 

46, The overall conduct of !he negoiiarions shall be supervhed by a Tmde 

Negotiations Committee under the authority of the General COuncil. 

'I11e Trade Negotiations Commiuee shall hold ilsfil:\·f meeting nor later 

them 31 Januaty 2002. 11 shalf establish approprfare negOiiating 

mechrmlsms as required ami supervise !he progress of the negol ialions. 

: 1 ' Lihm: Tim Penyusun Dircklorot f>erdagnng:m. Perindu:mi;m, hwesta:.i d;m HKI Direl.:.torm 
kndera! Multilateral D~partemcn Luar Negeri, Sekilm- HTO (!Vm/d Trad!! OrgaaJ::ation). 
Ed1si KeempaL, Op, Cit., haL 16. 

m Lilml Sckrell:lriat WTO. Dolin Mi11isfericl Declaration, Op. Cfl., pasa! "6. 
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Konferensi Tingkat Menteri (Ministerial Con_ference) WTO ke~6 yang 

berlaogsung di Hongkong pada tanggal l3-l8 Desember 2005, menghasiikan 

Deklarasi Menteri yang rnenja.di momentum penggerak jalannya proses 

penyelesaian perondingan putaran Doha. Deklarasi Menteri ini menjadi arahan 

dan batas \Vaktu bagi tiap isu yang dirundingkan dalam Putaran Doha.m 

Deklarasi Menter! dalam pertemuan di Hongkong disebut Doha Work Programme 

Nomor WT/MIN(05)1DEC tertanggal22 Desember 2005, 

Negosiator dalam perundLngan rnembutuhkan waktu lebih dari 3 tahun 

untuk menyetujui framework yang ada dalam Doha Work Programme Nomor 

WT/MlN(05)1DEC tertanggal 22 Desember 2005, Deklarnsi tersebut disepakati 

pada bulan juli tahun 2004 di Hongkong, dan saat ini kesepakatan tersebut 

menjadi panduan dalam melakukan negosiasi perdagangan di bfdang pertanian, 

dan menjadl dasur yang kuat untuk me!akukan anaijsa dalam penetuan pilihan 

yang polensial bagi anggota dalarn bernegosiasi selama putaran Doha. 114 

11I.3.2 C/laimum Text on Agricullure 

Cmmuiltee on Agricultnre ,)'pecfal Session mcngeluarkan scbuah 

Chairman Text Tentang Revised Draft Modalities for Agriculture, Nomor 

Th/AG/W/4/Rev,l tcrtanggal 8 Februari 2008. Chairman Text ini bcrisi tentang 

pcrubahan modalitas terkait dengan proses negosiasl di biJang pertaninn. dan di 

dalam Chairman Text pada prinsipnya telah tercnpai kesepahaman an tar anggotn 

WTO mcngenai usulan peruba:han Agreemew on Agriculture, namun penentmm 

modalitas masih menjadi pengbambat tercapainya kesepakatan. 

Kemudian se~elah dilaksanakannya Green Room Mmi Minisreria{ di 

Jencwa bulan 20~30 juli 2008 Committee on Agriculture Special Session 

mcngeluarkan sebuah Chairman Text Tentang Revised Drqft Modalities for 

Ill Uhul .lim Penyusun Oirekto:al Pcrdagangan. P'\..·6nduslrian, !nvestasi <.lun llKl Dlrd:.!ora! 

Je1Jdcr.1: Mullilm<!ml 1Jepat1cmen Luar Ne£.Cr:, Seki/u:; 1170 (Wodd Trade Organi=t1thm). 

Edi:;i KccmJY;l!, 0)7. Cit., h<1L i\6. 

lH Lilml Kym Anderson dan Will Martw .. Agticuitrwe The Key 10 Succcs.~ vf tlw Doha Rmnlrl, 

dalant "Trade.. Doha, u'ul !Jew:lvpment: tl Window in/0 1he !ssw::; .. , Editor Richard Nel\fcnncr, 

Washington DC: The World Bank, 2006, Ita!, 77·78. 
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Agriculture. Nomor TN/AG/W/4/Rev3, Tertanggal 10 Juli 2008. Chairman Text 

ini merupakan hasil dari negosiasi lanjutan yang yand didalamnya telah 

menyepakati beberapa poin tentang modalitas dalam penentuan Special Producls 

(SP) dan juga Special Safeguard Mechanism (SSM). 

Chairman Text ini terus dibahas lebih lanjut datam putaran perundingan 

Doha karcna besarnya perbedaan dalam penentuan modalitas antar negara yang 

berkepentingan dalam negosiasi. Oleh karena itu, negosiasi yang lebib intensif 

dan juga komprehensif antar anggota WTO terutama dari negara berkembang dan 

negara maju sangatlah diperlukan agar perubahan Agreement on Agriculture 

menyangkut usulan Special Products (SP) dan juga Special Safeguard Mechanism 

(SSM) tidak terhambat karena modalitas yang berbeda antar Negara maju dan 

berkembang. 

111.4 Penman Indonesia Dalam :Kcgosiasi Konsep Special Products {SP) 

Indonesia merupakan negara yang aktif dalam hubungan luar negeri terkait 

dengan dalam penmdingan perdagangan intemasionaL Hal ini dapat dilihat dari 

keikutsertaan Indonesia dengan kelompok-kelompok negara di WTO terkait 

dengan perundingan perdagangan pertanian. 

indonesia ikut serta tlalam keanggolaan dalam Cairns Groupw yang 

mcrupakan kclompok penmdingan yang anggotanya gabungan antara negara 

berkembang dan negara maju. umtunnya negam net eksportir pangan. Kelompok 

int didirikan di kota Cairns, Australia pada tahun 1986, beberapa bulan sebelum 

dlmulainya Putaran Uruguay (Uruguay Round). Kelompok ini dimotori oleh 

Australia, dibantu alch Selandia Baru dan Kanada. Cairns Group sangat ofensif 

dalam negosiasl, terutama dalam mcndorong libcralisasi perumian. 1 \~ 

11 ~ AnggoL1 C(til'lls Gmup sJJ ini adalah lnJon.tsm. Auslntli:t, o\rgentimL Bolivia. Br;u,iL Kunada, 
Chiii, Kotombia, Koswrika, Fiji, Gmucma!a, Malnysiu. Selandia Baru, Paraguay. Filipina, 

Altika Selatan. flmilan:.l, dan Uruguay. 

\1<> Lilmt !vl. ilusein Sawil, Liherali.msi Prmgwr Amhisi don Rr:a/ui dalmn Putaran Dohu J:-TO, 

Ov Cit.. haL 80. 
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Cairns Group didirikan untuk menjadi kekuatan ketiga diantara Amerika 

Serikat dan Masyarakat Eropa (Europe Union) yang tetap ingin melanjutkan 

subsidi, kelompok ini berupaya mendorong liberalisasi perdagangan di bidang 

pertanian. Kelompok ini memiliki peranan penting dalam menyiapkan suata 

agenda negosiasi di bidang perdagangan pertanian dan turut serta berpartisipasi 

dalam negosiasi. 117 

Indonesia juga ikut bergabung dengan G-20 118 yang merupakan salah satu 

keberhasilan yang paling p~nting dalam perkembangan negosiasi di bidang 

pertanian. G-20 merupakan aktor utama dalam negosiasi pertanian di Cancun. 

Proposal dan juga kontra-proposal yang diajukan G-20 merupakan hasil penelitian 

yang baik dan juga terkoordinasi dengan baik secara internal yang didirikan pada 

bulan Agustus tahun 2003. Kelompok ini memperlemah Cairns Group karena 

anggotanya yang termasuk kategori Negara berkembang seperti Indonesia, 

Argenlina, Brasil, dan Thailand bergabung dengan G-20, sehingga Cairns Group 

tidak dapat lagi mengklaim mewakili Negara berkernbang. 119 

G-20 dimotori oleh Brasil, kelompok ini berjuang set;ara ofensif terkait 

dcngan akses pasar dan juga sccara de fens if tcrkait dengan kcengganan kelompok 

G-20 untuk meliberalisasi sejumlah produk, terulama pangan. Perjuangan G-20 

dalam negosiasi tidak terbatas pada pilar akses pasar, tetapi juga terhadap pilar 

dukungan domcstik dan subsidi ckspor. G-20 sangat berpengaruh dalam ncgosinsi 

di Konfercnsi Tingkat Mcntcri (Minis/erial Conference) kc-5 di Cancun, 

Konferensi Tingkat Menteri (Minis/erial Conforence) kc-6 di 1-Iongkong, serta 

I . I I " 0 pertemuan am sete a mya. -

117 Lih:It Rashid S. Kaukab, Coalitions and Afliance Strategies for Del'efoping Coulllries in The 
Doha Round of Agricultural Negotiations, clalmn "Reforming Agricultural Trade For 
De1·eloping Countries·', Editor Alex F. 1\kCalla dan John Nash, Washington DC: The Wurlcl 

Bank. 2007. haL 140. 

118 Anggola G-20 saai ini (yang keanggotaannya liclak sclahJtcpal bcrjumlah 20 angguta) adalah: 

Indonesia. Argentina, Bolivia, BrasiL Chili. China. Cuba. Mcsir. Guatemala. India. Mexico. 

Nigeria, Pakistan. Paraguay, Philipina, Afrika Selman. Tanzania. Thaihmd. Uruguay. 

Venezuela. dan7.imhahwe. 

11
Q Lihat Rashid S. Kaukab. Op_ Cit .. haL 1-11-142. 

120 Lihal M. Husein Saw it, Op. Cit, haL 69. 

Universitas Indonesia 

Proposal Special..., Sigit Nugroho, FH UI, 2008



63 

G-33 121 merupakan aliansl negara berkembang yang dipimpln o!eh 

Indonesia dan Filipina. Ke!ompok ini berfokus kepada beberapa elemen utama 

yaitu agenda mengenai Special Products (SP) dan The Special Safoguard 

Mechanism (SSM). Kclompok lni awalnya disebut sebagai Ahansi SP/SSM 

{SP!SSM Alliance)m yang merupakan lanjutan kelompok informal di WTO yang 

disebut Friends of Development Box121 yang aktif di awal negosiasi bidang 

pertanian WTO pada tahun 2000 dan 2001, keiompok ini mengajukan proposal 

penciptaan kotak pembangunan (Development Box) yang menyediakan perlakuan 

khusus (special and differentia/treatment) bagl negara berkembang.124 

Kelompok ini tetap terjaga dengan baik dalam kelornpok negarn G-20 

dikarenakan G-20 tidak berhasjl untuk mengarnbil sikap yang ku:at dalam 

mendukung konsep Spedal Products (SP) dan The Special Safeguard Mechanism 

(SSM) karena pengaruh yang kuat dari anggota G-20 yang berorientasi ekspor125
• 

Walaupun pada awalnya G-20 mcnawarkan kesempatan untuk menjadi a!iansi 

yang kuat dengan rosisi yang komprehensif dalam selumh permasalahan yang 

dinegosiasikan di bidang pertanian. m 

Indonesia telah dipilih sebagai juru bicara G-33 sebclum Konferensi 

Tingkat Mente:-i (ivtfnisterial Ccniference) ke"5 di Cancun. Peran inl secara tidak 

resmi saat ini telah dikonsolidasikan mcnjadi koordinator kelompok G-33. 

Indonesia telab mcnunjukkan kcpemimpinan yang bcrkomitmen dan j11ga telah 

1"' Anggohl G-33 sam lni adalall: lndones:ia. Fihpirl(l. Ar1tlgu:1 Jan Rarbudi1, (larba;.lo;.. Relizc. 

Benin. Bo:swunn. Chinu, Kongo, P:mlai Gading. Kuba. Republik LJominikn. Gr.,nad:L Guyann, 

Haiti, Honduras, !ntliu, J3mlka, Keny!l, Repub!ik Korea, Mauritius. Madagaskar, 7dongoli:J, 
Mozambik. 7'Jikarngt:a. Nigeria, Pakist::n, P:m:mm, ?eru, Saint Kits dan Ncv:s. Saint Lucia, 

Saint Vincent dan The grenadines, Senegal, Sri Lanka, Suriname, Tanz:mia, Triddad ar. 
Tobago, Turki, Ugand:t, Vcnc<:uela, Zambia. d:;n Zlrnbabwe. 

~~~ Ncptm anggola t\lian~i SP/SM (SP·SSM Allimn:e} adnlnh: Indonesia. Kuba Nigcritl. Pakistan. 

Filiplna. :br. Vt:ne?.uela) 

r:n Friend,· of Di!wlopmcnt Box jar.g menjadi spon~or pwpusal ri<:w!lopme/JI box di \1/TO rahd;rh. 

Kuba, ftepubHk Dmninika. E! Sa\'.ldor. Haiti, Hcndurn~. Kenya, >Jikaragua. ?akL:;lmL Sd 

L~mkn. Ug.:mCil. dan Limbnbwc. 

m Llh;tt !{ashid S. Krmkab. Op_ Cif .. hal. I,J3-i44. 

1
::-
1 ,\!'lggota G·20 yang bcrorienlasi ekspor !ldalah: Argemlna, Ch:li, d:m Kos!l-uik.--.. 

1
'-
5 Liha: Rashid S. Kauknb. Op. Cit., haL 144. 
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menyelenggarakan pertemuan tingkat menterl di Jakarta pada pertengahan tahun 

2005.121 

Indonesia melalui G-33 berbasil mengusulkan suatu kerangka konsep 

Special Products (SP) dan Special Safeguard Mechanlsme (SSM) bagi ncgara 

berkemhang pacta Pertemuan Dev.'an Umum (General Counci!) \\rTO 2004 dan 

pad& Konferensi Tingkat Menteri {Ministerial Conference) WTO di Hongkong, 

2005. Konsep ini merupakan penjabaran S&D (Special and Differential 

Treatment) untuk mewujudkan kebutuhan pernbangunan (development needs) 

bagi negara berkembang seperti ketahanan pangan (food security), dan 

pembangunan pedesaan (rura{ development). Kansep SP ada~ah fleksibilitas 

dalam hal tingkat penurunan tarif sedangkan SSM dimaksud sebagai instrumen 

untuk menjaga kinerja produk pertanian darl gejolak impor (impon surge) dan 

harga yang dial<ibatkan oleh impor. 128 

G-33 berperan dengan aktlf dalam Konferensi Tingka.t Menteri 

(A1misterial CorJerence} WTO di Cancun. G-33 mempresentasikan proposal 

Special Products (SP) dan The Special Safeguard }.{echanism (SSM) yang saat ini 

tengah dinegosiasikan dan mengadak.an bcberapa penjclasan kepada media. 

Annex dari Framf!work Agreement pada tahun 2004 yang mcmulai kemb:ati 

ncgosiasi Putaran Doha (Doha Rormdj, mcncakup 2 (dua) konsep tersebut !2<; 

G-33 mengajukan "G33 Proposal on The modalities for the Designatfon 

and Treatment of Any Agriculwral Product as a Special Product r.s·p; by Any 

Del'eloping Country Member·', nomor JOA{05)/304 tertanggal 22 November 

2005, proposal ini disirkulo.sikan pada Commilfee un Agric:uliure ~pecial .\'ession 

atas permintaan indonesia. Proposal lni berlsiku.n modalitas dalam penenman 

Special Product (SP) bagi anggota ncgara berkembang dengan dilengkapi daftar 

1:7 /hid. 

l:t !.ih.:tt Ddim:t ll:'l$fi :\JJLh~tl'i da:1 bk;ndar ?;m!;tit:m. l'r.-tonuul fndo/lcsiu dalam penmdillf!tiH 

t~/!ll'tl/1 padagougun imr:masionaL Jimual dulam Jumal Huktml lnl<:masio:ml Volume 4 

N(lmm J. April 2007, Depok· lembaga Penlskajiun }h:kum lmcm:~skmal Fakult;;~ Hukum 

Uni\'ersit:.ls lndooc~iu. hal 492 

12
" Lihat Rashid S. Knukah, Op. Ctl., haL t4'L 
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ilustratif da:lam penentuan Special Producl (SP)- lndikator i!ustratif penentuan 

Special ProducT (SP), dinyatakan dalam annex: 130 

{i) The product is identified as a staple food or as part of the basic food 

baskM of the developing country Member through laws and 
regulations, including administrative guidelines. 

(ii) (a) A significant proportion of the domestic consumption of the 
product in its namral unprocessed or processed form is met 
through domestic production in the developing country member 
concerned; or 

(b) Total domestic production of each food class (in terms of 
carbohydrates, fats and proteins or any other focd clas~1 

accounts for a significant proportion of the total nonnative 
requirement of that food class in accordance with the dietar.Y 
preferences; or 

(c) The product contributes to a significant proportion of the total 
calorific intake per capita per day. 

(iii) (a) A significant proportion of the !vial fbod expenditure, or of The 

rota[ income, at the household level in the developing country 
Member concerned is spent on the product; or 

(b) A significant proportion of the total agricultural inconw at the 
household level in the developing cowt!IJ' Afember concerned is 
derived from the producrion ofrhc product. 

(iv) Domestic consumption of 1he producr in lhe developing counJry 
Member is sign~Jicant in relation to total world exporL1· of that 

producr. 
(v) A significant proportion of lola! world export!:> of the product fs 

accormtedfor by the largest exporting cormllJ'· 
(vi) (a) A sigrlificanl proportion of the total domeslfc production of the 

pmducr is produced Dt1 farms or operational land holdings of 20 
hectares or of average farm size of the developing couniry 
A1ember concerned or less in size; or 

(b) /!significant proportion of the farms or operational land holding., 
producing the product are of 20 hectares or !he average farm 
slzr.: oft!Je developing count1y Member or less in size. 

m Uh:n GJj Proposal on Thi! modalities for tlte Designation and 1iwlftm:III of;lny :lwicuftural 

f'roducf as a Svecial Praducl (SP) by Any JJereloping Coumry ,\1f:m!wr'', nomor 108(05)1304 
ter1angsal 22 November 2005, rmne.x. 
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(vii) A significant proportion of 1he producers engaged in the production 

of the product are low income, resource poor and subsistence farmer 

or disadvantaged producers. 

(viii) (a) A rdalively high absolute number of people are dependent on the 
product; or 

(b) A significant proportion of the total agricultural population or 

rural labour force is employed in the production oft he product. 
(;x) A si'gnificant proportion of the gross arable land is under cultivation 

of the product. 
(x) A significant proportion of the domestic production of the product, 

including a product produced from livestock is produced in drought

prone or hilly or mountainous regions. 

(xi) A significant pro]XJraon of the domestic production of the product is 
produced by vulnerable populations such as tribal communities, 

ethnic groups, women, aged people, or disadvantaged producers. 

(xit) The productivity per worker or per hectare of the producT in the 
developing country Member is relative~v low as compared to either 
the aveJcage productivity in the world or the highest productivity level 

achieved in any country. 

(xiil) A relatively {ow proportion of the product is processed in the 
developing counoy Member as compared to the world m'erage. 

(.Yiv) The product contributes to !mproving the living standards of the rural 

population directly and through irs linkages to nnn..Jarm rural 
economic activities. including handicrajis and collage industries or 

any other form of rural value addition 

(.x1:) A significant proportron of the total value of agricultural production 

or agricullural GDP or agrlculrural income is contributed to by the 

producr. 
(.ni) A significant proporlion oft he customs tar{lfrevenue is derived from 

the product in a developing cmmt1y Member. 

{.Y:vii) a. A .vignificant proportion of the agricultural income or agricultural 

production is derived from the production of the livesiock 
product(s), or 

b. A sigHificanr propor!lon of 11le agrlcrrflural population or mral 

labour is employed in the producrion oft he iiw:stock product(sj. 

Kcmudian terkail dcngan Special Safeguard Mechanisme (SSM} G-33 

mengaj~1kan ''ProprMal on Article SSM jor Developing Country'', 00n1(J( JOH (06)164 

tertanggal 25 Maret 2006 pada Committee on Agriculture Special Session. Proposal 
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inl berisi tentang ketentuan SSM secara jeJas sesuai dengan kepcntingan ncgara 

anggota G-33. 

Konsep Special Products (SP) berbasil dimasukan ke dalam kedalam pasal 

41 Annex A Doha Work Prograrne No. WT/51579 tertaoggal2 Agustus 2004 yang 

telah diadopsi oleh Dewan Umurn (General Council) WTO pada tanggal I 

Agustus 2004, yang menyatakan:lll 

41. Dew/oping country Members will have the flexibility to designate an 

appropriate number of products as Special Products, based on 
criteria of food security, livelihood security and rural development 

need\', These products will be eligible for more flexible treatmenL 
The criteria and treatment of these products will be further specified 
during the negoJiation phase and will recognize the fundamental 
importance of Special Products to developing countries. 

Sedangkan untuk Special Sqfeguard Mechanisme (SSM) bagi negara 

bcrkembang berhasil dimasukan kc dalam kedalam pasal 42 Annex A Doha Work 

Programc :No. WT/5/579 terU.mggal 2 Agustus 2004 yang tclah diadopsi oleh 

Dewan Umum (General Council) WTO pada tanggal I Agustus 2004. yang 

meny:atakan: 111 

42. A Special Safogrwrd Mechanism (SSiVf) will be established for use by 

developing country Members. 

lndonesia telah berhasil mempcrjuangkan sejum1ah kepentingan antara 

lain pcngccua.lian produk pertanian (special products} dari pemotongan ben dnlam 

WTO Mini lvfinislet·ial yang mcmbahas Doha Development Agenda yang 

m Lihut Sckrelariat \\'TO. Doha !l'ork Programme No. WTd/579 lcrtanggal 2 :\gustus 200~ 
yang diadopsi o!eh Dc,van Umum (Gem:l'al Council) WTO pada langg;l I Agustu$ 2004. 
:lnm:.r A pusal 4 J. 

m lbid.,:lwutx A pasal42, 
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berlangsung di Jenewa pada ta.nggal 20-30 juli 2008. Indonesia telah berhasll 

mernperjuangkan sejumlah kepentingan antara lain pengecualian produk pertanian 

(special producu.) dari pemotongan bea. Keberhasilan perjuangan Indonesia 

terscbut mengandung arti bahwa sejumlah produk sensitiflndonesia seperti beras, 

gula, jagung dan kedclc telah tcrlindungi, yaitu tidak terkena potongan bea masuk 

apa pun dibandingkan dengan komitmen kita sebeiumnya (bound uruguay round 

rates). Dalam pelaksanaan nantinya. maka bllamana diperlukan guna melindungi 

petani kita. untuk beras kita dapat mengenakan bea masuk tertinggi berdasarkan 

komitmen kita yang !alu, atau sarnpai dengan 160%_n::> 

Fokus resistensi negara eksportir dalam WTO Mini Afinisterial beralih 

kepada Special SajCguard Mechanismc (SSM}- Amerika Serikat tetap tidak dapat 

menerima trigger dibawah 140% dan tetap memaksakan trigger yang tidak 

reasonable" 1J.1 

Indonesia sangat berperan dalam menggarisbawahi pemlngnya 

kes:eimbangan nn!ara mekanisme pengamanan yang efck'iif dan dis:iplin sehingga 

tidak menghambat perdagangan di satu sis.i dengan keaktifan berpartisipasi dalam 

mencart kompromi yang berimbang di sisi lain. Indonesia d.nn Kelompok 0-33 

telah berjuang dengan gigih menolak leks mengenai mekanisme pengamamm 

perdagangan pertanian SSM (Special Safeguard Afechanism). Indonesia sangat 

keras dan konsisten mcmpcrLahankan babwa mekanisme SSM yang ditawarkan 

d<!lam teks, sangat ridak scnsitif terhadap kepentingan negara scdang berkcmbang. 

Bagi Indonesia, SSM merupakan hal yang san gat prinsip yang tidak dapat ditawar 

ynng san gat tliperlukun untuk mellndungi julaan petani kecil kita dan petani kedl 

lain di ncgara scdang berkembang. m 

m Lihat Sianm Pcrs Dcparternen Verdagangun Repuhlik Indonesia, PerwJdingon Doha 
Dew•!opmem Agenda f{)IJAJ~IJTO. b:donesitJ dan G-33 tctap Rcrfalum dan Hcm~Hlvk Hmil 

:\'rgosimi. dlakscs d:td lnlp:/iww>\ .dCJXh.lg.go. idl!ndex.~lp?optiOn"'Siarart _}F:($&task · · 
dc-:ll&ldooo)fi.J-4, 1a11g.grtl 22 Agm;tus 2008. 

IH Lihat. PTRL Jene\\a. Hr lnponm Rangkahw Penmdmf(wr Hm'IJrmiul 1ill}\1Wf Jfrnt.:ri 

Puwmn DOH.·! WTO. Jrnew.:t 20-:<1 juli 2008.lcr:anggl'.l J I Juli 200-LL 

m Lil:at Siarnn Pers Deparlernen P~rUugang:111 Rcpt:blik lndonesin. Pe,•wtdingou Delta 
Del'e!opme!!l Agenda fDDA)-IVTO: fnd(J!Jf:Siu dw1 G-JJ felap Berlahan dan Mem-Biok !Iasil 

Negosiasi. Op, Cit. 
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KONSEP SPECIAL PRODUCTS (Sl') SEBAGAl PERLINDUNGAN 

TERHADAP PERDAGANGAN PERT ANIAN INDONESIA 

IV .1 Konsep Special Products (SP) 

Konsep Special Products (SP) diajukan oleh negara bcrkembang yang 

tergabung dalam G-33 sebagai bentuk spesifik dari Special and Differential 

Treatment dalarn kerangka pilar Akses Pasar (llfarket Access}, Konsep ini 

diajukan karena Special and Difforential Treatment yang selama ini diberikan 

kepada negara berkembang dalam WTO Agreement on Agriculture dirasakan 

belum mampu me,mberikan hasil yang baik, terutama t.lalam hal pola perdagangan 

yang yang bcrimbaog antara negara berkembang dengan negara rnaju, Selama ini 

Special and Di]Jerential Treatment hanya efektif bagi negara berkcmbang terkait 

dengan jangka waktu pencrapan kett:ntuan-ketentuan yang ada di dalam W'fO 

Agreement on Agrir:u/fure yang leb!h lama, dan tingkat pcnurunan tarif yang lebih 

rendah jika dibandingkan dengan negara maju. 1>6 

Ncgara berkembang menginginkan agar sejumlah produk pertanian 

(maksimal 20% dari total pos tarif) untuk memperoleh flcksibilitas dalam 

pennrunnn turif atuupun da!am pernbebasan tarlf yang berbeda dengan ketenmao 

umum. Dengan lleksihi!itas ini diharapkan negaru berkembang dapat 

menyesuaikan diri, dan mampu pula mendorong pcmbangunan pedesaan, 

mcngunmgi jumlah orang miskin dan memperkuat kctnhanan pangan (food 

security, livelihood security and rural development). l:n 

u> LihJ.l J\t l!uscin S:ml!, Op. Cir. lwl. 104. 

ll 7 Lihat Anion Apriyantono (Menter: Pcnankm Rl), Kepe111inga11 Penmtian lndmu•sia Oalc1m 

Pcrdogangon fmertJa~wnal, dimua! Julnm Jumo.l H1,1k1,.1m Jmc:nasional Volum'" .J Komor J 
April2007, Op. Cit., haL 455. 
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Aspek-aspek tersebut adalah non-trade concerns yang juga 

dipertimbangkan dalam WTO Agreement on Agriculture, namun belum 

mendapatkan tempat yang layak dalam menciptakan sistem perdagangan yang adil 

dan berorientasi pasar. Hal inilah yang menjadi dasar, proposal tentang Special 

Products (SP) yang dirancang oleh G-33 dan disampaikan pada berbagai 

pertemuan formal maupun infonnal WT0. 138 

Konsep Special Products (SP) sebagai Special and Differential Treatment 

dalam pilar Akses Pasar (Market Access) yang diusung oleh G-33 telah disepakati 

secara prinsip dan dimasukan ke dalam kedalam pasal 41 Annex A Doha Work 

Programe No. WT/5/579 tertanggal 2 Agustus 2004 yang telah diadopsi oleh 

Dewan Umum (General Council) WTO pada tanggal I Agustus 2004, yang 

menyatakan: 139 

41. Developing country Members will hm>e !he flexibility to designate an 

appropriate number of products as Special Products, based on 

criteria of food securiry, livelihood security and rural development 

needs. These products will he eligible for more flexible treatment. 

The criteria and treatment of Ihese products will be further specified 

during the negoriation phase and will recognize the fundamental 

importance ofSpecial Products to developing counrries. 

Selanjutnya kon.sep Special Products (SP) ini diperlegas dalam Chairman 

Text Nomor TN/AG/W/4/Rev.J, Tertanggal 10 Juli 2008. Hal ini merupakan 

sebuah kemajuan yang berarti bagi negara berkembang dalam negosiasi pularan 

Doha, agar tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap sektor pertanian 

mcrcka dan juga mcmbcrikan pcrlindungan kepada pctani di negaranya dapat 

lercapai. 

m Ibid.. hal. 455-.:156. 

119 LihaL Sekretarial WTO, Doha Work Programme No. WT/5/579 Lertanggal 2 AgusLus 2004. Op. 

Cir., tl1111ex A pasal 4 I. 

Universitas Indonesia 

Proposal Special..., Sigit Nugroho, FH UI, 2008



71 

Pasal 120 sampai dengan I22 Chairman Text Chairman Text Nomor 

T1'."/AG/W/4/Rev.3, Tert.anggal 10 Juli 2008, menyatakan: M! 

120. Developing country Members shall be entitled to self-designate 
Special Products guided by indicators' based on the criteria of 
food security, livelihood security and rural rJeve/opmenr. There 

shall be 10~18 per cent of tariff lines crPailable for self 
designation as Special Producti. Up to 6 per cent ojlno lines 

may have no cut. The overall average cut shall, in any case, he 
1 0~ 14 percent. 

121. In the case of small vulnerable economies, including those 
among them which are ceiling binding and homogenously low 
binding countries, they may, if they choose to do so, apply the 
moderated tariff tiered formula for SVEs provided for in 
paragraph Error! Reference source not foul!d. above plus the 

Spacial Producr entitlement owlined above. Alternatively, they 
may chose not to apply the tiered formula bUl simply meel an 
overall average cut of24 per cent through haring in effect opted 
to designate as many tariff lines as they choose as Special 
Products. The tariff lines so chosen need not be subject to any 
mr'nimum tariff cui and need not be guided hy the indlcators. 

122. In the case of RAlvls, the maximum wriff line entitlements lO 

Special Products shall be one - tenth greau:r than the ammmls 
specified in paragraph 120 above and the overall average cui to 

be achieved for the designared wrifflines mt{]' be-further reduced 
by rme lenth 

-:-:---- ······----
1'0 Sekt-etariai WTO. C!winnon Te:r.t Numor TN!AG!W!4iHev.3 tenanggal to Juli 2DO!t, l'ul;a: 

120-123. 
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Foolnote 

18 See Annex F. 

FJ Below this level, the developing country Member concerned need 

nor resort to guidance by those indicators. In The case of RAMs. the 
threshold level ab(}Ve which indicators are not required lo be used 

shall be 1 percentage point higher. 

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat dengan jelas bahwa negara 

berkembang diberikan hak untuk menentukan sendiri produk pertanian khususnya 

(Special Products) dengan panduan dari indikator yang diatur dafam annex F 

aturan ini. Penyusunan Special Products bagi negara berkembang ini didasarkan 

pada kelahanan pangan, kehidupan dan pembangunan pedesaan. Batas tarlf yang 

dapat diambil oleh negara berkembang adalah sebesar to-1 8% dari batas tariff 

yang tersedia, dJn rata-rat secara keseluruhan pemotoagan tarif adalah sebes1:1r 

10~14%. 

Small vulnerable economies dan negara anggota baru WTO (Recently 

Acceded MembeniRAMs) dapat juga menggunakan Special P1·oducts untuk 

perlindungannya. Special Products bagi Small vulnerable economies pasal 121 

Chairman Text Nomor TN/AG/W/4/Rev.3, Tertanggal 10 Juli 200& merupakan 

pilihan yang dapat dilakukan secara alternatif dengan ketentmm pasal 65 yang 

mengalur llitngenai hak mcreka untuk melakukan pcmotongan batas t.arif yung 

lebih modcrat dibanding negara berkembang, serta tidak perlu untuk mengiluti 

ketentuan indicator dalam annex F Texl Nomor TNiAGIW/4fRev3, (ertanggal 10 

Juli 2008. 

Sedangkan bagi negara anggota baru \VTO (Recently Accedetl 

Members/RAMs) penggtmll.:'ln konsep Special Producrs dimur lebih b.:sm dalam 

penentu:m bat as lari fhya (hound Tarijj}. Bagi mereka bcrdasarkan pasal I 22 

Chairman Text Nomor TN/ AG/W/4/Rcv.3. Tcr1anggal 10 Juli 2008, barns tarlfnya 

mcnjadi 1/l 0 aturan pasal l20, dan pemotongan tarif keseluruhan secara rata-rata 

yang harus dicapai adalah sebesar 1/10, 
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Annex F Chairman Text Nomor TN/AG/W/4/Rev.3, Tertanggal 10 Juli 

2008 merupa:kan daftar ilustratif mengenai indikator penentuan Special Products 

(SP) dalam bidang pertanian. Annex f menjadi indikator penentu dalam rangka 

penenttlan Special Products (SP). dalam Annex F dinyatakan: 141 

1, The product is a staple food, or is a part of the basic food basket of the 

developing country Member through, inter alia, laws and regulations, 
including administrative guidelines or nalional development plan or 

policy or historical usage, or the product contributes significanrly to 

the nutrirional or caloric intake oj1he population. 
2. A significant proportion of the domestic consumption of the product in 

lts natural, unprocessed or processed form, in a particular region or or 

a national/eve!, is mer through domestic production in the developing 

country A/ember concerned 

3. Domestic com;mnpfion of the product in the developing country 

Member is significant in relation to tow! world e:cpnrts ofthut product,· 

or a si'gnificant proportion of totai world exports of the product are 

accounted for by rhe latgest exporting cormtry. 

4. A significant proportion oft he lola! domeslic production oft he product 

in a pa:·ticular region or at the national level is produced on forms or 

operalional land holdings of up 10 and including 10 hectares, or is 
produced on farm or operational land holdings which are of a size 

equal to or h:.ys rhan the average farm size of I he devefoping cormOJ• 

Member concetned. or a significant proportiOn of the farms or 

operational land holdings producing !he producT are up to and 

fnc:lllding 10 heclmY!s in si:::e or of the m·erage fimu size or {ess of the 
devefoping country };fember concerned. 

5. A significant proportion of the total agrfcultural population or nwal 

labour force, in a particultrr region or at tim national level, ;:r 
employed in the production of the product. 

6. A sfgnificanr propOJ'Iion of !he producers of rhe prodru:l. ilr a 

pnr!icular region or at the national level, are low income, resource 

poor, or :mbsistem:e farmers, including disadvantaged or vulnerable 

communities tmd women or a significant proportion of the domeslic 

productirm of the product is produced in disadi'Oflfag~;d n:gions mul 

"'
1 Sekrctarim WTO. Op. Cir, Annex F. 
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areas including, inter alia, drought-prone or hilly or mountainous 
regions. 

7. A significant proportion of the lola/ value of agricul!ural produc11011 or 

agricultural income of households, in a particular region or at !he 
national level, is der·ivedfinm the pmduction of the produc!. 

8. A relatively low proportion of the product is processed in the 
de..,·doping coun!1y Member as compared to the world average: or the 

product conh'ibutes a relatively high proportion to value addilion in 
the rural areas, in a particular region or at the natfonalleve/, through 

its linkages to non1arm rural economic activities, including 

handicrafts and cottage industries or any other form of rural value 
addi~ion. 

9. A significant proportion of the agricultrwal customs tariff revenue is 

derived from the product in a developing country ,\!ember. 

10. A significant proportion of the total food expenditure, or of !he total 
income, of households in a particular region or at the national level in 

the developing coumry Member concerned, iS spent on the product. 

11. The producl in respect of which product specific AMS or b}ue box 

support has !teen notified by any frTO Member and which has been 

exported by that notifying Member during any year from !99j to rhe 

starling date of the implementation of Doha Round. 

12. The producti\•ity per worker or per hectare of the producE in 1he 
developing country Member. in a particular regitm or at the nalional 

level, is relatively low as compared to lhe average productivity in the 

world. 

lodikator ilustratifiui memiliki kesamaan dcngan yang diajukan olcb G-33 

dalam "G33 Proposal on The modalities far lhe Designation and Trearme/11 of 

Any Agricultural Product as a Special Produc1 (.';,;P) by Any Developing CozrntJ)' 

.~1ember", nomor JOB (05)/304 tertanggal 22 November 2005. Hal ini 

menunjukkan bahw:t usulan G-33 mengenai daf\ar ilustratif tcrakomodisasi 

dengan baik dalam Clwinuan Text Nomor TN/AG/W/4/Rev, I. terlanggnl 8 

Februari 2008. G-33 telah berhasil untuk memainkan perannya dalnm ncgosiasi 

terkait dengan daftar tlustratif dan tetap konsis£en dcngan komitmennyn dalam 

usulan Special Products {SP). 

Indikator dah:m Annex F menjad[ dasar bagi negara berkembang maupun 

Smalf vulnerable economics dan negarn anggota baru WTO (Recently A.:ceded 

Universitas Indonesia 

Proposal Special..., Sigit Nugroho, FH UI, 2008



75 

Members/RAMs) unwk menerapkan konsep Special Products (SP) pada sektor 

perdagangan pertaniannya, lndikator ilustratif dia1as, akan rlijadikan acuan dalam 

penentuan Special Produc·ts (SP) dan terdapat 12 indikator yang harus dipenuhi 

oleh suatu negara yang termasuk dalam kriteraia negara berkembang, Small 

vulnerable economies dan negara anggota baru WTO (Recently Acceded 

Members/RAMs) agar produk pertanian negara mereka bisa dikategorlkan se:bagal 

Special Products (SP) sehingga dapal memeperoleh kehususan dalam perlakuan 

batas tarif. 

Setelah berlangsungnya Wl'O Mini Ministerial yang berlangsung pada 

tanggal 20~30 juli 2008, terjadi perkembangan dalam konsep Special Products 

(SP). Saat akan dilangsungkan pertemuan menteri anggota G~i42 yang 

berlangsung secara [nformaJ, Indonesia selaku koordinator kelompok 0~33 yang 

pada awalnya terindikasi akan dilibatkan dalam pertemuan menjadi tidak 

dilibatkan karena adanya keberatan dari negara tertentu yang menganggap 

perundingan akan menjadi tidak seimbang. Hal ini dikarenakan G-33 dianggap 

sudah diwakili oleh China dan India dalam perlemuan negara G-7 terst!buL 

Walaupun dalam pertemuan mented anggota 0~7, Indonesia tecap mendaptakan 

laporan rinci tentang hasil pertcmm:m khususnya dari China dan India, kcdua 

negara tersebut meminla pandangan Indonesia mcngcnai langkah selanjutnya 

yang barus dlambil dalam menanggapi persolan yang muncul. m 

Dalam nmgka menjembatani perbedaan pos[s[ ncgara m.aju dan negara 

be:rkembang, Pascal Lamy mengusu!kan jumlah total SP's scbcsar 12% dari total 

pos tarif dengan pernotongan rata-rata sebesar J !~/!>, akhitrnya posisi !crsebut 

bergerak rnenjadijumlah toral SP's naik menjadi 15% dan total pemotongan rata~ 

rata tnrun menjadi II%. Hal ini terjadi sete!ab mendapatkzn masulam berupa 

Joinf Suuement yang merefleksikan pergerakan posisi mengenai SP's dan SSM 

sebagai beniuk fleksibi!iatas konstruktif kelompok untuk mendorong kemajuan 

::: (j~ 7 nwrup;.~kan N.:garll p<:mnin ulnma di \VTO yang lerdiri dari Amerika SerikaL Austra!i:~. 
HrazlL Masy<lntk<tt Ervpa. Jc:p<mg, dan China. 

PJ Uh;u, PTRl Jenev.a. Op. Cit. 
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yartg diusulkan oleh negara~negara anggota kelompok G-33, Afr•can Group1.u, 

Africa Carribean Pacific Groul"1 dan Small and Vulnerable Economies114
• 

141 

Penga.mandemenan wro Agreement on Agriculture untuk memasukan 

konsep Special Products (SP) meourut pendapat penulis merupakan benll!k dari 

pengbilangan jarak (gap) akibat tidak ter.vakilinya kepentingan negara 

berkembang dalam forum WTO karena kekuatan ekonomi yang tidak kuat, hal ini 

sejalan dengan pemikirnn Frank J Garcia dalarn Globalization and The Theory of 

International Law. Selain itu merujuk Theory of Justice dari Frank Garcia, akan 

menjadi penyelmbang bagi negara betk.embang dalam perdagangan intemasional 

melalui Special and Difforenual Treatmenl sehingga negara berkembang 

mendapatkan the same playing field dengan negara maju di bidang pcrdagangan 

pertanian, 

144 Saat ini leidl!pat 41 ncgara anggol.::l WTO yang rnasuk kcanggota11n African Group, yailu: 
Angola. Benin, So!swrona, Burkina Faso, Burundi, Kamcrun, Republik Afrika Tengah, Cbad, 
Kongo, Rcpub!ik Demokrntik Kongo-, Djibomi, Pantai Guding, Mesfr, Gabon, Gambia. 
Gh~na, Guine<t, Guinea Bissau, Kenya, Lesotho, Madagaskur. M<~li, Malawi, Maurhanfa, 
Mauritius, Maroko, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, 
Afrika Sdal1ln, Sw<~ziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe, 

:n :ifrica Carribean Pac:ifk Group (ACP) tcrdiri dari 79 negara, .Oimana 5<1 negara anggma ACP 
merupak;~n anggoL1 WTO, anggota ACP yaitu.' Angola, Antigua and 1Jarbuda, Belize. Cape 
Verde. Comoros, Bahamas. Barl:mdos. Bcain, Bol.swana, Burkina Fa.~o. Burundi, C;ur.eroon. 
Republik Afrib. Tengub, Chad, Kongo, Rcpublik Demokra\lk Kongo, Cook island, Pan!ai 
Gading. Kut:m, Djiboult, Rcpublik Uominika, Eritrea. Ethiopia .. Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, 
Grenada. Republic of Guinea. Guincu-Bis::U.u, Equatorial Guinea, Guyana, Hai!1. Jamaica, 
Kenya, Kiribati, Lcsolho. Liberia. Madagaslmr. Malawi. Mali. Marshall Islands, l\ laurillmiu. 
\{auritius, h·ficronesla. Mo;;ambique, Namibia. Nauru, Niger, N1gcria, hiuc, PJb:u. Papua 
New Guinea, Rwanda, SL Kilts and Nc\'ts, St. l.uda. SL Vin;:en: and the Grenadlnes, 
Solumon lsbnd!l', Surnoa, Suo Tome and Principe, Seneg:J.l, S.e.ycltelks, Sicr;a Leone, Somalia, 
Afrika Selatan, Sudan, Suriname, Swaziland, Tanzania, Timor Leste, Togo, Tor.ga. Trinidad 
J:m Tobago, Tu\'alu, Uganda, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe. 

H6 d I lstilah Small Qll Vulnerab c Economies Uikeluarkan di WTO da!:m1 p:1sal 35 lenlang '"Small 

q7 

Eco11omi.ts·· Oohu JlimmriallJ'.!I.:lomtion ttomor \\'T/1\IIN(l)!Dccl!. tanggal20 Nm·embe:r 
200 l, merupaknn ncgma yang rapuh dalam struktur ekonominya, dun mermru! GNCTAD 
terdapa1 92 !lCg<lfl'. y;mg nv:nv.:r:ul:i krltera inl. dia:ltaranya: A(gh:miswn, Angoh1, lknin. 
Bur',;ina Fa;;o. Bol:;·ia. BunmUi. Knmbu.ia.. C;1p:: Vc:>1o:. Re;;u't1:ik,Afrika Tc:1gah. Rcpub!ik 
Demokra\:k Kongo, Djib::mti, Gubca, Haiti. Madagaskar, iiAabm·i. :\!ali, Mauntania, N~:pal, 
Niger, Rwanda. Sudan. Timor·Lcstc. Tugo. Uganda. Taomr.ia. Vauuaux Ycmcv, Zambiu. 
ltepublik IXnuinku., Gabon, Honduras, Nictnugutl, Paraguay. dan Sudan. 

Lihat, PTRlJenewa. Op. Cif. 
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Pengamandemenan in! menurut penulis terkait dengan pendapat Hunter 

Nottage dan Thomas Sebastian da!am "Gfving Legal Effect To The Results Of 

WTO Trade Negotialios: An Analysis Of The Methods Of Changing WTO Lmv" 

berisikan perubahan ketentuan perjanjian multilateral WTO, bahkan WTO sebagai 

organisasi lntemasional dapat diganti dengan organisasi baru jika dirasa perlu, 

Terkait dengao efek hukum dalam pelaksanaan hasii amandemen maka 

membutuhkan kesepakatan sesuai ketentuan WTO mengenai Amandemen, 

Namun jika tidak dapat disepakati, maka hasil amandemen terhadap WTO 

Agreement on Agriculture dapat dijadikan sebagai Plvrilatera1 Agreement yang 

akan memberi efek hukum bagi anggora WTO yang mcnyepakati hasH 

amandemen WTO Agreement on Agriculture dimaksud sesuai dengan ketentuan 

pasal II ayat {1) Marakesh Agreement Establishing The World Trade 

OrganiZation. 

lV.2 Special Safeguard Mechanisme (SSI\'1) Sebagai Perlindungan 

Terhadap Perdagangan Produk Pcr(anian 

Special Safeguard Mechanfsme (SSM} adalah suatu mekanisme 

perlindungun sementara akibal serbuan impor (surge in import) atau kejatuhan 

harga {decline in price). Perlindungan ini dipcruntukan untuk ncgara bcrkcmbang, 

dan perlindungan ini harus fleksibe! sehingga menjadi cfektif apabila 

dilnksanaknn oleh negara berkembang. 148 

Special Safeguard Mechamsme (SSM) mempakan pcngubahan dari 

pcratoran safeguard dalmn pa:sal 5 Agreement on Agricufmre 1 ~9 • Dengan konscp 

yang dinegosiasikan dalam proposal yang rliajukan negara berkembang, maka 

akan terjadi perubahan artikel 5 Agreement on Agri<;ullure tcrsebut Safeguard 

akan dibagi 2 menjaJi .S'pt:dal Agricultural Safeguard (SSG) dnn .)'peciaf 

Safeguard Mechanism (SSM) untuk ocgara berkcmhang yang merupakan bagian 

dmi kom.cp Speclol and JJi(fi:rentia! 1h:cllmenf WTO. 

~~~ l,lhnt ;..4, ftuseln S:mil, Op. Cir. hal. 117. 

149 Lihat (Jab lllenlang Tinj:lUal'l Umum Mengenai AgracmaJ/1 rm Ap,l'iculwre. hal 29·34. 
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Special Safeguard Mechanisme (SSM) bagi negara berkembang secara prinsip 

telah berhasil dimasukan keda!am pasa! 42 A11nex A Doha Work Programe No. WT/5/579 

tertanggal 2 Agustus 2004 yang telah dladopsi oteh Dewan Umum (General Counci!) 

\VTO pada tanggal l Agustus 2004, yang menymakan:H11 

42. A Special Safeguard Mechanism (SSA1) will be establishedjol' use by 
developing country Members. 

Selanjutnya dalam Chairman Texl Nomor TNJAG!W/4fRev.3, tertanggal 

lO Juli 2008, diatur dengan jelas pcmbagian Special Agricultural Safoguord 

(SSG) menjadi 2 bagion yaitu Special Agriculwral Safeguard (SSG) dan Special 

Safeguard lt.fechanism (SSM). Hal ini merupakan sebuah keberhasilan bagi G-33 

untuk melindungi produk pertanian dalam negeri dari scrbuan prodak impor. 

Pasal I 17 sarnpai dcngan 119 Chairman Te.•t Nomor TN/AG/W/4/Rev.3. 

tertanggal 10 Juli 2008, mengatur mcngenai Special Agricultural Safeguard 

(SSG), dalam pasal ini dinyatakan: 151 

l 17. Developed country Members shall 
EiEher 

eliminale the SSG 

Or 
reduce to I .5 per cent of scheduled Eariff lines the 1111mber of lines eligible 

for the SSG. 

118. Fur developing counfly Members 

Either 

the terms and conditions of th(' SSG shall remain rmc!umged from the 
URA.A 1erms rmd condilhms exc<Jpl that the wrijf mtes concemed .\·halt he 

updated 10 re/h.!cl the outcome o,{tl!e Doha Round negotiations. 

SJ Uhat Sckn:tarmt WTO, f)oha irorA !'ro~mmwt No. WT/5/57') 1.\:rtanggnl 2 Agustus 200-L 
Op. CiL, Annex A pasu! ·l2. 

151 Liha: Sckreinnni WTO .. Op Cit. pasal I 17~1 19. 
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Or 

the SSG coverage shall be reduced to no more than 3 per cent of tariff 
lines and the terms and condiiions of the SSG shall remt•in unchanged 
from the URAA terms and conditions except that the tariff rates concerned 

shall be updated to reflect rhe outcome Q.fthc Doha Round negoliatlonx, 

119. Article 5 of the Agreement on Agriculture shall be amended 
accordingly to reflect these modalities. 

Aturan da!am L.ftairman Textl\'omor TN/AGIW/41Rev3, Tertanggal 10 

Juli 2008 rnenyatakan adanya 2 (dua) kemungkinan aturan mengenai SSG. 

Kemungkinan pertama. dalam pasal 117 dinyatakan bahwa aturan pasal 5 WfO 

Agreement on Agriculture harus rlihapuskan bagi negara maju, dan kmnungkinan 

kedua adalah diharuskan menurunkan tarif yang telah didaflarkan dalam 

skedulnya kedalam SSG rnenjadi !,5%. 

Sedangkan bagi negara berkembang scsual pasal 118 Chairman Text 

Nomor TN/AG/Wt4!Rev.3, Tertanggal I 0 Juli 2008, aturan kondisi dan 

persyaratan mengenal SSG dalam WTO Agreement on Agriculture tetap tidak 

ben1bah, kecuali mengen.ai tarif harus disesuaikan sesuai perkcmbangan negosiasi 

putaran Doha, atau lingkup SSG yang ditcrapkan dikurangi menjadi 3% dari batas 

tarif. 

Konsep Special Stifegaard ti1echanism (,')SAl) sebngai Special and 

DiffiJrellfial Tn!tJJmenr diatur dalam dalam pasal 123 sampai dengan 137 

Chairman Texf l\omor TN/AG/Wi4/Rev3, l'er!anggal 10 lllli 2008. dalam pasal 

lni dinyatakan: 152 

123. nw SS;l4 shall l1avt! 110 tl priori product limif(lfions as to iL' 

ctvaiiC1bilify, i.e it con be invoked fin· all tariff lines in principle. A 

price~based and a •·olwne-based .S'SM .\'hall bi' ttl'ftilah!e. In no 

circumstances may any product be, howcrer subject to the 

15
'< Lihat S2kre12rial WTO, Op. Cit, pasal 123-!37. 
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simultaneous application of price- and volume-based safeguards. 
Nor shall there be application of eiTher of these measures if an SSG, 

a measure under GA11' Article XIX, or a measure unckr the 
Agreement on Safegum·ds Is in place. 

124. As regards the volume-based SSM, il shall he applied on the basis of 
a rolling average of imports in the preceding three-year period 
(hereafter "base imports"). On this basis, the applicable rriggers 
and remedies shall be set as follows: 
(a) where Jhe volume of imports during any year exceeds 110 per 

cent but does not exceed 115 per cent af base imparts, the 
maximum additional duty that may he imposed on applied 
tariffi shall not exceed 25 per cent of the current bound tariff 
or 25 percentage points, whichever is higher; 

(b) where the volume of imports during any year exceeds 115 per 
cent but does not exceed 135 per cent of base imports, the 

maximum additional duty thai may be imposed on applied 

tariffs shall nOt exce~d 40 per cent of the current bound tariff 
or 40 percentage points, whichever is higher,' 

(c) where the volume of imports during any year exceeds 135 per 

cent of bast! imports, the maximum addiNonal duty lhar may be 

imposed on applied tariffs shall not exceed 50 per cent of the 

current bound tariff or 50 percentage points, whichel'er is 

higher; 

(d) where, formafly, these /riggers could be met, buJ the absolute 

level of imporrs is manifestly negligibfe in relation to dome:rlic 

production and consumption, remedies would not be applied 
125. imports under any scheduled tariff rat<; quo/a commitment may be 

cowrtcd for the purpose of de!ermining 1he volume (if import~' 

required for invoking the volume~based ,'J'Slvi (except where a volume 

inc.nwse is entirely auribmable to a schedf;/ed tariff ra1c quota 

increase under Doha implementation phasing), but no addiiional 

duty shall be imposed on imparts wiihin such tariff rate quota 

commifmems, 

126. A.-. regards the pricewbased S,)'Af, it shall be applicable where the 

c.i,f import prlcr/0 of the shfpmr.m?1 emering !he customs lerrirtn)' 

<:f the developing cotmll')' Member, exJN'essed in terms <if its domestic 

currency jails below a trigger price22 equal lo 85 per cenl qf the 

average monthly 1HFN~sourced pricen jiJr that product for rile mosr 

recent 1hree~year period preceding the Jlf!W' of importation for which 

data arc ami/able, provided that. where 1he de\'eloping cowt!tJ' 

Member's domestic currency has at Jlw lime of importafion 

depreciated hy at leas! 10 per cent over lire preceding 12 months 
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against the international currency or currencies against which ir is 
normaliy valued, Jhe import price shall be computed using the 
average exchange raie of the domeslfc currency against such 
international currency or currencies for rhe three-year period 
referref.l fo above. 

127. The price-based SSM remedy shall apply on a shipment-hy..shipmenl 
basis. The additional duty shall not exceed 85 per cent of the 
difference between the import price of the shipment concerned and 
the trigger price. 

128. Developing country Members shall not normally take recourse to the 
price-based SSM where the volume of imports of the products 
concerned in the cm·rent year is manifestly declining, or is at a 
manifestly negllgible level incapable of undermining the domestic 
price leveL 

129. The calculation of volume or price triggers, and the application of 
measures in accordance with the relevant provisions of thi$ sectlon., 
shall be on the basisojMFN trade only. 

130. Any shipments of the product in question which, before the 
imposition of the additional duty, have been contrac!edfor and were 

en roufa after completion of custom clearance procedures in lhe 
exporting coun11y, either under rhe price· or volume-bo.w~d SSM. 
shall be exempted from any such additional duty, provided that 
where a volume-based SSM may be applicable in !he nex1 twelve
month pe1·Jml, the shipment of the producJ in question may be so 
counted in 1/:ar period for the purposes a.( triggering tire SSM 

!Jl. The volume-based SSM may be maintained/or a maximwu period of 

I 2 months fi·om the initial invocnlion of the mea.rure, unless a 

seasonal product is involved. in which case the SSM shall apply for a 

mttt:imwu of six momhs or to cover Ihe period of aclual seasonal fly. 

w!tichel'er IS the longer. For the ne:rl immediate (consecutive) 

period, the three year rolling average shall be inclusive of that 
immediately preceding period of impons when the SSM was in place. 
However, where this Jvould have the effect of lowering the three year 
mlllng average below the level which triggered the /)/)Min the initial 

per;od, the !rigger level for the initial period shall applr. No 

product .\hoi! be :whjcct ro the volume-based SSt'!t{ consec11riveb1 for 

wore than mo periods and where Sl1ch conseculive application hos 
oc<.urn:d ihi.> may not De resorled ro again before the elapse of a 

jill'rher twu cunsecurive periods. 

132. The opemtiou of the .'iS1l.f shall be carried am in a transpanmr 
IW:Jmwr und.iltc basis upon which ongoing calculations of rolling 
averages (?l imparl volumes and prices shaff be accessible to aft 
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Members so that they can he fully informed of the basis upon which 
any pote!lfial actions may be taken Any developing coun11)' Member 

taking action shall gh>e notice in writing, indicaring the tariff lines 

affected by the additional SSM duty and including relevant data, Jo 

the Comml!lee on Agriculture as far in advance os may be 
prac!icable or, where this is not possible, no later than 15 days after 
!he implementation of such action. The Member taking action shall 

afford any interested Members the opportunity to consult with tl in 

respect of the conditions of application of such action. 
l33. The above provisions on triggers and remedies apply subjecl to !he 

limitation that the pre-Doha bound tariff is respected as the upper 

limit and shall prevail as such 
l34. For least-developed country Members they may, nevertheless, apply 

the maximum remedy provided for above eJ..-en if this would otherw;se 

entail breach of a pre-Duha bound tar~ff, provided that the maximum 

increase over a pre~Doha bound tariff does not exceed 40 ad 
valorem percentage points or 40 per cent of the current bound lariff 

whichever fs higher. This would be provided that all other relevant 

conditions for application oj£he measure have been mer. 

135. f1n the case ofSVE's referred to infoomole 10 to these modalities, 

they may apply I he maximum remedy provided for above ewm if this 

W()U/d othet1!'ise email breach of a pre-Doha bound Jariff. provided 

thai !he maxinwm inctease over a pre-Doha bound tariff docs no! 
exceed 20 ad valorem percentage points or 20 per cent oft he current 

bound tariff, whichever is h1gher,for up to a maximum of(JO-J 5) per 

cent of tariff lines m at~)' given period This lt'Oufd be provided that 

aU o!her relevant condilions for application of the measure !mw: 

he en mer 

136, Far developing country Members other lhau those referred to in rhe 

preceding paragraph, they nwy apply the maximum remedy provided 

for above even if this would othcrwL>e email breach of a pre-Dolw 

bound tariff provided that (a) the nJ(afmum increase over the pre

Doha bound tarijfo would be no more than 15 ad valorem percentagt: 

points or 15 per cent of the currem bound tarijf, whichever L> rhe 

higher," {b) the maxhnum number of products for which this provision 

would be mvokcd lwuld be no more llllm 2-6u in any given period; 

and (c) this would no! be permissible fOr nm cmJseculi"'t! periods. All 

other provisions would be applicable.] 

I 3 7. The relevant Arllcle.\· of the Agreement 011 Agricu/wrc shall bt: 

amended to reflect I he above modafirie~;. 
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Footnote: 
20 Hereafter the ''imporr price". 
11 A shipmen£ shall nor be considered for pllrposcs of paragraphs 135 

and 117 unless the volume of the product included in that shipmen/ is 

within the range of normal commerda! sh1jnnents of thai product 
entering info the customs rerritmy of rhe importing developing coumry 
Member. 

n The trigger price shall be publicly disclosed and available to !he extent 

nef:f:ssary to allow other Members lo assess the additior~al duly that 
may be levied 

23 Hereafter the "reforence price". The reference price used to invoke Jhe 
provisions of this paragraph shall be the average monthly c.if unit 

value of the product concerned 
14 For the purposes of this provision a "product" is identifiable at the 6-

digillevel of the Harmonized System (HS) nomenclature, but with the 
understanding rhatthis can entail a maximum of [4- 8] tariff lines per 

product below that 6-digitlevel. 

Berdasarkan pasal 123 Chairman Text Nomor TN/AG/W/4/RevJ, 

Tertanggal 10 Juli 2008, SSM dapat tidak memiliki batasan untt1k kctcrscdinanyn., 

pada prinsipnya SSM dapat ditcrapkao untuk semua batas tarif. SSM dilakukan 

berdasnrkan price-hosed dan volume~based. Dalam hal tertentu produk tidak dapat 

menjadi subyek untuk ;tplikasi snfoguards bcrdasarknn price-based dan volume

based secara simulran. A tau jika SSG, tindakan bcrdasarkan GA 1T Article XIX, 

atau tindakan berdasarkan Agreemem on Safeguards diterapkan maka SSM udak 

dapar diterapkan. 

Berrlasarkan pasal 132 Chairman Tex1 Nomor TN/AG/W/4/Re\'.3, 

Tertanggal 1 0 Juli 2008, SSM harus diterapkan secarn tnmsparan dan data 

penghltungan yang menjadi dasar penerapan harus dapat diakscs oleh rmggoia 

WTO. Ncgara bcrkcmbang ya11g menerapkan SSM h~mts mclaparkan secara 

tcrtulis dalam I 5 hari kepada Commillee on Agricultun: dan harus menyiapkan 

konsultasi dengau anggotJ yang lerkait dcngan pcncrapan SSM. Penggunaan 

tanda kunmg. kotak ([ ]) dalam foornote 24 menunjnkkan bahwa besaran bata5 

tarifmaksimum scbesur 4-8 umuk tiap produk belum disepakati 
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Berdasarkan pasal 119 dan 137 Chairman Text Nomor TN/AG/W/4/Rev.3, 

Tertanggal 10 Juli 2008, maka Pasal 5 WIO Agreement on Agriculture yang 

mengatur mengenai Special Agricuilural Safeguard (SSG} harus diamandemen. 

Pengamandemenan lnl dilakukan untuk mengubah ketentuan Special Agricultural 

Safeguard (SSG) yang ada menjadi ketentuan yang lebih spesi fik sesuai dengan 

hasil perundingan Doha menjadi Special Agricultural Safeguard (SSG) dan 

Special Safeguard Mechanism (SSM). 

Dalam perkembangannya negosiasi Special Safeguard Mechanism {SSM) 

di dalam WTO Mini Ministerial yang bcrlangsung parla tanggal 20-30 Juli 2008 di 

Jenewa menjadi perdebatan yang panjang antar anggota \VTO. Teks negosiasi 

Special Saftguard ll'lechanism (SSM) yang ingin disepakati menurut negara 

berkembang dianggap tidak sesuai dengan mekanisme yang mudah diterapkan 

untuk rnengenakan safeguard atau tarnbahan bea masuk yang sesnai guna 

mengamnnkan produk lokal terhadap impor prodnk pertanian yang masuk 

kedalam pasar dalam negeri. Teks tersebut mensyaratkan tambahan bea masuk 

baru dapat dilerapkan (lpabila volume impor telah mencapai kenaikan 40 persen 

dari total impor dan harga mcngalami penurunan. Secara kvnsisten Indonesia 

bertahan, diciasari pertimbangan bahwa dengan jumlah kenaikan impor sebesar 

40% tersebut dan apabila harus menunggu harga produk pertunian dalam negeri 

turun, maka sudab terlambat untuk mcnggunakan insrrumcn Special Sqfeguard 

Mechanism (SSi\.1) dimaksud, karcna petani sudah tidak dapat lagi bertahan. 153 

Special Safeguard Mechanism (SSM) yang di!nginkan oleh Indonesia dun 

G-33 adalah suatu mekanisme pengamanan yang mekanismenya mudah uni:Uk 

diimplementasikan sehingga dapot melindungi petani di ncgara~negara 

berkembang lerhadap masuknya sejumlah impor yang dapat langsung merugikan 

rnereka. Special Sofegutwd MedwnlsJJ1 (SSM) dalam kouteks produk pertanian 

tidak scperti safeguard bias.<t di sektor inUustri. Menurut lnUonesin dan G-33 dl 

sektor imlustri, untuk sementara mesin bisa dimatikan jika ada gangguan impor. 

tetapi petam yang jumlahnya banyak tidak bisa dimintu untuk berhenti kerja. 

\$) Uhnt Siaran Pers Departemcn Pcrdagnngan ~epuhlik Indonesia. Penmdiugan Doha 

Dcl'elopmenl Ageutla (DDAJ~ WTO : lmlonesio dan G-31 tciap lknufttm dV-11 .lll!m-Rlok Httsil 

Negqsiw'i. Op Cit. 
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kareoa tanaman sudah tcrtanam, se!ain itu hasi1 panen para petani juga tidak dapat 

disimpan untukjangka \Vaktu lama.154 

Walaupun mendapat tekanan dan bahkan di anggap menghalangi hasil 

negosiasi pada WTO Mini Ministerial. Indonesia dan G-33 tcrus bertahan dengan 

argumentasi mereka menger.ai t:eks Special Safeguard Mechanism (SSM). Hal ini 

dilakukan untuk melindungi sektor pertanian negara-negara berkembang dan juga 

untuk memberikan perllndungan kepada petanlnya terhadap scrbuan impor produk 

pertanian negara maju. Bahkan sikap Indonesia dan G-33 terhadap teks Special 

Safeguard Mechanism (SSM) ini mendapatkan dukungan yang besar dari nega.ra

negara anggota WTO yang tergabung dalam African Group, Africa Carribean 

Pacific Group dan Small and Vulnerable Economies. Artinya hampir seluruh 

negara sedang be~kembang anggota WTO alau febih dari lOO negara, bertahan 

untuk mengutnmakan kepentingan petani di negaranya. [fS 

Pcngubahan ketenltmn ini menurut pendapat penulis merupakan benlUk 

dari penghilangan jarak (gap) akibat tidak terwakilinya kepentingan negara 

berkcmbang dalam forum WTO karena kckuatan ekonomi yang tidak seirnbang 

dengun negara maju, hal lnl sejalan c.lengan pemikiran Frank J Garcia dalam 

Glohalizatian and The Theory of Inrernafional Law. Selair. itu merujuk 11wory of 

Jusiice dari Frank Garcia, hal ini akan menjadi penyeimbang bagi negara 

berkembang dalam perdag.angan internasional melalui Special and Differeminl 

Treatmenl sehingga negara berkembung mendapatkan the same playing field 

dengan ncgara maju. 

'"' Ibid 

"~ Lihat Siar:m f'ers Departemen Perdagangan Rcpubbk lndoncsitL Penmdingan Dolta 
Deve!apuHml .-lg;mda (DDA)-ffTO: Indonesia dan G-33 lelflp Berwhan dan Mcm-HioJ:. Hartl 

Negosiasi, Op_ Cf<. 
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IV.3 Proposal Special Products (SP) Sebagai Perlindungan Kepentingan 

Sektor Perdagangan Pertanian Indonesia 

Indonesia merupakan salah satu negara eksportir sekaligus importir 

komoditas pertanian. Di pasar intcrnasional, komoditas Indonesia menghadapi 

proteksi, sedangkan di dalam negeri komoditas substitusi impor menghadapi 

ancaman masuknya komoditas asal negara lain. Liberalisasi perdangan dapat 

memberikan peluang sekaligus tantangan dalam pengembangan komoditas 

pertanian lndonesia. 156 

Negosiasi konsep Special Products (SP) dan juga Special Safeguard 

Mechanism (SSM) diharapkan mampu memberikan Indonesia kesempatan untuk 

meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan taraf hidup petani dan 

mengembangkan pembangunan pedesaan Indonesia. Pemerintah Indonesia harus 

mempersiapkan sektor pertanian dalam rangka pengaplikasian konsep tersebut, 

jika sudah berhasil di~epakati dan memiliki cfek hukum bagi a:-.ggota WTO. 

Pemerintah Indonesia telah menentukan berbagai produk pertanian yang 

dapat menjadi andalan/prioritas Indonesia. Produk andalan/prioritas 1111 

diharapkan dapat mcnjadi persiapan bagi Indonesia terkait dengan penentuan 

Special Producrs (SP) di bidang pertanian yang tcngah dinegmiasikan di forum 

WTO. 

Departcmen Pertanian telah mempublikasikan dan mensosialisasikan 17 

komodims andalan/prioritas dalam kcrangka Revitalisasi Sektor Pertanian, yang 

disebut dengan Produk Strategis (PSP) Revitalisasi Pertanian, yang terdiri dari: 157 

(a) Komoditas pangan (bcras,jagung, dan kedelai); 

(b) Hortikultura Ueruk, pisang, bawang merah, anggrek. dan tanaman 

obat); 

(c) Pcrkcbunan (gula, kakao, karct, kelapa sawit, kelapa, dan ccngkch); 

15 ~ Lilml Anton Apriyanlono (Mcntcri Pcrtanian Rl). Kepenlingan Perwnian Indonesia Dafam 
Perdagangan fnlenwsional, dimuaL da1am Jurnal 1-lukum 1nternasional Volume 4 Nomor 3, 

April 2007, Op. Cit., ha\456-457. 

157 Lihal M. Husein SawiL Op. Cit, hal. 119. 
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(d) Peternakan (unggas, domba, dan sapi); 

Selain itu terdapat Produk Sttategis (PSP) Renstra (Rencana Strategis) 

Pertanian yang terdiri dari 36 komoditas, yaituY3 

(a) Tanaman pangan {padi, kedelai.jagung, uhi kayu, dan kacang tanah); 

{b) Tanaman hort!kultura, kelompok sayuran (baw·ang merah, kcntang, 

dan cabe mera.h); 

(c) Tanaman hortikultura, kelompok buah/tanaman hias Geruk, pisang, 

mangga. manggis, durian, anggrek. dan rimpang}; 

(d) Tanaman hortiku!tura, kelompok tanaman obat {jahe, kunylt, temu 

lawak, kencur, pala, dan !ada); 

(e) Tanaman perkebumm (tebu, kelapa sawit, karet, ke!apa. kakao, kopi, 

jambu mete, tanaman serat (kapas/rami), tembakau, dan cengkeh); 

(f) Petemakan (sapi potong, kambing, domba, babi, ayam buras, dan itik) 

Terdapal produk pertanian lain yaitu susu dan produk olahannya yang 

diusolkan menjadi prioritas bagi produk pertanlan karcna mendapatkan dukungan 

dan desakan politis yang !.:uat dari masyarakat Juas untuk menjadi Special 

Producls {SP). Walaupun kriteria employmem l juta orang tidak terpenuhi, Susu 

dan produk olahannya dimasukao menjadl prioritas dalam penentuan produk 

Special Praducfs (SP) Indonesia, JW 

Pemerintah Indonesia selama in! dalam progmm pertaniannya berusaha 

untuk menciptakan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam jangka panjang. 

Secara umum sasaran petnbangunan pertanian jangka panjang Pemerintah 

Indonesia sampai dengan tahun 2025 atlalah: 160 

(a} !erwujudnya p..::rtanian industrial yang b~nla_ya saing; 

(b) mantapnya ke!ahanan pangan secara mandiri; 

E" Uhal M. Huscin Su.wil. Op. Cit, haL l2 L 

IM Lih:ll Re~italisasi Pl!rtanhm PerlkmiOJI dan Kelwlflrmn ([U'f'K) 2005, dipcrokh dari 
www.dcptan.g.o.id. 
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(c) tercapainya kes.empatan kerja penuh bagi masyarakat pertanian; dan 

(d) terhapusnya kemiskinan di sektor pertanian dan tercapalnya 

pendapatan petani sebesarUS $ 2500/kapita/tahun, 

Dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, pernerintah tela.h 

menctapkan kebijakan untuk memfokuskan pengemba.ngan pangan pada lima 

komoditas paogan strategis, yaitu: padi, jagung, kedelai, tebu, dan daging sapi. 

Dalam jangka pendek. komoditas ini diharapkan dapat mencapai tingkal 

swasembada sehingga ketergantungan terhadap pasar impor dan kemungkinan 

gangguan instabilitas penyediaannya dapat dikurangi. 161 

Berkurangnya lahan pertanian di Indonesia dala.m kurun waktu tcrakhir 

telah menjadi salab satu faktor berkunmgnya hasil pertanlan Indonesia, Untuk 

mengantisipasf berkurangnya lahan pertanian tersebut Pemerintah melakukan 

beberapa langkah puntuk pengembangan !ahan pertanian. Pemerintah Indonesia 

da!am rangka revitalisasi pertanian berusaha mdakuan pengembangan lahan 

pertanian melalui: 162 

(a) Reformasi keagn'.l(iaan untuk meningkatkan akses petani terhadap 

laluUJ dan air scrta meningkatkan rasio luas lahan per kapita; 

{b) Pengendalian konversi !alum pertanian dan pencadangan lahan abadi 

untuk pcrtanlan sekita.r 15 juta Ha; 

(c) Fasllitasi terhadap pemanfaatan laban (pembukaan lahan pcrtanian 

baru); scrta 

(d) Penciptaatt suasana yang kondusif untuk agroindustrl pedesaan 

sebagai penyedia lapangan kerja dan peluang peningkatan pendap,a.tan 

scrta kesejahteraan keltlarga petani; 

Selain itu [l)donesia juga perlu untuk mcncntukan pi!lhan produk yang 

ber!aku bagi SSM scbab proposal Gw33 untuk menerapkan SSM pada semua 

lf.i Lihal t\0\0n Apfiyantono. Op. Cit .. haL 460. 

1 ~2 Ibid 
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produk masih ditolak oleh negara maju. Menurut Husein Sawit, ada 3 pilihan yang 

dapat dilakukan:163 

(a) Semua produk PSP (Produk Strategis Pemerintah) seperti yang tertera 

pada Rencana Stratcgis Pertanian yang jumlalmya 36 (plus I yaitu 

susu/olahannya) memperoleh perlakuan SSM; 

(b) Kalau hal itu terlalu banyak, maka produk SSM dapat dikurangi. yaitu 

minimal SSM adalah produk yang tertera dalam PSP yang tertuang 

da1am Revitalisasi Pertanian yang jumlahnya 17 komoditas (plus l 

yaitu susu/olahannya); 

(c) Apabila kedua pilihan di atas tidak berhasil, maka paling rendab adaiah 

memperjuangkan scmua produk Special Products {SP) mendapatkan 

perlakuan SSM~ 

Penentuan komoditas pertanlart Indonesia yang abo dirnasukan dalam 

konsep SP dan SSM harus terkait crat dcngan prioritas dan strategi pembangunan 

pertanian di dalam ncgerL Demlkian juga kebijakan perdagangan intemasional 

haruslah tcrkait crat dengan pembangunan pertanian dan pedesaan, bukan bcrdid 

sendirL Apapun yang dirancang di tbrum WTO, Indonesia harus mampu 

memperju.angkan kepentingan pembangunan dalam negeri, bukan semata-mata 

mencapai kesepakatan. H:.a 

Semua hal tersebut terkait dengan pengembangan pcrtanian Indonesia 

han1s secara konsisten dilakukan o!eh pcmerintah agar produk pertanlau lmJones!a 

mampu mcmilikl daya salng dan produktif dengan produk per!anlan ncgara maju, 

Schingga diharapkan tingkai hidup petani di Indonesia menlngkat menjadi lebih 

sejahiero, tersedianya stok pangan nasional dan tercapainya pembangunan 

pedesaan yang leblh baik. 

H•> Lihm M. lluscin S;l\\1\, Op. Cit, haL !90, 

~~· Liha! Anton ApriyanlOno, Op. Cit., haL 459. 
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V.l Kesimpulan 

BABV 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Konsep Special Products (SP) dalam negosiasi Agreement on Agriculture 

(AoA) adalab pilar Akses Pasar (lvfarkel Access) dengan menerapkan batas 

tarif guna melindungi pertanian negara berkembang. Penyusunan Speci<ll 

Products bagi negara berkembang ini didasarkan pada ketahanan pangan, 

kehidupan dan pembangunan pedesaan. 

2. Mekaoismc pembcrlan status hukum bagi proposal Special Products (SP) 

dalam negosiasi Agreement on Aghculrure (AoA) adafah melalui ketentuan 

mengenai amandemen yang diatur pasa! X Marakesh Agreement 

Establishing The World 7i·ade Organization. 

3. Mekanisme perlindungan yang dapat digunakan untuk melindungi produk 

pertanian adalah melalui Safeguard yang dibagi 2 menjadi Special 

Agriwllura! Safeguard (SSG) drm Special Stifeguard Mechanism (SSM) 

1mtt1k ncgara bcrkcmbang. Pcrlindungan m1 dilakukan untuk 

menganlisipasi lonjakan lmpor akibat masuknya produk pertanian dari luar 

ncgcri kedalam pnsar domestik negara berkembang. 

4. Konsep Speciaf Products (SP) yang seyogyanya mmnpu melindungi 

kcpcntingan nasional adalah yang sesuai dengan kemampuan pertanian 

dalam negcrl dan yang mampu memberikan perllndungan bagi petanl 

indonesia. Olch karcna itu Pcmcrintah Indonesia harus mulai melakukan 

langkah-langkah yang signifikan dan konsisten g~ma memanfaatkaan 

konsep Special Products (SP) agar tercapai ketahanan pangan, kehldupan 

dan pembangunan pedesaan. 

90 
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V.2 Saran 

I. Negara berkembang yang tergabung dalam G-33 horus lebih iotensif 

dalam negosiasi dengan negara maju agar proposal Special Products (SP) 

scgera dapat disepakati menjadi atm·an baru di hidang perdagangan 

pertanian, dan agar segera dapat diterapkan sehlngga negara berkembang 

mampu bersaing dalam perdagangan pertanian .. 

2. Indonesia harus mempersiapkan sektor pertdnian secara lebih spesifik agar 

pertanian Indonesia siap untuk mengaplikasikan konsep Special Products 

(SP). sehingga tercapai ketahamm pangan, kehidupan dan pembangunan 

pedesaan, yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan petani dan juga 

rneningkatkan Pendapatan Nasional Indonesia. 
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Spacial Agriculturtrl Safeguard (SSG) 

117. Developt:d country Members shall 

Either 

cHminatc the SSG. 

Or 

reduce to 1.5 per cent of scheduled tariff lines the number of lines eligible for the SSG. 

118. For developing country Members 

Either 

the tenns and conditions of the SSG shalt remain unchanged from the URAA tenns and conditions 
except that the tariff rates concerned shall he updated to reflect the outcome of the Doha Round 
negotiations. 

Or 

the SSG coverage shall be reduced to no more !han 3 per cent of tarjff lines and the terms and 
condilions of the SSG shall remain unchanged from the URAA terms and conditions except that the 
tariff rates concerned shall be updated to reflect the outcome of the Doha Round negotiations. 

119. Article 5 of the Agreement on Agriculture shall be amended accordingly to reflect these 
modalities. 

D. Sl'EClAL A."'D DII'FERENTLAL TREA.TMENT 

Special Pnulucls 

J 20. Developing country Members shall be entitled to self-designate Special Products guided by 
indlcators13 based on the criteria of food security, livelihood St:(:urity and rural develofment There 
shall be 10-lS per ccot of tariff lines available for self-dcsigna(ion as Special Products1 

_ Up to 6 per 
cent of/no lines may have no cut. The overall average cut shall, in any case, be 10-14 percent, 

121. In the case of small vulnerable economies, including those among. them which are ceiling 
binding and homogenously low binding countries, they may, if they choose to do so, apply the 
moderated tariff tiered fonnula for SVEs provided for in paragraph 65 above plus the Special Product 
entitl~!menl outlined above. Alternatively, the)' may chose not to apply the tiered formula but simply 
meet an overall average cut of24 per cent through having in effect opted to designate as many tariff 
lines as they choose as Spedal Produt.1s. The tariff lines so chosen need not be subject to any 
minimum tariff (';Ut and need no! be guided by the indicators. 

122. In the case of RAMs, the maximum tariff line entitlemems to Special Products shall be one~ 
tenth greater than the amounts specified in paragraph 120 above and the overall average cut to be 
achieved for !he desigru'lted tariff lines may be further reduced by one tenth, 

~~ See Annex F. 
19 Below lhis le\•c!, the developing country Member conccmd need not resort to guidance by thos.e 

indicators. ln the case of RAMs, the threshold level above which indlcators arc not required to be used shall 
be I percentage point higher. 
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123, The SSM shall have no a priori product limitations as to its availability, i.e, it can be invoked 
for all tariff lines in principle. A prit»based and a volume-based SSM shall be available. Jn no 
circumstances may any product be, however, subject to the simultaneous application of pricew and 
voiume·based safeguards. Nor shall there be application of either of these measures if an SSG, a 
measure under OA IT Article XIX, or a measure under the Agreement on Safeguards is in place, 

124, As regards the \•o[ume-based SSM, it shall be applied on the basis of a rolling average of 
imports in the preceding three~ year period (hereafter "base imports"). On this basis. the applicable 
triggers and remedies shall be set as follows: 

(a) where the volume of Imports during any year exceeds ll(} per cent but does not 
exceed I 15 per cent of base imports, the maximum additional duty that may be 
imposed on appiied tariffs shall not exceed 25 per cent of the current bound tariff or 
25 percentage points, whichever is higher; 

(b) where the volume of imports during any year exceeds 115 per cent but does not 
exceed 135 per cent of base imports, the maximum additional duty that may be 
imposed on <:tpplied tariff.; shall not exceed 40 per cent of the current bound tariff or 
40 percentage points, whichever is higher; 

(c) where the vofume of imports during any year exceeds 135 per cent of base imports, 
the maximum additional duty that may be imposed on applied tariffs shall not 
exceed 50 per cent of the current bound tariff or SO percentr1ge points, whichever is 
higher; 

(d) where, formally, these triggers could be met, but the absolute level of imports is 
manifestly negligible in relation to domestic production and consumption, remedies 
would not be applied. 

125. lmpom under any .scheduled tariff rate quota rommitment may be counted for the purpose of 
determining the volume of imports required for invoking the volume-based SSM (except where a 
volume increase is entirely attributable to a scheduled tariff rate quota increase under Doha 
implementation phasing), but no addilional duty shall be impo.sed on imports within such tariff rate 
quota commitme11ts. 

!26, As regards the price-based SSM, it shall be applicable where the c.i.[ import price:w of the 
shipmenf1 entering the customs territory of (he developing country Member, expressed in terms of its 
domestic currency falls below a trigget price21 equal to 85 per cent of the average monthly 
MFN-sourced price11 for that product fur the most recent three~year period pree-eding the year of 
importation fot which data are available, provided that, where the developing country Member's 
domestic currency has at the time of Importation depreciated by at tcast 10 per cent over the preceding 
12 months: against the lnternatlonal currency or currencies against which it is normally valued, the 

"'
1 HI."!Cafh:r !he ~import pri~(.~. 

11 A shipn\i!IH shall nOt be considered for purposes of paragraphs !35 ;mtl 137 tmle~ the volume of!!'.<: 
product included iu Uuu shipment is whh.m I he rang;;: of nu;ma! wmmerciat shipmenB of lh:n product entering into the 
customs (t:rrlrory of Ute imponing developing wunlry MembL•r. 

11 The lrigger prkt! sltall be publicly discktsed and available to the t!Xl<!nt neces.;;ary 10 allow other Members 
to ;:;ssess the: additional duly thal may be levied. 

n Hereafter lhe "reference prlo::~. The reference price used to invoke !he provisions of this paragraph shall 
be th.e average monthly cJ.[ unlt valuec .af!he pwduc! C{lm::emed. 
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import priee shaH be computed using the average exchange rate of the domestic currency against such 
international currency or currencies for the three-year period referred to above. 

127. The price-based SSM remedy shall apply on a shipment·by·shipment basis. The additional 
duty shall not exceed 85 per cent of the difference between the import price of the shipment 
<:oncemed and the trigger price. 

128, Developing country Members shall not normally take recourse to the price-based SSM where 
the volume of imports of the products concerned in the current year is manifestly declining, or is at a 
manifestly negligible le>'el incapable of undermining the dome-stic price level. 

129, The calculation of volume or price triggers, and the application of measures in accordance 
wi!.h the relevant provisions of this section. shall be on the basis ofMFN trade only. 

130. Any shipments of the product in question which, before the imposition of the additional duty, 
have been contracted for and were en route after completion of custom clearance procedures in the 
exporting country, either under the price- or volume-based SSM. shall be exempted from any such 
additional duty, provided that where a volume-based SSM may be applicable in the next twelve
month period, the shipment of the product in question may be so counted in that period for the 
purposes of triggering the SSM. 

131. The volume~based SSM may be maintained for a maximum period of 12 months from the 
initial invocation of the measure, unless a seasonal product is involved, in which case the SSM shall 
apply for a maxtmum of six months or to cover the period of actual seasonality, whichever is the 
longer. For the ne;{t immediate (consecutive) period, the three year roiling average shall be inclusive 
of that immediately preceding period of imports when ihc SSM was in place. However, where this 
would have the effect of lowering the three year rolling average below the level which triggered the 
SSM in the initial pel'iod, the trigger level for the initial period shall apply. No product shall be 
subject to the volume~based SSM consecutively for more than two periods and where such 
consecutive application has occurred this may not be resorted to again before the elapse of a further 
two consecutive periods. 

132. The ()peration of the SSM shall be carried out in a transparent manner and the basis upon 
which ongoing calculations of rolling averages of import volumes and prjces shall be aceessible tQ all 
Members so that they can be fully informed of the basis upon which any polential actions may be 
taken. Any de\'cloping country Member taking action shall give notice in writing, indicating the tariff 
lines affected by the additional SSM duty and including relevant data, to the Committee on 
Agriculture as far in advan<:e as may be practicable or, where this is nor pOS£ible, no later than 15 days 
after the implementation of such action. The Member laking action sbal! afford any interested 
Members the opportunity to consult with It in respect of the conditions of application of such action. 

133. The above provisions on triggers and remedies apply subject to the limitation that the pr~ 
Doha bound tariff is respected as the upper limit and shall prevail as such. 

134. For least-developed country Members they may, neverthe!cs.,., apply the maximum remedy 
provldt:Xi for above even if this would otherwise entail breach of a prc-Doha bound tariff, provided 
tha! the maximum increase over a pre-Doha bound tariff does not exceed 40 ad valorem pen:enlage 
points or 40 per cent of the current bound tariff, whichever is higher. This would be provided that all 
other relevant conditions for application of the measure have been met. 

135. [In the case of SVE's teferred. to in footnote 10 to these modalities, they may apply the 
maximum remedy provided for above even if this would otherwise entail breach of a pre-Doha bound 
tariff, ptovided that the maximum increase over a pre-Doha bound tariff does not exceed 20 ad 
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valorem percentage points or 20 per cent of the current bound tariff, whichever is higher, for up to a 
ma.ximum of(I0-15) per cent of tariff lines in any given period. This would be provided that all other 
relevant conditions for application of the measure have been met. 

136. For developing country Members other than those referred to in lhe preceding paragraph, they 
may apply the maximum remedy provided for above even if this would otherwise entail breach of a 
pre-Doha bound tariff provided that (a) the maximum increase over the pre-Doha bound tariffs would 
be no more than 15 ad valorem percentage points or 15 per cent of the current bound tariff, whichever 
is the higher; (b) the maximum number of products for which this provision would be invoked would 
be no more than 2-624 in any given period; and (c) this would not be permissible for two consecutive 
periods. All other provisions would be applicable.] 

137. The relevant Articles of the Agreement on Agriculture shall be amended to reflect the above 
modalities. 

Fullest liberalization of trade in tropical and diversification products 

138. For those tropical and diversification products attached in Annex G, the following modality 
shall be applied over and above that which would otherwise result from application of the tiered 
formula. 

139. 

Either: Where the scheduled tariff is less than or equal to 25 per cent ad valorem, it shall be reduced 
to zero. Where it is greater than 25 per cent ad valorem the applicable tariff cur shall be 85 per cenr. 
There shall be no .wrsilive product treatment for any of the products appearing on the annexed list. 
The implementation of the curs concerned shall be in four equal annual steps for all developed 
country Members. 

Or: FVhere the tariff is greater than or equal to 10 per cenr, it shall be reduced by the percentage cut 
specified in paragraph 61 (d) above, except for rariffs in the top band which shall be reduced by rhe 
/arib" escalation tariff cui for that band increased by 2 ad valorem points. Where the tariff is les~· than 
I 0 per cent, it shall be reduced to zero. 

The reductions concerned shall be implemented by developed country Members in accordance with 
the general tariff reduction implememation period. Developing country Members declaring 
themselves in a position to do so are encouraged to make additional efforts on tropical products 
beyond what would be required under the tiered formula. 

Long-standing preferences and preference erosion 

140. 

Either: For the products listed in Annex H. there shall be no tariff· ems on the items ill that list for 
I 0 year.~. Tariff cuts shall commence only after that point and shall he implemented owrfive years in 
equal annual instalment~· thereafter. 

Or: For those products listed in Annex H, where: 

ll For the purposes of this provision a "product" is identifiable at the 6-digit level of the Harmoni~.ed System 
(HS) nomenclature, but with the understanding that this can entail a maximum of [ 4 - &]tariff tines per product bet ow 
that 6-digit levt:l. 

Proposal Special..., Sigit Nugroho, FH UI, 2008



ANNEXF 

ILLUSTRATIVE LIST OF INDICATORS FOR THE 
DESIGNATION OF SPECIAL PRODUCTS 

TN/AG/W/4/Rev.J 
Page 51 

I. The product is a staple food, or is a part of the basic food basket of the developing country 
Member through, inter alia, laws and regulations, including administrative guidelines or 
national development plan or policy or historical usage, or the product contributes 
significantly tc the nutritional or caloric intake of the population. 

2. A significant proportion of the domestic consumption of tbe pmduct in its natural, 
unprocessed or processed fonn, in a particular region or at a national level, is met through 
domestic production in the deveJoping country Member concerned. 

3. Domestic consumption of the product in the developing country Member is significant in 
relation to total world exports of that product; or a significant proportion of total world 
exports of the product are accounted for by the largest exporting country. 

4. A significant proportion of the total domestic production of the product in a particular region 
or at the national level is produced on farms or operational land holding.~ of up to and 
including J 0 hectares, or is produced on farm or operational land holdings which are of a size 
equal to or less than the average farm size of the developing country Member concerned, or a 
significant proportion of the farms or opera tiona! land holdings producing the product are up 
to and including tO hectares in size or of the average fann size or less of the developing 
country Member concerned. 

5. A significant proportion of the total agricultural population or rural labour force, in a 
particular region or atthe national level, is employed in the production of the product 

6. A !>ignificant proportion of the producers of the product, in a particular region or at the 
national level, are low income, resource poor, or subsistence farmers, including disadvantaged 
or vulnerable communities and women or a significant proportion of the domestic production 
of the product is produced in disadvantaged regions and areas including. inter alia, drought
prone or hilly or mountainous regions. 

7. A sigoifieant proportion of the total value of agricultural production or agrieullurnl income of 
households, in a particular region or at the national level, is derived fiom the production of 
the product 

8. A relatively low proportion of the product is processed in the developing country Member a5 

compared to the wortd average; or the product contributes a relatively high proportion to 
value addidon in the rural areas, in a particular region or at the national tevel. through ils. 
linkages to non-farm rural economic activities, including handicrafls and cottage industries or 
any olher furm of rural value addition. 

9. A significant proportion of the agricultural customs lariiTrcvenue is derived from the product 
in a developing country Member. 

10. A significant proportion of the total food expenditur!!, or of the total income, of households in 
a particular region or at the national level in the developing country Member com:crned, is 
spent on the product 
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ll. The product in respect of which product specific AMS or blue box support has been notified 
by any WfO Member and which has been exported by that notifYing Member during any 
year from 1995 to the slarting date of the implementation of Doha Round. 

12. The productivity per worker or per hectare of the product in the developing country Member, 
in a particular regton or at the national level, is relatively low as compared to the average 
producli\'ity in tbe world, 
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lSI BERITA 

EXECUTIVE SUMMARY 

1. Rangkaian perundingan horisonta! tingkat menteri Putaran Doha WTO berlangsung 
mulai tanggal 20~30 Ju!i 2008 dl Markas Besar WTO, Jen~wa. Berbagal pertemuan 
mulai dari bilateral, kelompok, Green Room Mini 1"v1misteriaf, Ministen·al Signalling 
Conference, serta pertemuan Trade Negotiations Committee (l'NC) diadakan untuk 
mendorong kesepakatan modalitas pertanian dan NAMA. Delrl dlpimpin langsung 
oleh Menteri Perdagangan Rl dengan anggota terdiri dari pejabat Departemen 
Perdagangan. Departemen Pertanian, Departemen Perlndustrian, Departemen 
Keuangan, De~artemen Luar Negeri, Bank Indonesia serta unsur PTRI Jenewa. 

2. Setelah perundingan berlangsung secam intensif seiama sembilan hari, pada 
tanggal 29 Juli 2008, Perundingan Putaran Doha WTO ekhirnya. mengalami 
kegagalan. Hal ini dikarenakan sebagian negara G··'l (AS, UE, Australia, Jepang, 
India, Brazil, China) tetap tidak mau bergerak darl ~inya, khususnya dalarn isu 
special safeguard mechanism yang diperjuangkan lJ;donesic- bersama-sama G-3~ 
selama ini. 

3. Finger pointing gam(;) yang telah diiT,ulai AS pada Portemuan Informal TNC tanggat 
28 Juli 2008 membuat atmosfir pe1Und1ngan menj&d! tldak kondusif dan mendorong 
negara !ainnya (China cian. India! ;nengarnbil ·;ikap !<eras dan aefens!f AS 
menganggap SSM sebagal s£wnbJmg bJOt.'K perunciingan da11 mem.Jduh mekan1sme 
terse but sebagai langkah mundur proses libera!isaf;i. 

4. Indonesia sebagai Koordinator G-33 Sfrlaiu menegas!t\:!111 bahwa SSM tidak dituju!<an 
untuk menghambat normal trade, melainf:an ttf·,tu:z melindungi pelanl lemnh dan 
miskfn dan lonjakan 1mpor dan penurunan harga secar2 drasfis SSM juga bul<an 
merupakan satt!-satunya isu y13ng be!um d;.p~lt di::;.ciesmkan. lsu kapas, tariff 
simplification, preforenco erosion, tropical products. scrta sectoral dan anti
concentration NAMA adafah sebagian isu yang b0lum dapat disepakati. 

5- Indonesia dan Kelompok G-33 juga berkorni!men un~uk berunding ser1a bersil<ap 
fleksibel dan konstruktif dalam memb<5has lsu SSM. Namun, pembahasan isu ini di 
pertemuan G-7 tanpa rnelibatkan KoOidinator o-;.,.3 {yang mewakil! 45 negara 
anggota WTO) telah rnenjadlkan proses pembahasan isu SSM menjadi tidak inldusif. 
Kekecewaan Indonesia dan G-33 atas hnl ini tclah d!sampailtan dalam berbagai 
kesempatan baik Pertemuan Informal TNC maupun konferenslpers. 

6. Dalam Pertemuan Formal TN~ tanggal 30 Juli 200£\, seluru~1 negara me!lyatakan 
kekecew~~nnya atas kegagalan proses perunding~n. I'Ja.rnun juga dlakui bahwa 
proses negosiasi draft modalitas pcrtanirm dan NAU~f.. yang telah dimulai secara 
intensif sejak tahun lalu telah menghasil!~an beben:Jpa kernajuan. Negara angguta 
be;harap agar kegagalan proses perundingan tidak menihilkan hal-llal yang telah 
dapat disepakati sebelumnya. 
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7. Sebagai refleksi alas capaian serta state of play terakhir perundingan, masing
masing Ketua CoA-SS dan Ketua NG NAMA akan menyusun laporannya. Hasif 
Ministerial Signalling Conference telah dilaporkan Dirjen WfO dalam dokumen 
JOB(OB)/93 (terlampir). Sedangkan laporan Ke!ua NG lainnya tetap !idak berubah 
sebagaimana telah disampaikan sebelum proses pertemuan horisontal dimulai 
tanggal 21 Juli 2008. 

8. Belum !erdapa! arah yang jelas mengenai kapan dan bagaimana proses 
Perundingan Doha akan dimulai kembaiL Dalam Pertemuan General Council (GC) 
tanggal 31 Juli 2008, Diljen wro menyampaikan rencananya untuk mengadakan 
proses konsultasi mengenal langkah perundingan ke de pan, namun belum dijelaskan 
mengenai format dan waktu pelaksanaannya. 

PROSES PERUNDINGAN 

9. Rangkaian pertemuan horisontal 'VVTO Mini Ministeliar diadakan secara informal 
dalam format : 

• Pertemuan G-7, melibatkan para Menteri dari negara pemain utama (AS, 
Australia, Brazil, EC, India, Jepang dan China); 

• Pertemuan "Green Room Mini Minfsteria/", melibatkan para Menteri!VVakil Menter! 
dari se~itar 30 negara; dan 

• Pertemuan TNC yang melibatkan seluruh negara anggota WTO. 
• Pertemuan kelompok/beberapa negara yang dipimpin oleh Ketua Negotiating 

Groups. 

10, Pertemuan G-7 berupaya mencarl konvergensi atas isu-isu utama yang su!it untuk 
diselesaikan. Kesepakatan atau hasil pembicaraan dalam G-7 kemudian akar, 
dibawa ke kelompok yang lebih besar, yaitu "Green Room Mint Ministerial" yang 
melibatKan para Menteri dari sekitar 30 negara, termasuk Indonesia. Seluruh hasil 
pembicaraan maupun proposal yang muncul dalam G-7 dan Green Room kemudian 
akan disampaikan dalam informal TNC dalam rangka transparansi dan mendapatkan 
reaksi dari seluruh negara anggota. 

11. Semula terdapat indikasi bahwa Indonesia, selaku Koordinator Kelompok G-33. akan 
dilibatkan dalam proses G-7 {G-7+1} yang membahas masalah Special Products 
(SP) dan Special Safeguard Mechanism (SSM). Namun mengingat ada keberatan 
dari negara tertentu yang memandang perundingan akan menjadi tldak berirnbang 
karena sudah ada China dan India dalam G-7, rencana tersebut tldak dapat 
terlaksana. 

12. Meskipun tidak terlibat dalarn pertemuan G-7, namun Indonesia selaku Koordtnator 
Kelompok G~33 selalu mendapatkan laporan rinci. khususnya dari India dan China. 
mengenai perkembangan yang terjad! dalam G-7. Kedua negara tersebut meminta 
pandangan Indonesia mengenai langkah selanjutnya yang harus diambil dalam 
menanggapi proposal yang muncuL 

13. Disamping itu, Indonesia juga meneilma dan bertemu dengan para Menteri dari 
negara pemain utama yang berupaya melakukan lobby untuk dicapainya 
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konvergensl mengenai SP dan SSM, maupun isu-isu terkait lainnya. Dalam kaltan 
inl. Indonesia melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan AS, Australla, 
Brazil, Belanda, China, EC, India, Jepang, Korea, Meksiko, Selandia Baru, dan 
Swiss. Selain masalah-masalah perundingan DDA, dalam pertemuan dengan 
Belanda, Meksiko. Selandia Baru dan Swiss tersebutjuga dibahas isu-isu bilateraL 

14. Sebagai Koordinator G-33, selama proses "Green Room Mini Ministerial" Indonesia 
setlap hari mengadakan pertemuan kocrdinasi Kelompok G-33. Pertemuan ini selain 
sebagai de-briefing proses Green Room juga bertujuan untuk merumuskan strategi 
serta posisi sut>stansi G-33 terhadap isu SPs dan SSM. 

15. Pertemuan-pertemuan lain terkait perundingan DDA yang dihadiri Mendag Rl serta 
anggota Delri antara lain: 

• Pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal WTO 
• Pertemuan Kelompok G-20 
• Pertemuan Cairns Group 
• Pertemuan Kelompok NAMA-11 
• Pertemuan ASEAN 
• Pertemuan dengan wakfl-waktl dari NGO dan kalangan medla massa. 

SUBSTANSI PERUNDINGAN 

16. Fokus pertemuan holisontal adalah menyepakati modalitas pertanian dan NAMA 
mengingat kedua isu ini menjadi barometer level of ambition. Namun untuk 
memberikan comfort serta kepastian bahwa isu si'ngle-undertaking lainnya juga 
mengala.mi kemajuan, telah diadakan Ministerial Signalling Conference untuk isu 
jasa, serta proses konsultasi isu TRIPs yang dilakukan oleh Menlu Norwegia atas 
nama Dirjen WTO. 

Pertanian 

17. Mengenai modalitas pertanian, AS tanggal22 Juli 2008 telah menyatakan kesediaan 
untuk menurunkan tingkat overaf/ trade distorting subsidies (OTDS) menjadi USD 15 
milyar dari komitmen semula USD 17 milyar (hasil Pertemuan G-4 d1 Potsdam) 
Dalam perundingan berlkutnya, AS mengfndikasikan untuk kembali turun menjadi 
USD 14.5 milyar. Namun, hal inl dengan syarat bahwa AS harus mendapatkan 
pembukaan pasar secara signifikan baik di negara maju maupun berkembang. AS 
juga meminta 'peace clause' yang baru untuk menghindari tuntutan dl Dispute 
Settlement Mechanism (DSB) atas program Farm Bill- nya. 

18. Negara anggota WTO meoanggapi secara skeptis tawaran AS ini mengingat tingkat 
pengeluaran OTDS AS pada tahun 2007 dipredikasi hanya sekilar USD 7-8 milyar. 
Tuntutan mengenai 'peace clause' juga dianggap sebagai bentuk perlakuan khusus 
terhadap AS mengingat aturan 'peace clause' (Pasal 13 Agl8ement on Agriculture} 
sebenarnya telah berakhir tahun 2004. 

19. UE telah mengindikasikan kesediaannya untuk melakukan pemotongan tarif rata~rata 
sebesar 60%, bergerak dari nllai pemotongan yang ditawarkan dalam dr.art teks 
pertanian yaitu 54%,, Namun sebagaimana diklarifikasi oleh UE kemudian, hal ini 
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sebenarnya tidak rnerefleksikan pergerakan posts! mengingat tingkat pemotongan 
tropical products juga turut diperhitungkan dalam pemotongan rata-rata 60% 
!ersebut. 

20. Alas dasar pergerakan posisi tersebut. AS mendesak agar emerging developing 
countries dapat membuka akses pasarnya secara signifikan. Dalam hal ini SPs dan 
SSM dtanggap sebagal penghambat akses pasar dan bentuk kemunduran proses 
liberallsasi. Dibanding negara eksportir G-7 lainnya, AS muncur dengan posisi yang 
keras dan tidak fleksfbel terutama atas isu SSM. 

21. Pada tanggal 25 Juli 2008, Pascal Lamy menyampaikan leks baru (terlampir) untuk 
menjembatani perbedaan posisi. Teks tersebut mencakup isu OTDS, sensitive 
producls, SPs. SSM, SSG, koefisien dan fte~sibilitas NAMA serta sectorals. 
Diusulkan bahwa jumlah total SPs adalah 12% dan total pos tarif dengan 
pamotongan rata-rata sabesar f1% (single tiel'). 5% total pos tariff dapat 
menggunakan pemotongan 0%. 

22. Mengenai SSM yang dapat melewa!i Uruguay Bound level, Pascal lamy 
mengusulkan triggersebesar 140% dari base imports, dengan remedy sebesar 15% 
dari current bound tariff atau 15 ad valorem points. Jumlah maksimum pos tarlf yang 
dapat melewati Uruguay Bound sebesar 2.5% dalam periode satu tahun. Selain 1tu" 
SSM hanya dapat digunakan jika pada saar yang sama harga mengalam• 
penurunan. 

23. Sebagai tanggapan alas usulan Pascal Lamy, G-33 Ieiah menyampaikan Joint 
Statement bersama-sama dengan Kelompok African Group, Small and Vul11erable 
Economies (SVEs) dan African, Carribbean, and the Pacific (ACP) ~ terlamplr. Joint 
Statement ini merefleksikan pergerakan posisi mengenai SPs dan SSM sebagai 
benluk fleksibi!itas konstruktif kelompok untuk mendorong kemajuan_ 

24. Pergerakan posisi tersebut adalah dlterimanya konsep single lier dan angka 5°/o dari 
total pos tarif untuk zero cut dengan catatan: 
• Jumlah total SPs naik dari 12% menjadi 15%. 
• Total pemotongan rata-rata turun menjadi 9% dari usulan Lamy 11%. 
• JL1mlah pos tarif untuk remedy SSM yang dapat melewatl Uruguay Bound naik 

menjadi 7% dari total pas tarif, dibanding us ulan Lamy 2.5'Yo, 

25. Namun fokus resistensi negara eksportir telah beralih pada- SSM. AS tetap ttdak 
dapat menerima trigger dibawah 140%. Prfnsip remedy tidak dapat rnele\I'Jati 
Uruguay Bound dipandang sebagai masalah 'ideology' bagi AS sehingga negara 
tersebut tetap mengajukan trigger yang tidak reasonable. 

26 Usulan teks mengenai SSM dari India yang kemudian dlperbaiki oleh Pascal tamy 
serta usulan leks dari UE (terlampir) juga kembal! ditolak AS. Hal ini mendorong 
terjadinya deadlock proses Green Room Mini Ministotial pada tanggal 29 Juli 2008 
malam hari. 

NAMA 

27. lsu utama dalam perundingan non-agricultural market access/NAMA (produk 
industri) yang kontroversial adalah mengenai koefisien formula penurunan tarif, 
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fteksibilitas bagi negara berkembang, klausul anti konsenlrasi dan pengkaitan 
sektoral dengan amblsi/formula penurunan tarif. Negara maju bersatu menjadi 
demandeur usulan besaran angka yang rendah untuk koefisien dan fleksibilitas bagi 
negara berkembang serta klausul anti konsentrasi dan sektoraL Anti konsentrasi 
dimaksudkan untuk membatasi jumlah produk sensitif yang dapat dimasukkan dalam 
fleksibilitas, sementara proposal sektoral dimaksudkan untuk meminta jaminan 
partislpasi negara berkembang dalam elimlnasi tarif di sektor-sektor tertentu dengan 
imbalan penurunan yang 1eb1h rendah (dibanding negara berkembang lain) dalam 
formula penurunan tarif umum. 

28 Secara keseluruhan usulan negara maju tersebut pada akhlmya akan meningkatkan 
amblsi penurunan tarif produk industri dl negara berkembang. 

29. Dalam perundingan dt antara G~7, muncul usu!an teks dar! Direktur Jenderal WTO 
yang mencoba mencari ujalan tengah" atas rentang angka koefisien, fleksibilitas dan 
anti konsentrasi dan teks mengenai sektoral yang ada dalam Draft Modaritas yang 
disusun Ketua NG NAMA. Tampaknya terdapat fteksibili!as dan negara anggota 
yang terlibal dalam G~7 maupun green room untuk mempertimbangkan secara serius 
teks usulan Dlrjen WTO mengenai koefisien, fleksibllitas dan anti konsentrasL 

30. Sementara untuk sektoral, negara berkembang tidak dapat menerima usulan untuk 
menjamin kom1tmen parfisipasl dalam sedikitnya dua sektor maupun pengkaltan 
sektor dengan formula. Negara berkembang menginginkan agar modalitas sektoral 
tetap berpegang pada mandat di Hong Kong bah··Na sektoral merupakan modalitas 
tambahan yang bersifat suka re!a. Oleh karena itu, negara berkembang tidak bisa 
~dipaksa" untuk berpartisipasi agar tercapa1 "critical mass" bagi pemberlakuan 
eliminasr tarlf di sektor-sektor tertentu. 

31. Perundingan di G-7 dan green room secara keseluruhan lebih banyak dihablskan 
untuk membahas isu pertanian, terutama SSM. Pembahasan mengenai NAMA 
sendirl, pada akhirnya lebih banyak tersita untuk isu sektoral, tanpa cukup waktu 
untuk membahas isu-lsu NAMA lainnya sec:ara memadai. 

Ministerial Signalling Conference 

32. Sebagai bagian dar! Green Room Mini Ministerial Meeting, tanggal 26 Juh 2008 
dilangsungkan Ministerial Signalling Conference (MSC} yang difkuti tiga pu!uh negara 
yang selama ini aktif dalam proses perundingan dl sektor jasa. Ketiga puluh negara 
tersebut di antaranya adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Kanada, Austraria, 
RRC, Brasil, India dan Indonesia. 

33. Pertemuan yang dipandu oleh Direktur Jenderal WTO, Pascal Lamy, bertu]uan 
menghasilkan kejelasan mengenai rencana offer negara-negara anggota dalam 
rangka komitmen fiberalisasi perdagangan sektor jasa yang akan diikat (bound) di 
\f\ITO. Untuk itu, masing~masing Menteri/Wakif negara anggota yang berpartisipasi 
dalam MSC diberikan waktu sekitar 10 menit untuk menjelaskan rencana 
pembukaan pasar pada masmg~masing sektor jasa yang akan di-bind dalam 
Schedule of Commitment. 

34. Pada kesempatan tersebut negara-negara maju menyampaikan keinginannya agar 
negara~negara berkernbang dapat memberlkan peningkatan offer-nya, khususnya 

5 Proposal Special..., Sigit Nugroho, FH UI, 2008



berkaitan dengan sektor -sektor yang menjadi kepentingannya, seperti; financial 
services, telecommunication setvices, computer and related services, construction 
and engineering services, energy services, distribufion services, Dari request negara 
maju tersebut pada umumnya permintaan pembukaan pasar dikaitkan dengan mode 
3, khususnya peningkatan batas penyertaan modal asing (foreign equity 
parlicipation) dan pengikatan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku ke dalam 
schedule of commitment. 

35. Terhadap kepentingan negara-negara berkembang, yaitu pada mode 4, negara
negara maju pada umumnya mengindikasikan akan meningkatkan offer mereka 
pada sektor tersebut, baik dalam sectoral coverage-nya ataupun kedalamannya. 

36. Dalam MSC tersebut. Menteri Perdagangan Rl Ieiah menyampaikan indikasi akan 
meningkatkan offer Indonesia dalam sektor-sektor berikut: 

• Environmental Services (Waste Water Management Services, Solid Waste 
Disposal Services, Air Pollution Control dan Laboratory Services for Environment) 
-mode 1, 2 dan 3. 

• Distribution Services (Direct Selling/Multi-level Marketing) -mode 1 dan mode 2. 
• Maritime Services (Vessel Salvage and Re-floating Services) - mode 3 dengan 

penyertaan modal asing maksimal sebesar 490k. 
• Tourism and Travel Related Services, di mana Indonesia akan memperluas 

wilayah-wilayah yang akan diperbolehkan bagi pendinan hotel dengan 
penyertaan modal asing yang ditetapkan. 

• Indonesia juga rriemperbaiki komitmen horisontalnya berkaitan dengan 
perubahan Ketentuan Keimigrasian yang berpengaruhi terhadap mode 4, yang 
akan mengijinkan business visitor dapat tinggal di Indonesia selama rnaksimum 
160 hari (sebelumnya 60 hari) dan lntrra Corporate Transferee selama 
maksimum selama 6 tahun (seberumnya 3 tahun}. 

• Indonesia juga menyampaikan mengenai improvement yang akan diiakukan pada 
sektor telekomunikasl- mode 3. 

37_ Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya telah memanfaatkan MSC untuk 
menyampaikan request kepada mitra~mitra dagang utama agar lebih membuka 
pasar sektor jasa mereka, khususnya ''Mode 4" {peni~gkatan akses bagi Service 
Supplier dan Independent Professional dari negam berkembang). Secara khusus, 
Indonesia menyampaikan sektor~sektor yang diinginkan, yaitu: Human Health 
Services, Compute~ and Related Services, Construction and Related Engineering 
Services, Hotel and Restaurant Services dan Agricultural, Mining and Manufacturing 
Services. 

38. Pada akhir MSC. Direktur Jenderal VVTO, Pascal Lamy, menyimpulkan bahwa 
penyelenggaraan MSC telah mencapal tujuan yang diharapkan, yaitu memberikan 
kejelasan tentar1g komitmen negara-negara anggota WTO dalam rangka Schedulllng 
untuk liberalisasl perdagangan sektor jasa. Pascal Larny mencatat hasil~hasil 

perundingan ini dan melaporkannya ke seluruh negara anggota WTO melalui Sidang 
TNC dan GC. 
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TRIPs 

:39. Dirjen WTO telah meminta Menlu Norwegia untuk mengadakan proses konsultasi 
informal rnengenal ketiga isu utama TRIPs yaitu Gl register, Gl extension dan TRIPs 
and CBD. Proses konsultasi ini melibatkan negara-negara demandeur untuk masing
masing isu. 

40. Mengenai isu Gl register, Menlu Norwegia menyampaikan bahwa pi!!rbedaan 
pandangan masih terdapat pada elemen legal effect. Sedangkan pada isu Gl 
extension dan TRIPs and CBD, belum tercapai konvergensi mengenai mandai 
perundingan kedua isu tersebut Namun juga disampaikan bahwa mayoritas negara 
anggota dapat memahami urgensi pembahasan isu TRIPs and CBD. 

41. Sampai te~adinya deaddlock pada tanggal 29 Juli 2008, proses konsultasi TRIPs 
tetap tidak manunjukkan kemajuan yang signiflkan. lsu Gl extension dan TRIPs and 
CBD tetap tidak dapat disepakati menjadi bagian isu single undertaking sehingga 
proses text-based negotiations sebagaimana didesak oleh aliansi Gl extension -
TRIPs and CBD (yang didukung oleh lebih 100 negara) tatap tidak tercapai. 
Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, a'iansi tersebut telah menyampalkan 
draft modalitas isu TRIPs pad a tanggal 19 Juli 2008 (dokumen TN/CIW/52). 

PENGAMATAN DAN SARAN 

42. Terdapat upaya unluk menjadikan isu SSM sebagai stumbling block proses 
perundingan. Ha1 ini terlihat ant-ara lain dar1 kekakuan posisi AS sehingga membuat 
proses G-7 menjadi berlarut~larut dalam membahas isu ini. Pertemuan G~7 akhlrnya 
tidak sempat membahas secara detil isu~rsu penting lainnya. 

43. Dlsamping isu SSM. sebenarnya masih terdapat isu-isu lain yang masih sulit dicapai 
kesepakatan, yaitu antara lain isu cotton serta anti-concentration dan sectorais 
NAMA. lsu cotton merupak.an isu yang sensitif bagi AS karena terkait dengan tlngkat 
subsidi OTDS-nya sehingga AS enggan membahas isu ini. 

44. Jika dilihat dari kekakuan posisi AS yang kemudian cenderung menjadi tidak 
reasonable pada isu SSM, kemungkinan besar AS memang Udak menglnginkan 
terjadinya kesepakatan mengingat situasi politik domestik AS yang tidak mendukung 
Mandai Trade Promotion Authofity (TPA) yang telah berakhir serta US Farm Bill 
yang tidak seja!an dengan level of ambition draft modalitas pertanian membuat ruang 
negosiasi Pemerintah AS c.q. Ketua USTR, Susan Schwab menjadl sangat terbatas" 

45. Diperkirakan USTR akan sulit meyaklnkan Kongres AS (yang dikuasai Partai 
Demokrat) jika terjadi kesepakatan modalitas pertanian dan NAMA Kongres AS 
akan menilai bahwa konsesi yang diberikan da1am hal pemotongan OTDS tidak 
sebanding dengan pembukaan akses pasar yang signifikan di pertanian dan NAMA 
Terfebih isu sectoral yang didesak AS mendapat tentangan yang besar dari anggota 
G-7 negara berkembang yaitu India, China. dan Brazil. 

46. Naming and blaming yang dimulai AS pada pertemuan Informal TNC tanggal 28 Juli 
2008 telah membuat atmosfir perundingan menjadi tidak kondusif. Hal ini mendorong 
India dan China, yang dltuduh berllndung di balik negara negara kecil dan miskin, 
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• 

menjadi bersikap semakin keras dan defensif. Keadaan ini kemudian menjadi salah 
satu penyebab terjadinya deadlock pad a satu hari sesudahnya. 

47. Seluruh negara anggota WTO menyadari bahwa kegagalan proses perundingan 
Putaran Doha kali ini tidak saja akan mengurangi kredibilitas WTO dalam mengawal 
sistem perdagangan multilateral, namun juga akan mengirimkan sinyal negatif 
kepada ekonomi dunia yang sedang mengalami krisis pangan dan energL Oleh 
karena itu, pada Pertemuan Formal TNC tanggal 30 Juli 2008, negara anggota 
menahan diri untuk tldak melanjutkan finger pointing game. 

48. Pada Pertemuan tersebut. pernyataan negara anggota bernuansa positif yaitu 
menekankan agar apa yang telah tercapai selama proses Green Room Mini 
Ministerial dapat tetap dijaga. Sedangkan isu-isu yang belum disepakati agar segera 
dilal<ukan proses pembahasan selanjutnya. Namun sampai saat ini memang belum 
terdapat kajelasan mengenai kapan dan bagalmana proses perundingan akan 
dilanjutkan kembali. 

49. Terdapat pandangan bahwa proses perundingan akan menunggu sampai pemllihan 
presiden AS yang baru. Pandangan lain menyatakan bahwa proses perundingan 
memerlukan waktu 1~2 tahun lagE untuk dimulai kembali (mengacu pada pengalaman 
perundingan Putaran Uruguay semasa kepemlmpinan Arthur Dunkel}. Terdapat pula 
desakan agar perundingan dapal dimulai secepatnya pada bulan September 2008. 

50. Meiihat pengalaman semasa periode suspension perundlngan tahun 2006, 
kemungkinan akan terjadi quite diplomacy diantara negara-negara utama untuk 
mendorong kemball proses perundingan. lsu-isu yang secara politis sulit untuk 
diselesaikan akan menjadi prioritas pembahasan (dimana SSM akan menjadi salah 
satunya}. 

51. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Timnas PPI dapat melakukan 
kajian dan pembahasan atas hasil-hasil yang dapat dicapai selama proses Green 
Room Mini Ministerial. Teks Pascal Lamy tanggal 25 Juli 2008 diperkirakan tetap 
akan menjadi basis pembahasan selanjutnya. Sedangkan laporan Ketua CoA-SS 
dan Ketua NG NAMA, jika telah dikeluarkan, akan segera kaml sampaikan pada 
kesempatan pertama. Kedua laporan tersebut juga dapat menjadi acuan 
pembahasart. 

52. Sedangkan mengenai lsu SPs dan khususnya SSM, kiranya pembahasan dapat 
mengacu pada berbagai usulan yang telah diajukan yaitu teks Pascal lamy tangga! 
25 Juli 2008, Joint Statement G-33, AG, ACP dan SVEs, serta teks SSM usulan dari 
lndla, UE dan Pascal Lamy. Kiranya diharapkan Satgas G~33 dapat mencan 
terobosan baru mengenal isu SSM yang dapat diterima aleh negara opponents tanpa 
mengorbankan pas1si bottom line yaitu mekanisme SSM yang efektif dan mudah 
dioperasikan. 

Demlkian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih. 

8 Proposal Special..., Sigit Nugroho, FH UI, 2008




